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KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTURAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN (SP) DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOPY PADA KANTOR CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Menuimbang A bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggara pelayanan publik
scsual dengan asas penyelenggara pemenntahan yang baik, dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbaga pthak yang
terkait dengan penyelenggara pelavanan publik wapb menerapkan
standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur:

b bahwa untuk membenkan acuan dalam penilaian ukuran kinerja
dan kualitas penyelenggara pelayanan scbagumana dimaksud dalam
huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Pelayvanan Prosedur (SOP) pada Kantor Camat Praya
Kabupaten Lombok Tengah,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagumana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Praya
Kabupaten Lombok Tengah

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Tunur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipudl Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,

3. Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 213,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),

4. Peratuwran Menten Negara Pendayagunaan Aparatur ! a dan
Reformasi Burokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Publik (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomos 15}

5. Undang undang (UU) Nomwor 2 Tahun 2015 temtang Penctapan
Prraturan Pemenntah Peoggant Undang Undang Nomore 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemenntahan Daerah Menjadi Undang- Undang

6 Peraturan Pemenntah (PPY Noowor 17 Tahun 2018 tentang Kecamalan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7. Peraturan Dacrah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016 nomor 6);

8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Dacrah Kabupaten
Lombok Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pada Kantor Camat Praya Kabupaten
Lombok Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Scksi Pemerintahan

d. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Seksi Kesejahteraan Rakyat

e. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

g Menyusun Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Seksi Pelayanan Umum

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal ........ o 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PRAYA KABUPATEEN LOMBOK TENGATI

NOMOR ! TAHUN 2024

TANGGAL 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN (81P) DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (BOP) PADA KANTOR CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUBUNAN PERSONALIA

Ketun ¢ Camat Prayn
Sekretarin ¢ Bekretarin Camat Prayn

Anggota ¢ 1, Kepala Sckal Pemerintahan
2. Kepala Seksi Kesejohternan Rakyat
3. Kepaln Seksl Pemberdayaan Masyarakat
4, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pelanyanan Umum
6. Knsubbag Umum dan Kepegnwaion
7. Kasubbng Perencannnn dan Keuangan
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PEMERINTAI KABUPATEN LOMBOK TENGAN
KECAMATAN PRAYA

Jh Dipenegpoind NO I Eelp feonder P A5 1L

Menimbang

Mengingat

KEPUTUBAN CAMAT PRAYA
KARUPATEN LOMBOK TENGAN
NOMOR ¢ TAHUN 2024

TENTANA

PENIETAPAN BTANDAR PELAYANAN (A1) dan ATANDAR
OPERABIONAL PROABDUR (ROF) PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

",

—
-

CAMAT PRAYA

bahwa ditam ranghan mewujudian penyelengga pelayainn
publik sesuni dengan nans penyelenggara peimerintaling yniy
batk, dan guna  mewifudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagal pihak yang terkalt dengan penyelenpgar pelayannn
publik wajib menerapkan  Htandar - Operaaional Mroaedin
sebagal panduan pegawal dalam bekerjng

bahwa untuk membetikan acuan dalam  pentlalan ukuran
kinerfa  dan kualitns penyelengain pelayannn sebaginimnng
dimaksud dalam huarafa, petio ditetaplkan Standar Operaaionnl
Prosedur  pada Kantor  Camal Praya Kabupaten  Lombok

Tengah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  msebagalmana dimakaid

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah,

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentany Pembentitkan
Daerah-dacrah Tingkat 11 dalam wilayalt Dacrah daetah Tinghal
I Bali, Nunsa tenggara Darat dan Nusa Tengara Timur (Lembatan
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1656);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelaynnan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5038);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 90 Tahun 20012 tentnng
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2000 (entang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 2156, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesin Nomor HbH7),

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksannan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Pablik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2012 Nomor 216,
TambahanLembaran Negata Republik Indonesia Nomor HA%57),
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5. Peraturan Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10.Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kantor Camat Praya Kabupaten
Lombok Tengah.
KEDUA : Standar Pelayanan (SP) pada Kantor Camat Praya sebagaimana

tersebut pada diktum pertama meliputi :

Standar Pelayanan (SP) Rekomendasi Nikah

Standar Pelayanan (SP) Surat Keterangan Tidak Mampu
Standar Pelayanan (SP) Keterangan Ahli Waris

Standar Pelayanan (SP) Pernyataan Bagi Waris

Standar Pelayanan (SP) Keterangan Kematian

Standar Pelayanan (SP) Keterangan Silsilah Keluarga
Standar Pelayanan (SP) Rekomendasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa

i ot 2o of 4o
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8. Standar Pelayanan (SP) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (E-KTP)
9. Standar Pelayanan (SP) Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
10.Standar Pelayanan (SP) Penerbitan Akta Kelahiran
11.8Standar Pelayanan (SP) Penerbitan Akta Kematian
12.Standar Pelayanan (SP) Penerbitan Surat Pindah
13.Standar Pelayanan (SP) Rekomendasi Izin Praktek
Dokter/Bidan
14.Standar Pelayanan (SP) Surat Keterangan Lainnya
15.Standar Pelayanan (SP) Rekomendasi Pencairan DD dan ADD
16.Standar Pelayanan (SP) Daftar Susunan Keluarga
17.Standar Pelayanan (SP) Keterangan Masuk TNI/POLRI

KETIGA : Penctapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) menjamin kesesuaian tata cara pelayanan publik
yang ada di Kantor Camat Praya dengan peraturan perundang-
undangan Yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di Praya
pada tanggel «..ocemironnssesanes 2024

/ PRAYA
YDQMBOK TEGAH,
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jin. Diponegoro NO. 34 telp. Kode Pos 83511

e ——— M

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) dan STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur
sebagai panduan pegawai dalam bekerja;

Menimbang t a.

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok

Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2185,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Mengingat : 1.
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5. Peraturan Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10.Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2022 Nomor 7)
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kantor Camat Praya Kabupaten
Lombok Tengah.

KEDUA . Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kantor
Camat Praya sebagaimana tersebut pada diktum pertama
meliputi :

. Rekomendasi Nikah

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Legalisasi Reckomendasi Masuk TNI/ Polri/ Sckolah Kedinasan
Legalisasi Surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD
Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

. Legalisasi Surat Pernyataan Bagi Waris

Legalisasi Surat Keterangan Kematian

Legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga

. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

CENOU AL~
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1O, Pembuatan Karta Tanda Penduduk Elektronik(KTP 1)
11 Pembunton Kartu Keluarga (KK)

12 Pembuatan Akta Kelahiran

1Y Pembuntian Akta Kematinn

14, Lepalisasi Surat Keterangan Pindah

15, Rekomendasi lzin Praktek Dokter/Bidan

KETIGA C Penetapan Htandar Pelayanan (8P) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) menjamin kesesualan tata cara pelayanan publik
yang ada di Kantor Camat Praya dengan peraturan perundang
undangan Yang berlaku,

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dindakan perbaikan kemudian,

Ditetapkan di Praya
pada tanggal oo, 2024
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

M Dipomegorn NO 24 telp o Kode Pox 81511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SEKSI PELAYANAN UMUM
KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Memimbang ¢ a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara Pemenntahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pthak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik  wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur
sebagal panduan pegawal dalam bekernja;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerga  dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagmmana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengah,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-dacrah Tingkat
| Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publix (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor
112, Tambahan Lembaran Negara Republikx Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012  tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomeor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5357),

4. Peraluren Pemenntal Nomor 96 Tahun 2012 entang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 wntang Pelayenan Pubiik
lembawan Negara KRepuldk Indonesa Tahun 2012 Nomar 215,
Tamtelan Lo tar i Megasa Mepubls bubmesa Nomor 5357
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10.Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi
Pelayanan Umum Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok

Tengah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pelayanan Umum
Kantor Camat Praya sebagaimana tersebut pada diktum pertama
meliputi :

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EI)
Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Pembuatan Akta Kelahiran

Pembuatan Akta Kematian

Legalisasi Surat Keterangan Pindah

Rekomendasi Izin Praktek Dokter/Bidan

SUNAWN -
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K HInA ogtapan Shoslar Cperasional Prosedar (S0P icijainii
bevawwtiatan taba sara pelayanan pubibilc yang ada pada Sceke
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P r it vindangan Yooy bheilalai
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dibeenihian bant tesdapat ke belraan dalaim ke putasan ini akan
tabean perhathan kepdian

It tapban o Piraya
predan tanpgal C 2024
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jin Diponegoro NO 1 telp Koele Pus 011511

KEPUTUBAN CAMAT PRAYA
KADBUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (80P)
PADA BEKSI PEMERINTAHAN
KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Menimbang : i, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastinn hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik  wajib menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur
webaganl panduan pegawai dalam bekerja;

b, bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerjn  dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengnh;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038,

3. Peraturan  Pemerintah - Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5357);

4. Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Hlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2185,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357).

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10.Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022 Nomor 7)

Il

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi
Pemerintahan Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemerintahan
Kantor Camat Praya sebagaimana tersebut pada diktum pertama
meliputi :

Legalisasi Surat Pemyataan Ahli Waris

Legalisasi Surat Pernyataan Bagi Waris

Legalisasi Surat Keterangan Kematian

Legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABLN -

KETIGA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjamin
kesesuaian tata cara pelayanan publik yang ada pada Seksi
Pemerintahan Kantor Camat Praya dengan peraturan perundang-
undangan Yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

M Diponegero NO Mtelp . Kode Pes 83511

M

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Memmbang - a. bahwa dalam rangka mewwudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintahan yang
baik, dan guna mewyjudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak vang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik  wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur
sebagai panduan pegawai dalam bekerga;

b, bahwa untuk membenkan acuan dalam penilaian ukuran
Kinenja  dan Kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosadur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

“
v

Mengingat $ 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-dacrah Tingkat
1 Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

A Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayvanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

4. Pevaturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5357), '

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Peraturan  Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunanan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 156 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  Menjadi

Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin

Nomor 5887);

9. Peraturan Dacrah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10.Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022 Nomor 7)

o

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi
Kesejahteraan Rakyat Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kesejahteraan
Rakyat Kantor Camat Praya sebagaimana tersebut pada diktum
pertama meliputi :

1. Pembuatan Rekomendasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
KETIGA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjamin

kcse§uaian tata cara pelayanan publik yang ada pada Seksi
Kesejahteraan Rakyat Kantor Camat Praya dengan peraturan
perundang-undangan Yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal .......ccceeeiimiannns 2024
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Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jin. Diponegoro NO. 34 telp. Kode Pos 83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara Pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur
sebagai panduan pegawai dalam bekerja;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat $ 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

5. Peraturan  Pemerintah - Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanann Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  Menjadi
Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daecrah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2022 Nomor 7)
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Praya Kabupaten
Lombok Tengah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kantor Camat Praya sebagaimana tersebut pada
diktum pertama meliputi :

1. Legalisasi Surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD
KETIGA ¢ Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjamin

kesesuaian tata cara pelayanan publik yang ada pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Praya dengan
peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal ...........ccccovnnnneen 2024

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jin. Diponegoro NO. 34 telp Kode Pos 83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara Pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur
sebagai panduan pegawai dalam bekerja;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksannan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbag
Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok
Tengah.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbag Umum dan

Kepegawaian Kantor Camat Praya sebagaimana tersebut pada
diktum pertama meliputi :

1. Administrasi Surat Keluar

2. Administrasi Surat Masuk

3. Administrasi Permohonan Usul Kenaikan Gaji Berkala
4. Administrasi Permohonan Usul Kenaikan Pangkat

5. Administrasi Permohonan Cuti

6. Administrasi Permohonan Izin Belajar

7. Administrasi Permohonan Ujian Penyesuaian ljazah

8. Administrasi Permohonan Ujian Dinas

9. Administrasi Permohonan Pengadaan Barang

10. Administrasi Permohonan Penghapusan Barang

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KETIGA ¢ Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjamin

kesesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan yang ada pada
Subbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Praya dengan
peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal ..........cccvuuernnnnns 2024

CA l AT PRAYA
b LOMBOK TEGAH,
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LOMBOK TENGAM

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

JIn. Diponegoro NO. 34 telp. Kode Pos 83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggara Pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan
publik wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur
sebagai panduan pegawai dalam bekerja;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur pada Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok

Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daecrah-daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat
[ Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

10.Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

11.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbag
Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Praya Kabupaten
Lombok Tengah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbag Perencanaan dan
Keuangan Kantor Camat Praya sebagaimana tersebut pada diktum
pertama meliputi :

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK)
Penyusunan RKA/DPA OPD

Penyusunan LAKIP OPD

Penyusunan RENJA OPD

Penyusunan RENSTRA OPD

Pengesahan LPJ Pengeluaran

Pengajuan SPP-SPM GU

Pengajuan SPP-SPM TU

Pengajuan SPP-SPM LS

g it 8 ot of o

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10. Penyusunan Laporan Semesteran

11. Penyusunan Laporan Keuangan

12. Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai

13. Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai Non-ASN

14. Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
15. Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat

KETIGA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjamin
kesesuaian tata cara pelaksanaan Kkegiatan yang ada pada
Subbag Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Praya dengan
peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan kemudian.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal .......c.cecevvanneene. 2024

A
ALY

YAZQMBOK TEGAH,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SKPD

JENIS KEWENANGAN
JENIS PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

KANTOR CAMAT PRAYA
SEKSI PELAYANAN UMUM

: PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

NO

KOMPONEN

URAIAN

(b)

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi

Kependudukan

. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.

Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Persyaratan

Berusia 17 Tahun atau sudah menikah, Fotocopy Kartu Keluarga 2 Lembar

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

. Pemohon menyerahkan berkas | p;rmohonan kepada p—etugairrd'an '

mengambil nomor antrean

. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan

. Petugas loket menyerahkan permohonan KTP Elektronik untuk melakukan

perekaman

4. Konsulidasi permohonan

. Pencetakan KTP Elektronik

Pengadministrasi umum Meregistrasi dan mengarsipkan berkas
permohonan

7 Pengambilan / pemberian KTP Elektronik kepada pemohon
4 J_janik_a_VVam';> 75 menit RGN '
Penyelesaian
s [Biaya/tarf  |RpO. R
6 |Produk Layanan KTP Elektronik
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - [Komputer/Laptop
- |Printer
- |Kamera Digital
- |Blangko E-KTP

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9 |Pengawasan Internal Kepala Seksi Pelayanan Umum
Sekretaris Camat
Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - [Kotak Pengaduan
dan Masukan - |Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengzh

11 [Jumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiri dari 2 orang : o
L PetugasOperatorex®
2 Penéa_dTnir;istrasi Umum ) '
12 |Jaminan Pelayanan Sesuai standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |[Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Lembar Kerja ldentifikas| Keglatan
A, Data Keglatan

1 Pudul SOP Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2 |lenis Keglatan Rutin
3 _[Penanggung Jawab Sekretariat Kecamatan Praya
a. Produk Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b. Keglatan Kepala Seksl Pelayanan Umum
4 (Ruang ungkup) Kecamatan Praya
0. ldentifikasl Keglatan
1_|lenis Keglatan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronolk
2 |Lankah Awal Camat menugaskan Kepala Seksl Pelayanan Umum untuk menindak
lanjutl Proses Pembuatan Kartu Penduduk Elektonik
1 |Langkah Utama Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
A_|Langkah Akhir Menyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Pemohon
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 |Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan

mengambil nomor antrean

2 |Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan
Langkah Utama 3 |Petugas loket menyerahkan permohonan KTP Elektronik untuk
melakukan perekaman

4 |Konsulidasl permohonan

5 |pencetakan KTP Elektronik

6 |Pengadministrasi umum Meregistrasl dan mengarsipkan berkas
permohonan

7_[Pengambilan / pemberian KTP Elektronik kepada pemohon

D. Identifikas| Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungl camat untuk arahan siapa yang
anda tangan
b. [Menggunakan Tandan Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan a. |[Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat
Offline/Down dimengertl
4., Keglatan lain yang
diperintahkan oleh
pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o : Nomor SOP 800/ /KEC PRAYA/ 2024
. Tanggal Pembuatan

\IJ Tanggl Pevis |

K2 Tanggal Efeknt 1

PEMERINTAM KABUPATEN LOMBOK TENGAM
KECAMATAN PRAYA
1. Diponegore Nomar 34 Kode Pos 83511
S PLAYARAN UMUM Nama SOP [Pembuatan Kt

ST maAS™

—
-

Kualifikasi Pelaksana

Te~gpema Borat can Nuna Tenggars Timur

[

Lepe~cicshan
Smdarg endang (UJ) Nomor 25 Tahwn 2009 tentang Pelayanan Publik

Vope— oG ukan

= ~ o

Seratursn Pemennish (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

1 InSang endang [UU) Nomor 69 Tahwn 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Ball, Nusa

Untang endang (UJ) Nomor 24 Taghun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Peratura~ Pemeninta® [PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasé

Pergturan Presden [Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturar Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

{1 Pesturon Bupat Lombok Tengsh Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Pendidikan SMA
2. Menguasi administrasi dan prosedur Adminduk
3. Menguasai Komputer

4. Menguasai Program SIAK

5. Mampu mencari Alternatif Pemecahan Masalah

mex3%an SOP

Peralatan / Perlengkapan

L OF Pemdustan Lantu Keluarga (KK)

1. Komputer/ Laptop 6. ATK Dan Buku Register
2. Printer

3. Aplikasi Rekam

4. Aplikasi Cetak

S. Blangko KTP-EI

et

Pencatatan dan Pendataan

TSC 09 nosn Claksansk berdampak pada eves.ensi pelaksanaan tugas dan Pembuatan kartu kependudukan (KTP- £l ) Tidak bisa di
g7 2

Data Kartu Tanda Penduduk elektron ik (KT? £/)Terumpan Dalam
Laptop/Apl kasl SIAK dan tercatat Dalam Buku Reg ster

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pembuatan KTP-Elektronik
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO. KEGIATAN 1A KETERANGAN
- Pemohon Staf SR _Q.v e Kelengkapan | Waktu Output
elektronik Pusat
Diajukan surat
M h
1 Pemchon n:,<ma kan berkas ke petugas AU 4> n Penyerahan 10 menit |permohonan KTP-
dan mengambil nomor antrean Berkas :
_ Elektronik
2 Petugas Loket Menerima dan memverifikasi En Pemeriksaan 10 menit Diterimanya Berkas
berkas pemohonan Berkas Permohonan
E Penyerahan Diprosesnya pembuatan
3 |Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik Berkas 10 menit KTP Elektronik
e Memproses .. |Diprosesnya pembuatan
4 |Konsulidasi data ke Pusat ‘ berkas 30 menit KTP elektronik
. < Memproses .. |Diprosesnya pembuatan
S |pencetakan KTP Elektronik _ berkas 05 menit KTP Elektronik
. . ; om0t | _ Data .. |Diregistrasinya KTP
6 |Res n | Adminduk ey elektronik
v
Pengambilan / pemberian KTP Elektronik Data . |Terbitnya/ Tercetaknya
7 OO+l
kepada Pemohon Adminduk e KTP Elektronik

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

STANDAR PELAYANAN

SKPD ! KANTOR CAMAT PRAYA

JENIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PELAYANAN UMUM

JENIS PELAYANAN : PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)
NO KOMPONEN URAIAN

(a) (b)

(c)

1 |Dasar Hukum

Persvamlir\

3 [sistem Mekanisme dan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
Kependudukan
. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Fotocopy Buku nikah/Akta Perkawinan, Surat Pindah/datang bagi yang
plndﬁahrdom!sllir - e - R
1. Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan mengambil nomor antrean

Prosedur
2. Petugas Loket Menerima dan memverifikasi berkas pemohonan
3. Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap
4, Pengadministrasi umum menyerahkan berkas permohonan ke putugas
oprator kompouter untuk di entri
5, Meminta Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6 Mencetak Kartu Keluarga
7 Meregistrasi permohonan, Mengarsipkan berkas permohonan
8. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon
4 [langka Waktu gsment
Penyelesaian
5 BIivalT arif Rpfd,- i = - e
6 |Produk Layanan Kartu Keluarga AN ARG
7 [Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas

- |Buku Register

- |Komputer/Laptop

- |Printer

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

9 |Pengawatan Internal Kepala Seku Pelayanan Urmumn
Sekretaris Camat N
Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - |Kotak Perigaduan R
dan Masukan - |Websita Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 Pumiah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdini darl 2 orang :
1. Petugas Operator Admindulk
2. Pengadministrasi Umurm
12 |Jaminan Pelayanan Sesuai standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

€ Nq,

: - 3 ".:
. ;¢:!c;."l.f"17.,7..rﬂ".$
b N T peiflend

VA4

BA, 5.5TP MR,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan
1 [Judul SOP Pembuatan Kartu Keluarga
2_|lenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab Sekretariat Kecamatan Praya
a. Produk Kartu Keluarga

b. Kegiatan

Kepala Seksi Pelayanan Umum

4_|(Ruang Lingkup)

Kecamatan Praya

B. ldentifikasi Kegiatan
1 |Jenis Kegiatan Pembuatan Kartu Keluarga
2 [Lankah Awal Camat menugaskan Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk

menindak lanjuti Proses Pembuatan Kartu Keluarga

3 |langkah Utama

Pembuatan Kartu Keluargla

4 [Langkah Akhir

Menyerahan Kartu Keluarga ke Pemohon

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
dan mengambil nomor antrean

Petuas Pendaftaram menerima dan memeriksa berkas
permohonan

Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak
lengkap

Langkah Utama

Pengadministrasi umum Menyerahkan berkas permohonan
ke Oprator komputer untuk Mengentri permohonan Kartu
Keluarga

Oprator komputer mengajukan permeminta Tanda Tangan
Elektronik ke Dinas Disdukcapil

Oprator komputer Mencetak Kartu Keluarga

Pengadministrasi umum Meregistrasi dan mengarsipkan
berkas permohonan

Pengambilan / pemberian Kartu Keluarga kepada pemohon

D. Identifikasi Resiko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan

siapa yang anda tangan

. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila

memungkinkan

2. Mati lampu

. |[Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan
Offline/Down

. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan

dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang
diperintahkan oleh

pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP

800/ /KEC.PRAYA/ 2024

4u:mm2 Pembuatan

Juni 2024

.qu:mmm_ Revis|

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
J. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511

SECS PELAYANAN UMUM Nama SOP

Save Mukum

Kualifikasi Pelaksanaan

-
-

2

3

Uncang-undang (UU) Nomor €9 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat
| Bak, Nuta Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Uncang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Lepencucuban

Uncang wndang (UU) Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pergturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
As=mestraw Kependudukan

1. Pendidikan SMA
2. Menguasal Undang-Undang Kependudukan
3. Menguasal Komputer

4. Menguasal program/Aplikasi SIAK

S Peratran Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |5. Menguasal administrasi dan Prosedur Adminduk
£ Peraturan Bupeti Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

2 Peraruran Bupet Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Leme~aan SOP Peralatan / vnq_n:m_ﬁvu:

1 S0° Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-El) 1. Komputer/ Laptop

2 S0P Pembuatan Akta Kelahiran 2. Printer

3 S0P Pembuatan Akta Kematian 3. ATK

& IOP  Surat Keterangan Pindah 4. Buku Register

S. Buku Perundang Undangan

et 120 )

Pencatatan dan Pendataan

Apania S0P ek digksanakan berdampak pada evesiensi pelaksanan tugas dan KK tidak dapat diproses.

Data Kartu Keluarga Tersimpan Dalam Laptop/Aplikasi SIAK dan
tercat Dalam Buku Register.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pembuatan Kartu Keluarga

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KETERAN
Pemohon Staf xwﬂwwﬂ“q Capil Kelengkapan Waktu Output o

Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan

Diajukan surat permohonan

. mengambil nomor antrean U -1 _I PenyershanBerkas il mentt Kartu Keluarga
. \a A4 Lengkap .
2 Petugas Loket Menerima dan memverifikasl berkas l Pemeriksaan R Diterimanya Berkas
pemohonan Berkas Permohonan
v
Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon Dikembalikannya berkas
3
bila tidak lengkap U Penyerahan Berkas |10 menit bermahoms
4 |m i Memproses permohonan
engentry data Kartu Keluarga o | Memproses berkas |10 menit Kartu Keluarga
5 [Meminta Tanda Tangan Elektronik (TTE) 0 Memproses berkas |30 menit N_.”“u_“_uc .”wﬂm_.aoso:m:
6 |Mencetak Kartu Keluarga - < Memproses berkas [5 menit Mencetak Karttu Keluarga
Meregistrasi permohonan, Mengarsipkan berkas Bl < Migmoutakdsn
7 - Data Adminduk |5 menit diregistrasinya Kartu
permohonan _ Keluarga
v
8 |Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon U AI.I Data Adminduk |5 menit Terbitnya Kartu Keluarga

Dipindai dengan CamScanner

&


https://v3.camscanner.com/user/download

STANDAR PELAYANAN

SKPD ! KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN ! SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN t PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)
1 [Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan Surat Kelahiran dari penolong kelahiran, Fotocopy buku nikah, Fotocopy
KTP Orang tua, Fotocopy KTP 2 orang saksi kelahiran, Fotocopy Kartu
Keluarga Orang Tua
3 [Sistem Mekanismedan | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan |
Prosedur mengambil nomor antrean
2. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan

3. Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4, Pengadministrasi umum menyerahkan berkas permohonan ke putugas
oprator kompouter untuk di entri
5. Meminta Tanda Tangan Elektronik

6 Mencetak Akta kelahiran
7 Pengadministrasiumum Meregistrasi dan mengarsipkan berkas

permohonan
8. Pengambilan / pemberian Akta Kelahiran kepada pemohon
4 [tangka Waktu “looment S
Penyelesaian
s |Bayaftat  po-
6 |Produk Layanan Akta Kelahiran
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - [Buku Register
- |Komputer/Laptop
- |Printer

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9 |Pengawasan Internal Kepala Seksi Pelayanan Umum
Sekretaris Camat
Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - |Kotak Pengaduan
dan Masukan - |Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 [lumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiri dari 2 orang: -
1. i’ietugasio_peratdrr Adnqlnd_uk B o
2. PengadministrasiUmum
12 |Jaminan Pelayanan Sesuai standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

..........

74 X
ALUBALFA WIRAN -‘ ARA, S.STP.M.A.P
\\‘\(n\1 ,‘,pgnﬁbi{a (K/a)
NIP 19841003 200412 1 001

Dipindai dengan CamScanner
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A, Data Keglatan
‘l lmlul‘Ml' o
n)
3 [Penanggung lawab
A Produk
b Ku'man . _w.

A [(uang bnghup)

e

M\I\ uu‘uun . '

Lembar Kerja Identifikasl Keglatan

e

1. Idontiikas! Keglatan _

B (T —
. Suhr-lullal ku amuun I'ldya

___|Kecamatan Praya

l'amlumtan Mla Knlalmnn

Mu Kdlulmm

_|Kepala Seksl _l:t_{ld_yg_lld_l!llmlll“

1 _[lenis Keglatan
2 |Lankah Awal

—

T

s

I'mnlmmn Akta Kelahiran

Camat menugaskan Kepala Seksl Pelayanan Umum untuk
menindak lanjut| Proses Legalisasl Akta Kelahiran

J_|Langkah uyn'i'a'“ _|Pembuatan Akta Kelahiran
A [Langkah Akhir Menyerahan Akta Kelahiran ke Pemohon
C, Identifikasl Langkah
Langkah Awal 1 |[Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan
mengambll nomor antrean
2 |Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas
permohonan
3 [Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak
lengkap
Langkah Utama A |Pengadministrasl umum menyerahkan berkas permohonan ke
putugas oprator kompouter untuk di entrl
5 |Meminta Tanda Tangan Flektronik
6 |Mencetak Akta kelahiran
7 |Pengadministrasl umum Meregistrasl dan mengarsipkan berkas
permohonan
B_|Pengambilan / pemberlan Akta Kelahiran kepada pemohon
D, Idantifikas| Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat | a, |Sekretaris/Pejabat lain menghubungl camat untuk arahan slapa
yang anda tangan
b, [Menggunakan Tanda Tangan Elektronlk apablla memungkinkan
2, Matl lampu a. [Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b, [Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan

Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan

Offline/Down dapat dimengert
4, Keglatan lain yang
diperintahkan oleh
pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomaor SOP 800/ /NEC PRAYAS 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2023
Enu.._ Revist \mq
Emm.i leanf P s [
/S ava
.-u .(
PENVRINTAN KARUPATEN LOMBON TENGAN ™
ALUCANATAN PRAYA \
N Dponegoro Nomor 34 Kode Pos 81511 STV RTX Y,
ANy e a)
e ——— W v 121001
SEKSE PELAYANAN UMUM Nama SO Pembuatan Akta K w N

Vawar Mokum

Kualifikasi Pelaksanaan

Tengg are Racat dan Nuva Yengga a Timar

1 Undang undang (UL Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Repeadinfukan

T Pecaturan Penenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

1 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kep

1 Undang ondang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Permbentukan Daerah Daecah Tinghat 1 Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat | Rali, Nusa

2 Undang undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahuna 2000 tentang Administrasi Kependudukan

4 Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

5 Peratucan Prenden (Perpres) Nomos 06 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
& Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungs Pemedintah Kecamatan

1 Pendidikan SMA

2. Menguasai Undang Undangan Kepeadudukan
3 Menguasal Komputer

4 Menguasal Aplikasi SIAK

S Menguasal administiasi dan prosedur Pembuatan Akta Relahoan

Leterikanan SO

Peralatan / Pedenghapan

1 S0P Pembuatan Kartu Reluarga (KK)

1 Komputer/ Laptop

2 80P Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP L) 2 Printer
1 SOF Pembuatan Akta Kkematian 1ATX
4508 Surat Keterangan Pindah 4 Buku Register
5 Nuku Perundang Undangan
Pl ngatan Fencatatan dan Pendataan

Apabila SOF tidak didaksanakan berdampak pada evesensi pelaksanaan tugas dan AKta Kelahiran tidak bisa i Proses

Data Akta Relahiran Sudahlersimpan Dalam Laptop, Aphikasi SAK
la Ister

dai dengan CamScanner

ipin

D
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Pembuatan Akta Kelahiran
PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO. KEGIATAN Oprator KETERANGAN
Pemohon Staf P Capil Kelengkapan | Waktu Output
Komputer
Penyerahan | 10 menit |Diajukan surat permchonan
N Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan a”. Kas >_:-:xn_.._..._~3: e
mengambil nomor antrean U -T> _l
Tidak Lengkdp  w .
Petugas Loket Menerima dan memverifikasi berkas - ulll ngkap PRI I poNin S
2 _ Berkas Permohonan
pemohonan
3 Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon bila v vn“ﬁ;_“ ”m; - Q_”:B”u_”,ruaai ——
s rger (= ﬂ —
— v Memproses | 10 menit [Memproses berkas
4 [Mengantry Alis Ketahiren B berkas permohonan
Memproses 30 menit |Memproses berkas
5 |Meminta Tanda Tangan Elektronik (TTE) berkas permohonan
Memproses | 05 menit |Mencetak Akta Kelahiran
I
6 |Mencetak Akta Kelahiran l AIL v
Meregistrasi permohonan, Mengarsipkan berkas _ Data Adminduk| 10 menit |Diregistrasinya Akta Kelahiran
? Bl <
permohonan :
v .
Pengambilan / pemberian Akta Kelahiran kepada Data Adminduk| S menit |Terbitnya Akta Kelahiran
. o .

Pemohon

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ! KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN ¢ PENERBITAN AKTA KEMATIAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (¢)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
Kependudukan

4, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa, Surat Keterangan

Kematian dari dokter, Fotocopy KTP pelapor, Fotacopy KTP 2 orang saksi,

Fotocopy KK yang meninggal dunia

3 |Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan menéambil nomor antrean

Prosedur

2. Petugas Loket Menerima dan memverifikasi berkas pemohonan

3. Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4. Pengadministrasi umum menyerahkan berkas ke operator komputer untuk
Mengentri permohonan Akta Kematian

5. Meminta Tanda Tangan Elektronik

6 Mencetak Akta Kematian
7 Pengadministrasi umum Meregistrasi dan mengarsipkan berkas

permohonan
8. Pengambilan / pemberian Akta Kelahiran kepada pemohon
4 |langka Waktu 90 menit e L
Penyelesaian
5_|Biaya/Tarif oo
6 |Produk Layanan Akta Kelahiran
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - |ATK
Fasilitas - |Buku Register
- |Komputer/Laptop
- |Printer

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

O IPeagawatn ieemal Nepala Sedsd Pelayanan Ui
| Sehretart Comat
L amat
10 [Penanganan Aduan, Saran | - [Kotak Pengaduan
Jan Aasidan - [Webite ecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 [romiah Pelaksana [Pelakeana Pelayanan terdid dar 2 orang

L. Petugas Operator Adminduk

2. Pengadwinistrasi Umum

12 Pamvinan Pelayanan Sewal tandat pelayanan
13 [laminan Keamaran dan  [vesual maklumat pelayanan
[\eselamatan Pelayanan

14 [tvaluasi Kinera pelaksana  [Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kerja identifikasi Kegiatan

A Dt Vogietan
) it SOP [Peembusatan AN1S Lamatian
7ot Vgt an Rt
3 Trwah Selretariat Lacamatan Praya
» Proied Alta Cormation
| {Copals Seks Pelayanan Umum
T —
R Aderd ol Begiatan
1 [Jeris agisten |Pembuatan Alta Kematian
2 Loyl menugaskan Kepala Selsi Pelayanan Umum untuk
. Akta Kematian
1 Utama [Pembuatan Atta Kematian
4 Akt Meomyperahan ALty Kematian ke Pemohon
€ Memifikasi Langhah
[Langhah Awal 1 [Femoton menyerahian berkas permohonan kepada petugas dan
nomMar antrean
7 |Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas
3 |Petugat loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak
longhap
Langbah Uama 4 [Pengadminntsani umum menyerahkan berkas ke operator
untvh i permohonan Akta Kematian
% [Memints Tanda Tangan Elektronik
6 {Mencetak Alta Kemation
7 [Pengadmunats asl umum Meregistrasl dan mengarsipkan berkas
llWlmnummm
O tdentitihas Resiho
LR v SOLUSI
| Comat Tideh dlempet | a |Setretany Peabat i menghubungl camat untuk arahan siaps
s Langan
1] r--\-l-n—'m!bmmm
2 Mav g 3 [N N Repacd U Gan Balie s IATHK padaim
v e e M Pubie |
3 solem peuvenen | REpadd Ty a7 4031 dangan Baldsd yang supan dan
e Traad
R Y
e Gilat sl g
e
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o ——
T al Perdoatan
E-_ Rewisd
.ﬁlga
PONIERAT AN LARUPATIN LOVEOK TENGAM
LETAMATAN PRAYA
2 Dpomegors Nomor 34 Kooe Pos 83311
PR LR ANAN U Nama SOP

1 Uwaeg omcarg (UL Nomax €3 Tatu 1358 tentang Pemdentuian Daerah Daerah Tinghat Bl Dala™ Wilayah Daerah-Daerah Tinglat | Ball, Nusa
Tenggpae byt o N Tengges Tomer

1 Umcarg-wroang (UL Nomer 25 Tatue 2008 tentang Pelavanan Pubia

L Syeut s Peeereta® (77 Nomor &8 Tahun 2019 temtang Prlaiianasn Undang uncang Nomor 23 Tahun 20086 tentang Adminustrasd
EEDemoatad 3™

Pergt sz Presde= Perpres] Nomor 36 Tahos 2018 tentang Pevyaratan dan Tata Gara Penca®arsn Pencucuk dan Pencatatan Sipil

Peratr e Boet Lommook Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tetang Kecudukan Dan Fungsl Pemenmiah Kecs™atan

> Peratoen Rererwt (PF) Normor 17 Taham 2018 teang Reca™matan

ﬂ Ferrure Bupat Lomaca Tegah Nomor &1 Tahum 2019 tentang Penceiegasan Sedagan Kewenangan Bupat bepada Camat

2 Untang wncang TULT Nomor 24 Tatun 2013 tentang Perubshan atas Undang Uncang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan 2

4. Megusk Apikas NAK

S MengLas admanustr aw Zan prosedur Permdoatan AkTa Lemahan

[rete-aaan 507

[Peraiatan / Perenghacan

1 SO Pembuaten Urta Gekaaoga (KK)
2 SOF Pemduatse Laru Tandd Penduduk Beitronk [ KTP-E]

1. Komputer/ Lagtop
2. Primtee

1 ATX

4 Boko Sogater

S Apliau SAx

ke o ol

Perc atatsn Zun Pundataan

el 30F DO Cuat minot S Samoal DEl3 Eveuems DUaKIITAAN TG Can A3 Lematian Tdas bra & Proses.

Wa\.n-gs....-zgazguo!l ruﬂlﬁgr&-
tercatat Da 3= Buky Reg viee
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Pembuatan Akta Kematian

Pemohon

PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO. KEGIATAN Oprator KETERANGAN
Pemohon Staf P Capil Kelengkapan | Waktu Output
Komputer
Sermchon M hkan berkas ke petugas dan Penyerahan | 10 menit Dhaliik \ P
emohon Menyerahkan berkas ke petugas Berkas iajukan surat permohonan Akta
: mengambil nomor antrean U . _I Kematian
Tidak Lengkdp b Lpngkap Pemeriksaan | 10 menit
Pet k ifikasi berka —
5 [Petusas Loket Menerima dan memverifikasi berkas d E= Seciat Diterimanya Berkas Permohonan
pemohonan
v
3 Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon vmw<m_”u han Ssanit Dikembalikannya berkas
bila tidak lengkap U acle permohonan
B Memproses 10 menit
4 |Mengentry Akta Kematian l.'l berkas Memproses berkas permohonan
Memproses 30 menit
5 |Meminta Tanda Tangan Elektronik (TTE) ‘ berkas Memproses berkas permohonan
Memproses 10 menit
6 |Mencetak Akta Kematian Bl berkas Memproses berkas permchonan
Meregistrasi permohonan, Mengarsipkan berkas &z Dataddminduk. § Simanit Diregistrasinya / mengarsipkan
7 E=< ;
permohonan _ berkas Akta Kematian
v .
P il i Data Adminduk | 5 menit
8 engambilan / pemberian Akta Kematian kepada U A||I Terbitnya Akta kematian

ipindai dengan CamScanner
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JENTS KEWINANGAN
JENTS PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

¢ KANTOR CAMAT PRAYA

SEXSI PELAYANAN UMUM
PENCRBITAN SURAT PINDAH

KOMPONEM

URAIAN

(c)

Dasar Mukum

Jangka Waktu
Perigelesaian
Baya/Tand
Produk Laysnan

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi

Kependudukan

. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.’

Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Pengantar Pindah domisili dari Desa/Kelurahan, Kartu Keluarga Asli

Pemchon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan
mengambil nomor antrean

. Petugas Pendaftaram menerima dan memeriksa berkas permohonan

Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap
Petugas operator Komputer Mengentri permohonan Surat Pindah

. Meminta Tanda Tangan Elektronik

Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi Pengadministrasi umum
meminta paraf ke Kepala seksi

Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi Pengadministrasi umum
meminta paraf ke sekcam

. Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi Pengadministrasi umum

meminta tanda tangan Camat

Mencetak Surat pindah

Pengadministrasi umum Meregistrasi, memberikan nomor , stempel dan
mengarsipkan berkas surat pindah antar kecamatan

Pengambslan / pemberian Surat Pindah kepada pemohon

90 menit

RpO,-
Surat Pindah

S ana/Prasarana dan/atau
Fawmas

ATK

- |Buku Reg'ster

- [Komputer/Laptop

- |Prnter

Dipindai dengan CamScanner
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9 |Pengawasan Internal Kepala Seksl Pelayanan Umum
Sekretaris Camat
Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - |Kotak Pengaduan
dan Masukan - |Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 |lumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiridari 2 orang: B o
1 Petugas Operator Adminduk o o -
2. Penkadmlnistnstmum ' o
12 |Jaminan Pelayanan Sesual standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesual maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana [Setiap tahun

alN

G AT PRAYA
ABLREAN LOMBOK TENGAH

LT

Dipindai dengan CamScanner
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A. Data Kegljtan

Lembar Kerja Identifikasi Keglatan

1 |Judul SOP

Surat Keterangan Pindah

2 |Jenis Keglatan

Rutin

3 [Penanggung Jawab

Sekretariat Kecamatan Praya

a. Produk

Surat Pindah

b. Kegiatan

Kepala Seksl Pelayanan Umum

4 |(Ruang Lingkup)

Kecamatan Praya

B. Identifikas| Keglatan

1 |Jenis Kegiatan

Pembuatan Surat Pindah

2 |Lankah Awal

Camat menugaskan Kepala Seksl Pelayanan Umum untuk
menindak lanjuti Proses Pembuatan Surat Pindah

3 |Langkah Utama

Pembuatan Surat Pindah

4 Langkih Akhir

Menyerahan Surat Pindah ke Pemohon

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan
mengamblil nomor antrean

Petugas Pendaftaram menerima dan memeriksa berkas
permohonan

Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak

lengkap

Langkah Utama

Petugas operator Komputer Mengentri permohonan Surat
Pindah

Meminta Tanda Tangan Elektronik

Untuk surat pindah antar kabupaten dan provins|
Pengadministrasi umum meminta paraf ke Kepala seksl

Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi
Pengadministrasi umum meminta paraf ke sekcam

Untuk surat pindah antar kabupaten dan provinsi
Pengadmlnlstrasl umum meminta tanda tangan Camat

Mencetak Surat pindah

10

Pengadministrasi umum Meregistrasi, memeberikan nomor,
stempel dan mengarsipkan berkas surat pindah antar kecamatan

11

Pengambilan / pemberian Surat Pindah kepada pemohon

D. Identifikasi Reslko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa
yang anda tangan

Menggunakan Tandan Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan
Offline/Down

Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan
dapat dimengerti

4, Kegiatan lain yang
diperintahkan oleh
pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP

Dipindai dengan CamScanner

m—
Pembuatan
[Tanggel Ruviss
[fanggal Elektst
]
PEMERINTAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
JI. Diperegorg Nomor 34 Koce Pos 83511

[SEXS! PELAYANAN UMUM Nama SOP

|Dasar reukum

1 Umcang-uncang (LU Nomor 63 Tabun 1558 tentang Pembentuikan Daerah-Daerah Tingkat i Dalam Wilayah Daerah-Dgerah Tingkat | Bafl, Nusa

Tenggars Bara? con Nus3 Tenggara Tirmur 1 Pencicikan SMA

W Uncang-wrcang (UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Uncang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Urcang-uncang (LLU] Normer 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Pubiik 3. MengLasai Karmputer
4. Peraturar Permerntah (PP Nomor 40 Tabun 20193 tentang Pelaksaraan Undang-uncang Normor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan
4 Merg.asdy prograrm SLAK
5. Peraturan Prescen Perpres) Nomor $6 Tabun 2013 tentang Persyaratan can Tata Cara Pencaftaran Pencucuk can Pencatatan Sipid (S, Mengiu acmimsTIu 2an prosedur Peegurasan Surat Mrcan
ﬂ. Peraturan Bugat Lombek Tengah Nomor SC Tabun 2016 tertang. Kacucukan Dan Fungs Pemennrab aamatn
T Perstursrm Pemenntan (PP Nomer 17 Tabun 2018 tertang Kecamatan
# Peraturan Bugan (Lormock Temgah Nomor 41 Tatus 2013 tentang Percelegasan Sedagian Kewerangan Bipae kepada Orat
Jrenerkanan SOP Perzaran / Perergaoan
SOF  Pemtustan Kart Keiuarga (XX 1 Lermguter/ Lot
- SOF  Pembduatan Carzs Tynca Percudua Elettronk | T8} W.?...l.
3 AT
Buds Regprcer Pecan
LS. Prograes SIAK
Percaatar San Pencaaan
Aoacia T car aRsINAk2r Sevud SOF Nty pemoLargn surgt pincad T'Cak CIET SUerIAdn 3 DCIA rIrLR. Wﬂgasggrﬁty«\flﬂgug
b geon. Ao SAL = A i o
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Permchonan Surat Pindah
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Kasi
. KEGIATAN t KETERANGAN
g Pemohon Staf oprator Capil Pelayanan | Sekertaris | Camat | Kelengkapan | Waktu Qutput
Komputer
Umum
Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan Penyerahan _ |Diajukan surat permohonan
: mengambil nomor antrean D + 3 Berkas 0menkt | rue Keterangan Pindah
ale
Tidak Lengkap 4 Lehgka
Petugas Loket Menerima dan memverifikasi berkas — l o Pemeriksaan ., |Diterimanya Berkas
2 10 menit
pemchonan Berkas Permohonan
v
3 Petugas Loket Mengembaiikan berkas ke pemohon bila U Penyerahan s _ |Dikembalikannya berkas
udak lengkap Berkas permchonan
Petugas Loket menyerahkan berkas ke oprator l - _
. —_— lemproses Memproses berkas
4 |komputer untuk Mengentry Surat pindah antar _ berkas 10 menit ivehan
kecamatan
Memproses Memproses berkas
S |Meminta Tanda Tangan Elektronik (TTE) ’ berkas |30 Menit [permatonan
v
6 Memparaf/ Menandatanggani surat Pindah antar _ . Surat 05 menit Diparfnya Surat Keterangan
Kabupaten atau Provinsi permohonan Pindah oleh Kasi
N
9 Lr.n.:o!u*\ Menandatanggani surat Pindah antar ‘ Surat 05 menit _Evua:zn Surat Keterangan
| Kabupaten atau Provinsi permochonan Pindah oleh Sekcam
_!oang surat Pindah antar Kabupaten atau ’ Surat 30 menit _EB:nuB:nua Surat
e Provinsi permohonan Keterangan Pindah oleh Camat
ndah l _ Surat 05 menit Mencetak Surat Keterangan
.3 v e | permohonan _vSnu._
Diregistrasinya Surat
10 |Meregstras permohonan surat pindah 1 ..NL Data Adminduk |05 menit aBu-_.u:-u: Pindah
v
Ki
11 |[Pengambilan Permohonan Surat Pindah oleh pemohon | () T,l_ Data Adminduk [05 menit —wmw..ﬂi P —

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

STANDAR PELAYANAN

SAPO t KANTOR CAMATY PRAYA
FONSS KEWENANGAN i SEKSI PELAYANAN UMUM
HINIS POLAYANAN 1 REKOMENDASI IZIN PRAKTEK DOKTER/BIDAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (h) (¢)
1 [Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat It Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Rarat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PATEN
. Undang-Undang Nomaor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

2

i

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

S Undang-undang (UU) Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Pecaturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan + Fotokopi ljazah yang ditegalisir, Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang

masih berlaku dan dilegalisir, Fotokopl KTP, Rekomendasi dari organisasi

profes! sesual tempat praktik, Surat pernyataan mempunyal tempat

praktik, Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan, Pas foto

berwarna ukuran 4x6 cm (Dasar Merah)

3 [Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas dan

Prosedur mengambil nomor antrean

2. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan lzin
Praktik

3. Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

4, Pengadministrasi umum Menyerahkan berkas permohonan ke operator
untuk Mengentri

5. Petugas Administrasl meminta Paraf Kepada Kasi Pelayan Umum

6 Petugas Administrasi meminta Paraf Kepada Seketarls Cama

7 Petugas Administrasi menyerahkan berkas Kepada Camat untuk diperiksa
dan Meminta Tanda Tangan Rekomendasi lzin Praktik Dokter/Bidan

8. Petugas Administrasi melakukan Registrasi (memberi nomer) dan
mengarsipkan Rekomendasi Surat lzin,
9. Menyerahkan Rekomendasi lzin Praktik Dokter/Bidan Kepada Pemohon

4 |langka Waktu 120 menit

Penyelesaian
5 |Blaya/Tan! RpO,-
6 |Produk Layanan Rekomendasi Lzin Praktik Dokter/Bidan
7 |Sarana/Prasarana danfatau| - |ATK

Faslitay « |Buku Register

« |Komputer/Laptop
9 Printer

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9 |Pengawasan Internal Kepala Seksi Pelayanan Umum
Sekretaris Camat
Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - |Kotak Pengaduan
dan Masukan - |website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 |Jumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiri dari 1 orang :
1. Pengadministrasi Umum S
12 |Jaminan Pelayanan Sesuai standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesuai maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

VIBAYIEGARA, 5.STP.M.A.P
Bina (IV/a)
P! f9841003 200412 1 001

Dipindai dengan CamScanner
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A. Data Keglatan

Lembar Kerja Identifikas| Keglatan

1 [Judul SOP

Rekomendasi i7in thlll-l)u-alnm/mdén ) '

2 |lenls Kegiatan

Rutin

3 Penan“un! Jawab

Sekretariat Kecamatan Praya

a. Produk

Rekomendasi [7in Praktik Dokter/Nidan

b. Keglatan

Kepala Seksl Pelayanan Umum

4_|(Ruang Lingkup)

Kecamatan Praya

B. ldentifikasl Keglatan

1 |Jenis Kegiatan

Rekomendas 12in Praktik Dokter/idan

2 |Lankah Awal

Camat menugaskan Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk menindak
lanjut! Proses Surat 12in Praktik Dokter/Midan

4 Langkah Akhir

3 [Langkah Utama _______

Rekomendasi 12in Prakti Dokter/Didan _
Menyerahkan Rekomedasi 1zin Praktik lhkm?ﬂiaﬂ-_n ' Femohon

C. Identifikasl unlknh

oo

Langkah Awal

Pemohon menyerahkan berkas petmohbnun h;pnrlu petugas dan
mengambil nomor antrean

Petugas Pendaftaram menerima dan memeriksa berkas permohonan
l2in Praktik

Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

Langkah Utama

Pengadministrasi umum Menyerahkan berkas permohonan ke
operator_untuk_Mengentri

Petugas Administrasi meminta Paraf Kepada Kasi Pelayan Umum

Petugas Administrasi meminta Paral Kepada Seketarls Camat

Petugas Administrasi menyerahkan berkas Kepada Camat untuk
diperiksa dan Meminta Tanda Tangan Rekomendasi lzin Praktik
Dokter/Bldan

Petugas Administrasi melakukan Registrasi (member) nomer) dan

mengarsipkan Rekomendasi Surat zin.
Menyerahkan Rekomendasi 12in Praktik Dokter/Bidan Kepada

Pemohon

D. Identifikasl Resiko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

Sekretaris/Pejabat lain menghubungl camat untuk arahan slapa yang
anda tangan

Menggunakan Tandan Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Matl lampu

Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan

Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan

Offline/Down dapat dimengertl
4. Keglatan lain yang
diperintahkan oleh
plmpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SCP 800/ /KEC_PRAYA/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
Ji. Diponegore Nomor 34 Kode Pos 83511
o
SEKS! PELAYANAN UNUM Nama SOP Rekomendasi 1zin Praktek ow@

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Uncang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat | Dalam wilayah Daerah-
Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PATEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati

kepaca Camat
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

T T

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

1. Pendidikan Strata 1
2. Menguasi administrasi dan prosedur Rekomendasi izin Praktek
3. Menguasai Komputer

4, Mampu Mencari Alternatif pemecahan Masalah

Keterlkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

1. Komputer/ Laptop
2. Printer

3. ATK

4. Buku Register

S. Buku Perundang Undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Tidak dilaksanakan Sesuai SOP Maka izin Praktik Dokter/ Bidan Tidak bisa di Proses.

Data /Dokumen tersimpan Dalam Laptop dan Tercatat dalam Buku Register

Dipindai dengan CamScanner
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Rekomendasi lzin Praktik Dokter/ Bidan

Dipindai dengan CamScanner

N
NO. KEGIATAN vmr>xm>z.>> s oo KETERANGAN
Pemohon Staf Kasi Sekcam | Camat Kelengkapan Waktu Output
=3 Diajukan berkas permohonan
1 |Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas U " vEnjesahan S menit |Rekomendasi Izin Praktik
Berkas .
Dokter/Bidan
Tidak Lengkpp =
2 Petugas Loket Menerima dan memverifikasi I Pemerliksaan 10 menit Diterimanya berkas
berkas pemohonan Berkas Permohonan Dokter/Bidan G
v
3 Petugas rox.mn ,.\_m:mmq:wm:_nm: berkas ke U Lengkpp Penyerahan 10 menit Dikembalikannya berkas
pemohon bila tidak lengkap Berkas permohonan
\
M
Mengentry Surat Permohonan Izin Praktik E=EAa Memproses I e un_._:w_..oqu:
4 Dokter/Bidan Nertias 10 menit |surat Rekomendasi Izin
Praktik Dokter/Bidan
" Memproses .. |Diparafnya Surat Permohonan
S f Kasi Pel u
Meminta paraf Kasi Pelayanan Umum 0 hedliss 30 menit \zin Praktik Dokter/Bidan
W
= X Memproses . |Diparafnya Surat Rekomendasi
6 M ta Paraf Sek: at ’ 5
e ot berkas enit Izin Praktik Dokter/Bidan
Camat menerima Memeriksa dan \ Ditandat: IEETIR
5 menandatangani Surat Izin Praktik Memproses o m_ _w_._ a mhm”_._._aw _.__S.”
Dokter/Bidan dan menyerahkan kembali ke berkas SH. Um xoq:m__w... amm g
Staf Seksi Pelayanan Umum. okter/Bidan
: . y Diregistrasinya Surat
Meregistrasi, Stempel dan Mengarsipkan < : . S )
8 Surat Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Bidan Data Adminduk |5 menit mmro:.m_._.nmu_ 1zin Praktik
Dokter/Bidan
v
Pengambilan/ Penyerahan Surat Izin Praktik U A.II Terbitnya surat Rekomendasi
5 : . i
Dokter/Bidan kepada Pemohon PataAdmindulg:jsmanit izin Praktik Dokter/Bidan
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PELAYANAN UMUM
JENIS PELAYANAN ! SURAT KETERANGAN LAINNYA
NO KOMPONEN URAIAN

(a) (b)

(¢)

1 |Dasar Hukum

2 |Persyaratan
"3 |sistem Mekanisme dan -
Prosedur

Jangka Waktu
Penyelesaian
|Biayarmant
Produk Layanan

N

- 50 men?t“

[re0-

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

4, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Surat Pengantar Keterangan lainnya dari Kelurahan/Desa, Fotocopy Kartu
Keluarga, Fotocopy E-KTP, Bukti lunas pajak PBB

1. Pemohon ményerahkan berkas perrhoﬁbniﬁ i;pidi b}éiﬁg.as' dan

mengambil nomor antrean
. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan
. Petugas loket mengembalikan berkas ke pemohon bila tidak lengkap

. Pengadministrasi umum meminta paraf Kepala seksi
. Pengadministrasi umum meminta paraf Sekcam
Pengadministrasi umum meminta tanda tangan Camat

~N o s wN

Pengadministrasi umum Meregistrasi, memberikan nomor dan
memberikan stempel
8. Pengambian / pemberian Surat Keterangan Lainnya kepada pemohon

Surat Keterangan Lainnya _

Ny n»n

Sarana/Prasarana dan/atau
Fasilitas

- |ATK

Buku Register

Komputer/Laptop

Printer

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9 |Pengawasan Internal Kepala Seksi Pelayanan Umum
Sekretaris Camat
Camat
10 [Penanganan Aduan, Saran | - |Kotak Pengaduan
dan Masukan - [Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 |Jumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdiri dari 2 orang : -
1. ﬁetugis 6pérator Adminduk B B
2, Pengadmlniii?asl Umum
12 |Jaminan Pelayanan Sesuai standar pelayanan
13 |Jaminan Keamanan dan sesual maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan
1 Pudul SO? Swrat Keterangan Lainnyd
2 |Jenis Kegiatan Putin
3 |Penanggung Jawab Sekretariat Kecamatan Praya
2. Produk Surat Keteranagan Lannya
b Kegiatan Kepala Seksi Pelayanan Umum
4 _|(Ruang Lingkup) Kecamnatan Praya
B. Identifikasi Kegiatan
1 |lenis Kegiatan Legalisasi Surat Keterangan Lainnya
2 |Lankah Awal Camat menugaskan Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk
menindak lanjuti Proses Legalisasi Surat Keterangan Lainmya
3 |Langkah Utama Melegalisasi Surat Keterangan Lainnya
4 mm MemahanSunKﬂumu&mqu
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 mmﬂmwmm”mm
mengambil nomor antrean
2 |Petuas Pendaftaram menerima dan memeriksa berkas
permochonan
3 pwmwmumwm
lengkap
Langkah Utama 4 i umum meminta paraf Kepala seksi
5 Pwm;nmminupmm
6 wammmmunpw
7 |Pengadministrasi umum Meregistrasi, memberiian nomor dan
memberikan stempel
8 |Pengambiian / pemberian Surat Keteranagan Lainnya kepada
D. Identifikasi Resiko
RESIXO SOLUs!
1. Camat Tidak ditempat | a. | Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa
- yang anda tangan
Menggunakan Tandan Tangan Elektronik apabila memungiinkan
2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. Wﬂmmymnmlhhymmmwl
3. Sistem pelayanan a. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan
Offiine /Down dapat dmengerti
4. Kegiatan lain yang
diperintahkan oleh
-

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP 800/ /KEC.PRAYA/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024

Tanggal Revisi A
Tanggal Efektif \\

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
JI. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511

SEKSI PELAYANAN UMUM Nama SOP

raau:nv_i:gn?-

N\, ¢ T4

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan
3. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3.

6. Pperaturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupatl kepada Camat

1. Pendidikan SMA
2. Menguasl administrasi dan prosedur Legalisasl Surat Keterangan

lainnya
3. Menguasal Komputer

4. Mampu Mencari Alternatif pemecahan Masalah

Keterlkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer/ Laptop
2. SOP Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-El) 2. Printer

3. ATK

4. Buku Register

5. Buku Perundang Undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Surat Keterangan Lainnya tidak dilaksanakan maka Legalisasi Surat Keterangan Lainnya tidak bisa diperoses.

Data Surat Keterangan lainnya tercatat Dalam Buku Register.

i1 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Legalisasi Surat Keterangan Lainnya

PELAKSANAAN MUTU BAKU
Kasi
NO. KEGIATAN KETERANGAN
Pemohon Staf Pelayanan | Sekertaris | Camat | Kelengkapan | Waktu Output
Umum
1 Pemohon Menyerahkan berkas ke petugas dan Mns_wua_d:u: S mentt wE:E: vn“:_,o:o:u: Surat
mengambil nomor antrean U -1T> 1 erias etarangan lainnys
, |Petugas Loket Menerima dan memverifikasi Tidak Lengkaj <I ngkap Pemeriksaan | Smenit |Diterimanya Berkas
berkas pemohonan Berkas Permohonan
WV
3 Petugas Loket Mengembailikan berkas ke U Mn”_waoa:us S menit u_m_”“.ﬁ””_rxu...haﬁ berkas
pemohon bila tidak lengkap Ewas P
4 |Paraf ke Kasl Surat Keterangan Lainnya ’ P 05 menit Diparfnya Surat Keterangan
permohonan Lainnya oleh kasi
v
Surat Diparfnya surat keterangan
5 |Paraf ke Sekcam Surat Keterangan Lainnya ’ ura 05 menit .u i €
permohonan lainnya oleh Sekcam
y
Surat Ditandatangani surat
i i
6 |Tanda Tangancamat Surat Keterangan lainnya ’ permohonan 30 menit Keterangan Lainnys oleh Camat
y [Mencatat permohonan, Memberikan stempel dan Bl < Surat 10 menit "uu._dnﬁﬂm_:ﬁ surat keterangan
memberikan nomor registrasi | Permohanas ainnya
Pengambilan Surat Keterangan Lainnya oleh Surat S menit |Terlegalisasinya Surat
s U A|I Permohonan keterangan Lainnya

pemohon

24 Dipindai dengan CamScanner

C
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA

JENIS KEWENANGAN i SEKSI PEMERINTAHANM

JENIS PELAYANAN ¢ LEGALISASI SURAT PERNTATAAM AHLI WARIS
NO KOMPONEN URAIAN

(s) (b)

1 |Dasar Hukum

2 Peuya}atan _

3 |Sistem Mekanisme dan
|Prosedur

4 |langka Waktu
Penyelesalan
Btaya/T arif
Produk Layanan _
Sarana/Prasarana dan/atau
Fasilitas

NS G

1. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958 tentarg Pembentulan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerzh-Daerzh Tingiat | 8all, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Momar 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3, Undang-undang (UU) Nomar 5 Tahun 1560 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomar 111 Tahun 2000 tentang Pergenaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Oan Hibah

Wasiat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan

6. Peraturan Bupati Nomor 103 Tzhun 2021 tentang Pedoman Pergangiatan,
Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengzh

w

7 Peraturan Bupati Lombok Tengzh Momor 50 Tahun 20156 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

8. Peraturan Pemerintah (PP) Momor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

9, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tzhun 2015 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Surat Pernyataan Ahli Waris, Bagi Waris, Keterangan Kematian,
Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan/Desa untuk pengurusan
Sertifikat Tanah, Foto Copy KX dan KTP Pemchon, serta SPPT Bukti Lunas

PajakTanzh o
Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/serkas Surat

Pernyataan Ahli Waris dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Pernyataan Ahli Waris di koreksi keabsaharnya oleh
Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jka berkas memenubhi
kelengkapan persyaratan

3, Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Permyataan Ahli
Waris serta menyerahkan kepada staf selsi Pemerintzhan jika sudab
memenuhi syarat

4, Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomar regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dzn mengarsipkan berkas untuk
kemudian di urahkan kepada pemofm

Lol

_ wmcmt

RPO- I S S S-S

1. [Legalisasi Surat Pernyataan Anli Waris
- ATK

- Buku Registrasi
- Buku Peraturan Perundangzn

- Cap Stempel

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

ALl (>} i T3 i
! 1 | Sar rorou mences shEa peesta Tasa !
: | { !
g i | Sermms e |
| 2 ”L-m-lamﬁr j- ok FenezouEs i
' S | - Wetsks lemmate Pave Lcusets Lomaok Teng g
: 1 1
- I Jumat PHakssre kmmw&im i
! :;_:_ PencapmmsTes Jmam 3
2 gimg Sesvana Sesua Sancer paiavena i
|13 sEmese \esmaret oI ‘:ss.nmm {
Asegmatm TeaaraT

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Keglatan

1 [Judul SOP - |Surat Pemyataan Ahli Waris

2 |Jervs Kegiatan -~ |Rutin

J [Penanggung Jawab

a |Produk . |Seksi Pemenintahan

b |[Kegiatan - |Kepala Seksi Pemenntahan

4 |Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya
B. Identifikasl Keglatan

1 [Judul Kegiatan - |Surat Pemyataan Ahl Wans

2 [Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Sekst Pemenntahan untuk Menindaklanjuti Proses

legalisas: Surat Pernyataan Ahli Wans
3 |Langkah Utama Melegalisasi Surat Pemyataan Ahli Waris
4 |Langkah Akhir Menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Wans kepada Staf/Pemenntahan
. |Desa

C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 |Staf scksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/ berkas Surat
Pernyataan Ahli Wans dari pemohon

Langkah Utama 2 |Rerkas usulan Surat Pernyataan Ahli Waris di koreksi keabsahannya oleh Kasi
Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi kelengkapan
persyaratan

3 |Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris
serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat

4 |Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi, memberi cap
stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan

kepada pemohon

D. Identifikasi Resiko

RESIKO SOLUS!

1. Camat Tidak ditempat Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan a. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
Offline/Down
4, Keglatan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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[Nemaer SQP

JECC ¢ | Kac Praye 2034

Jum 04

=

] ﬂb. Pembuatan
.E- Rovisl
[Fanggel Efeads

FEMERINTAN KASUPATEN LOMESCOK TENGAN

e FPRAYA
~ s % -/

KECTAMATAN PRAYA ' ru
Cisahkar cleh, x AR
& Qiperegoie Nemer 3¢ Koce s 838t
o &, 1] . A!q ~
.‘,{1 W03 210C1
[SEXSI PEMERINTARAN |Nama SCP |Legalisasi Surat )
~ —
Casar Bukwn |Rualifikasi Felaksana

TR

T NCdga el QT @t REEY 1
at | Ball, Nusa

: A 1 il
Quersh Tirgkat il Qalam Wilayah Daerah Daerah Tingk,
Terggars Sarst der Nusa Tenggara Timur
2 UnrdangUrdarg Nemer 23 Tatun 2006 Tertang Admimstrasi Kependudukan

3 Uncargundang (VW) Nemer 23 Tanun 2014 tentang Pemenntaban Daerah

4. Persturan Pemennrtzh (PF) Nomer 111 Tahun 200Q tentang Pengenaan Bea Perclehan Hak Atas Tanah
Qanr Barguren Karena Warts Dan Mibah Wasiat

$ Peraturan Bupat Lombok Tergah Nomeor 8Q Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Fungsi Pemenntah
Kecamatan

& Perstursn Pemenrtah (PP) Nomer 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

T Peraturan Bupab Lombok Tergah Nomer 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupat kepada Camat

1. Pendidikan Strata 1

2 Mengusa adminstras dan prosedur legalisas Surat Permyataan An
Warns

3 Mampu mencan altemnatif pemecaban masalah

Katerkaitan SOP

|Peralatan / Perlengkapan

1
2

1. Komputer/Laptop

2 Printer

3 ATK

4. Buku Regestrasi

S, _Buku perundang undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

329.- SOP Legalisasi Surat Pernyataan Ah'i Wans tidak dilaksanakan. maka Administrast akan terhambat

Legalizasi Surat Pernyataan Anll Waris sebagai Pedoman Admivstras: Mak
Atas Tanah dan Bangunan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

Dipindai dengan CamScanner

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasi Keterangan
Pem
ohon Staf Pemerintahan Camat Kelengkapan Waktu Output
1 H-“ schsi Pemerintahan menerima dan memeriksa Pemeriksaan berkas|15 menit |Diteruskannya
skumen /berkas Surat Pernyataan Ahli Waris dari Tidak Lengkap Surat
pemohon U 3 l Permohonan
legalisasi surat
2 |Berkas usulan Surat Pernyataan Ahh Waris di koreksi Surat Permohonan |15 menit |Diparafnya surat
keabsahannyva oleh Kasi Pemerintahan dan kemudian = ’ Tgak Lengkap permohonan
memben paraf jika berkas memenuhi kelengkapan PP = legalisasi
persyaratan
3 |Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Surat Permohonan |15 menit |Ditandatanganinya
Pernyataan Ahli Waris serta menyerahkan kepada staf seksi surat permehonan
Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat Lengkap legalisasi
4 |Staf scks Pemerintahan menerima, memberikan nomor Surat Permohonan |15 menit |permohonan
regestrasi, memben: cap stempel, menggandakan, dan L legalisasi yang
mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan kepada D I Lengkap sah
pemohon
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN SEKS| PEMERINTAHAN
JENIS PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS

NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)

1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah
Waslat

5. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
I ~ Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
2 Persyar'azar; o Surat Pernyataan Ahli Waris, Bagl Waris, Keterangan Kematian,
Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan/Desa untuk pengurusan
Sertifikat Tanah, Foto Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas

RS VTSR S TS . | b1 1. -
3 |Sistem Mekanisme dan 1. Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Prosedur Pernyataan Bagi Waris dari pemohon
2. Berkas usulan Surat Pernyataan Bagi Waris di koreksi keabsahannya oleh
Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan
3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Pernyataan Bagi
Waris serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah
memenuhi syarat
4, Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
| kemudian di serahkan kepada pemohon
4 |Jangka Waktu 40 menit
Penyelesaian
5 [paya/Tarit  [Rpo. N
6 |Produklayanan  |1. [Legalisasi Surat Pernyataan Bagi Waris -
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - ATK
Fasilitas - Buku Registrasi

- Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel

Dipindai dengan CamScanner
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(b)

(c)

10

11

12
13

14

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

dan Masukan

Jumlah Pelaksana o

Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Evaluasi kiri;ria pelaksana

Penanganan Aduan, Saran

Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi administrasi pemerintahan
dan mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Kepalar Seksi Pemerintahan
Sekretaris Camat
Camat

. K'otafk;Pengia duan

- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

ﬁ::l-aké_aE\ZI_’Ei;y-anan terdiri dé?i?b?ing :

1. Pengadminia';sIUmur;‘

Sesuai standar pelayanan

sesuai maklumat pelayanan

Setiap tahun

SR WIRANEZARA, 5.STP.M.AP
—atbina (IV/e
- 10641003 200412 1 001

Dipindai dengan CamScanner
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Lombar Kerja Identifikasi Kegiatan

A Data

1 [JuoA Towat Prormyataan (ag Viam

2 [Jerma Keguatan Rutn )

3 [Penanggung Jawab

8 |Produk Geka Pamernintahan

b |Kegatan Kepa'a Seks Pemarintahan

4 [ Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya

B Identifikas| Keglatan

1 [Juoul Kegiatan Gural Permyataan Dagi Wars

2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Seky Pemenntahan unfuk Menndarlary ® Proses
legaiaas Surat Permyataan Bag Wars

3 [Langkah Utama Melegalisasi Surat Pernyataan Bag Waris

4 |Langkah Akhwr Menyerahkan Surat Pernyataan Bag) Wans kepada Glaf/Pemerntahan
Desa

.le Awal

[Staf sehsl Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/ berhas Surat
Pernyataan Bagi Waris dari pemohbon

|Gangiah Utama

Berhas usulan Surat Pernyataan Bagi Waris di hore kst heabsahanry s oleh Kasi
Pemerintahan dan kemudian membert paraf jka berkas memenuhi kelenghapan

e

|Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Pernyataan Bagi Warm
serta meryerahkan hepada staf sehsi Pemerintahan pha sudah memenuhi syarat

Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrass, membert cap
stempel, menggandakan, dan mengarsiphan berkas untuk kemudian ¢y serahhan
kepada pemohon

D. identifikasi Resiko

RESIKO

SOLUS!

1. Camat Tidak ditempat

Sekretaris/Pejabat lan menghubungl camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

Menggunakan Tanda Tangan Elektronk apabila memungkinkan

b
2. Mati lampu a_|Melaporkan kepada pimpinan bahwa Istrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
1. Sistem pelayanan 3. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengern
Offine/Down
4 Kegiatan lain yang

drpenmt ahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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3. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat

I Nomor SOP B0O/ __/Kec Prayal 2024
v [ Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisl 4
Tanggal Efektif e A N
1#07 .Y £ A
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH aaA \
KECAMATAN PRAYA * 7/7
Disahkan oleh, K
JI. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511 .P
7 ind (IV/a)
< 008 200412 1 001
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Legalisasi Surat Pe gi Waris
—~
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor Tenlang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1. Pendidikan Strata 1
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2 Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Pernyataan Bag
Waris

3. Mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. ATK

4. Buku Regestrasi

5. Buku perundang undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Legalisasi Surat Pernyataan Bagi Waris tidak dilaksanakan, maka Administrasi akan terhambat

Legalisasi Surat Pernyataan Bagi Wans sebagai Pedoman Admnistras: Hak
Atas Tanah dan Bangunan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Legalisasi Surat Pernyataan Bagi Waris
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Kasi

Pemochon Staf Pemerintahan Camat Kelengkapan Waktu Output
‘Stal seksi Pemerintahan menenma dan memeriksa Pemeriksaan berkas|15 menit |Diteruskannya
dokumen /berkas Surat Perny ataan Bagi Waris dari : Tidak L —

d engkap
(pemahon D l Permchonan
legalisasi surat
Berkas usulan Surat Pernvataan Bagi Waris di koreksi Surat Permohonan |30 menit  |Diparafnya surat
) gl

keabsahannya oleh Kasi Pemerintahan dan kemudian ’ idak Lengkap permohcnan
memberi paraf jika berkas memenuhi kelengkapan Lengk3p legalisasi
persyaratan
Camat menenima, memeriksa dan menandatangani Surat Surat Permohonan |30 menit  |Ditancatanganinya
Pernvataan Bagi Waris serta menyerahkan kepada staf seksi ’ surat permohonan
Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat Lengkap legalisasi
Staf seks: Pemenintahan menerima, memberikan nomor Surat Permohonan |15 menit |permohona
regestrasi, memben cap stempel, menggandakan, dan legalisasi yang
mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan kepada D l Lengkap sah
|pemohon

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

STANDAR PELAYANAN

SKPD 1 KANTOR CAMAT PRAYA

JENIS KEWENANGAN t SUKSI PEMERINTAHAN

JUNIS PELAYANAN i LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (¢

1 |Dasar Hukum

2 |Persyaratan

3 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur

4 [Jangka Waktu
Penyelesalan
S |Blaya/Tarif
6 |Produk Layanan
7 |Sarana/Prasarana dan/atau
Fasilitas

1, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat 1l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Ball, Nusa
Tenggara Darat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administras|

>

Kependudukan
Peraturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsl Pemerintah Kecamatan

5. Paraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang

-

&

-

Pendelegasian Sebaglan Kewenangan Bupati kepada Camat

Keterangan Kematlan, Keterangan Slisilah Keluarga darl Kelurahan/Desa,
Foto Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Buktl Lunas Pajak Tanah

Staf seksl Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Keterangan Kematlan darl pemohon

Berkas usulan Surat Keterangan Kematlan di koreks! keabsahannya oleh
Kasl Pemerintahan dan kemudian memberl paraf Jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan

Camat menerima, memeriksa dan menandatanganl Surat Keterangan
Kematian serta menyerahkan kepada staf seksl Pemerintahan jika sudah
memenuhl syarat

4. Staf seksl Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,

memberl cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

40 menit

Rp 0,

—

. lLesnIisasl Surat Keterangan Kematian
- ATK

= Buku Reglstrasi
= Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel

Dipindai dengan CamScanner
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(a) (b) (c)

8 |[Kompetensl Pelaksana Mengusal administrasl dan prosedur legalisast administrasi pemerintahan
dan mampu mencarl alternatlf pemecahan masalah

9 |Pengawasan Internal Kepala Seksi Pemerintahan
Sekretarls Camat

Camat

10 [Penanganan Aduan, Saran | < Kotak Pengaduan

dan Masukan « Waebsite Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

11 Pumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdirl darl 1 orang :

1. Pengadministrasi Umum

12 [Jaminan Pelayanan Sesual standar pelayanan
13 [Jaminan Keamanan dan sesual maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan

14 [Cvaluasi kinerja pelaksana [Setiap tahun

PRAYA
MBOK TENGAH

Dipindai dengan CamScanner
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A. Data Keglatan

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

1 |Judul SOP Surat Keterangan Kematian

2 |Jenis Kegiatan Rutin

3 [Penanggung Jawab

a. |Produk Seksi Pemerintahan

b. |Kegiatan Kepala Seksi Pemerintahan

4 |Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya

B. Identifikasi Keglatan

1 |Judul Kegiatan Surat Keterangan Kematian

2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan untuk Menindaklanjuti Proses
legalisas| Surat Keterangan Kematian

3 |Langkah Utama Melegalisasi Surat Keterangan Kematian

4 |Langkah Akhir Menyerahkan Surat Keterangan Kematian kepada Staf/Pemerintahan Desa

C. ldentifikasi Langkah

Langkah Awal 1 |Staf scksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Keterangan Kematian dari pemohon
Langkah Utama 2 |Berkas usulan Surat Keterangan Kematian di koreksi keabsahannya oleh Kasi
Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi kelengkapan
persyaratan
3 [Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Kematian
serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat
4 |Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi, memberi cap
stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan
kepada pemohon
D. Identifikas| Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. [Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. [Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan a. [Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
Offline/Down
4, Keglatan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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3 Unzang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

& Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perciehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat

5 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan

€ Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegas.an Setagan Kewenangan
Bupati kepada Camat

I— Nomor SOP | BRG] / Kec Praya/ 2024
Ta Pembuatan Juru 2024 4
a TanggaReval 7
Tanggal Efektif P v
s ATPRAYA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH - «
KECAMATAN PRAYA f o
Disahkan oleh ,
Ji. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511 f
ma (IY'a)
N\ ¢ 200412 1 001
SEKS! PEMERINTAHAN Nama SOP Legalisasi SuratKewmran; matian
=
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana \
Ng Nomor anun \
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1. Pendidikan Strata 1
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Mengusai administrasi dan prosedur legaiisasi Surat Keterargan

Kematian
3. Mampu mencan alternatif pemecahan masaliah

Keterkaitan SOP

|Peralatan / Perlengkapan

1
2

1  Komputer/Laptop

2 Prnter

3 ATK

4 Buku Regestrasi

S Buku perundang undangan

|Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

[Apatia SOP Legahsas Surat Keterangan Kematan tCak Cilaksanakan maka ASmanstasi skan termambat

Legalisas Surat Keterangan Kamatian seCaga Fedciman Admiuali as “un
Tanah dan Bangunan

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner

weabsabannya cleh Kas Pemerintahan dan kemudian J’
[ memben paraf ika berkas memenuhi kelengkapen a i

3 [Camat memerima, memerkaa dan menandatangars Surat 30 men _gdﬂ
¥eterangan Kematan serta meryerahkan kepada staf seksi surat permchonan
Pemertabun pka sodah memenulu syarat
<taf sekm Permer—t2tan menermma. memberikan nomor
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STANDAR PELAYANAN

SKPD KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN SEKSI PEMERINTAHAN
JENIS PELAYANAN : LEGALISASI SURAT KETERANGAN SILSILAH KELUARGA

NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)

1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan : Keterangan Silsilah Keluarga dan Keterangan Kematian dari

Kelurahan/Desa, Foto Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas

Pajak Tanah

3 |Sistem Mekanisme dan 1. Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat

Prosedur Keterangan Silsilah Keluarga dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Keterangan Silsilah Keluarga di koreksi keabsahannya
oleh Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas
memenuhi kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan
Silsilah Keluarga serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika
sudah memenuhi syarat

4. Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemochon

4 |langka Waktu 40 menit

Penyelesaian

5 |Biaya/Tarif RpO,-

6 [Produk Layanan 1. [Legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga

7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - ATK

Fasilitas - Buku Registrasi

- Buku Peraturan Perundangan

- Cap Stempel

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(a) (b) (c)

8 |Kompetensi Pelaksana Mengusal administrasl dan prosedur legalisasi administrasi pemerintahan
dan mampu mencari alternatif pemecahan masalah

9 |PengawasanInternal Kepala Seksi Pemerintahan
Sekretaris Camat
WS [ | Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan
dan Masukan - Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

11 mVr;\l_a-h_l’velaksanaw

S Peilak;s‘aAr'iérPeISy‘énan terdiri darilo{'ang:
~ |1. Pengadministrasi Umum '
712 |JaminanPelayanan  [Sesuai standar pelayanan

13 |Jaminan Keamanandan  [sesual maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

AT PRAYA
) .4’ LOMBOK TENGAH

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Keglatan

1 |Judul SOP . |Surat Keterangan Silsilah Keluarga

2 |Jenis Kegiatan : |Rutin

3 [Penanggung Jawab

a. |Produk : |Seksi Pemerintahan

b. |Kegiatan . |Kepala Seksi Pemerintahan

4 |Scope (Ruang Lingkup) | : Kecamatan Praya

B. Identifikasl Keglatan

1 |Judul Kegiatan : [Surat Keterangan Silsilah Keluarga

2 |Langkah Awal + |Camat menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan untuk Menindaklanjuti Proses

legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga

3 |Langkah Utama . |Melegalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga

4 |Langkah Akhir Menyerahkan Surat Keterangan Silsilah Keluarga kepada
. _|Staf/Pemerintahan Desa

C. Identifikasi Langkah
[Cangkah Awal 1 |Staf scksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Keterangan Silsilah Keluarga dari pemohon

[tangkah Utama 2 |Berkas usulan Surat Keterangan Silsilah Keluarga di koreksi keabsahannya oleh
Kasi Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi \
kelengkapan persyaratan \

3 |Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Silsilah
Keluarga serta menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah
memenuhi syarat

4 [Staf scksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi, memberi cap
stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan

kepada pemohon
D. ldentifikasl Reslko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu 3. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan a. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
Offline/Down
4, Keglatan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

T Nomor SOP 800/ /Kec Prayal 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revis!
Tanggal Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
Disahkan oleh,
J!I Dponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511
|SEXSI PEMERINTAHAN Nama SOP |Legalisasi mcazhmm la-:d..u._-s Keluarga

=7~

Dasar Hukum

[Kualifikasi Pelaksana *

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah ﬂﬂoxn. 1! Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

3 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4 Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Peroiehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan Karena Wans Dan Hibah Wasiat

S Peraturan Bupat Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan

6 Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegas:an Sebagian Kewenangan
Bupah kepada Camat

1. Pendidikan Strata 1

2 Mengusai administrasi dan prosedur legalisas: Surat Keterangan
Silsilah Keluarga

3 Mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1
2

1. Komputer/Laptop

2 Printer

3 ATK

4. Buku Regestrasi

5 Buku perundang undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

| Apabia SOP Legalsas: Surat Keterangan Siisilah Keluarga tdak dilaksanakan, maka Administrasi akan

Legalisas: Surat Keterangan Silailah Keluarga sedaga Pedoman
Admnistrasi Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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STANDAR PELAYANAN

SKPD KANTOR CAMAT PRAYA

JENIS KEWENANGAN : SEKSI PEMERINTAHAN
JENIS PELAYANAN Rekomendasl Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

..

NO KOMPONEN URAIAN

(a) (b) (c)

1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa
5. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan,

Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah

6 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang

S - - ) Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari

‘ ) Kepala Desa, Fato copy KK, | foto cofy KTP Pemohon,

3 Sistén: Mekanisme dan | 1. Staf seksi ‘Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat

Prosedur Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat
Desa dari pemohon / Staf Desa

2. Berkas usulan Surat Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa di koreksi keabsahannya oleh Kasi
Pemerintahan dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan
Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta
menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat

4. Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian do serahkan kepada pemohon / Staf Desa

4 iin(ia Waktu  |4Omenit '

Penyelesaian

S |Baya/Tanf Rp O,

Produk Layanan ) 1 lRékoinendasl Penganglatén dan Pemberhemia‘n' Perangkat Desa

7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - ATK

Fasiitas - Komputer/Laptop

= Pninter

- Buku Peraturan Perundangan

- Stempel

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(») (h) (¢)

8 [Kompetensi Pelaksana Mengusal administrasi dan prosedur legalisasi administrasi pemerintahan
dan mampu mencarl alternatif pemecahan masalah

9 Pengawasan Internal Kepala Seksi Pemerintahan
Sekretaris Camat
Camat
10 |Penanganan Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan
dan Masukan « Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
11 [lumlah Pelaksana Pelaksana Pelayanan terdirl dari 1 orany .
1. Pengadministrasi Umum
12 laminan Pelayanan Sesual standar pelayanan
13 laminan Keamanan dan sesual maklumat pelayanan
Keselamatan Pelayanan

14 |Evaluasi kKinerja pelaksana [Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan —

1 |Judul SOP Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

2 |Jenis Kegiatan Rutin

3 |Penanggung Jawab

a. |Produk Seksi Pemenntahan

b. |Kegiatan Kepala Seksi Pemerintahan

4 [Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya

B. Identifikasi Kegiatan _

1 |Judul Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan untuk Menindaklanjut Proses
jegalisas: Surat Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentan
Perangkat Desa

3 |Langkah Utama Melegalisasi Surat Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan

berhentian Perangkat Desa
4 |Langkah Akhir Menyerahkan Surat Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal 1 [Staf seksi Pemerintahan menerima dan memeriksa dokumen/berkas Surat
Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dari
Staf Desa / pemohon

Langkah Utama 2 |Berkas usulan Surat Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian

Perangkat Desa di koreksi keabsahannya oleh Kasi Pemerintahan dan kemudian

Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan
Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta
menyerahkan kepada staf seksi Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat

Staf seksi Pemerintahan menerima, memberikan nomor regestrasi, memberi cap
stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan
kepada Staf Desa / pemohon

D. Identifikasi Resiko

RESIXO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat 3. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan
Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu Melaporkan kepada pimpinan bahwa hstrik padam

Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan
Offline/Down

Ll B L L

Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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- Nomor SOP B0O / 7 Kec Praya 2024
St Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revis| Vi
Tanggal Efektif \ﬂln
s RAE
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH A ¥ PRATA
KECAMATAN PRAYA Ry f=
Disahkan oleh, [ w 4
JI Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511 a
{ x " (IVia)
\ "\, g 0412 1 001

SEKSI| PEMERINTAHAN Nama SOP

Rekomendasi A n/Pemberhentian Perangkat Desa

N78oxfe ~

Dasar Hukum

Kualifikas| Pelaksana —§~

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten
Lombok Tengah

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah ﬂ:uru. |l Dalam Wilayah Daerah-Daerah .ﬂ_:nrﬂ | Bali, Nusa

1. Pendidikan Strata 1

2. Mengusal administrasi dan prosedur Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkatan Desa

3. Mampu mencari altematif pemecahan masalah

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
8 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Keterkaitan SOP |Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop
1. 2. Printer
2 3. ATK
4. Buku Regestrasi
5. Buku perundang undangan
|Peringatan

|Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Rekomendasi Pengangkatan dan v!:goBB:Lnoa:nan: Desa tidak dilaksanakan, maka Administrasi akan terhambat

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkatl Desa sebagm
Pedoman Admnistrasi untuk Pengangkatan Perangkat Desa

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Legalisasl Rekomendasl Pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Pemohon / Staf Kasi Keterangan
Desa Staf Pemerintahan Camat Kelengkapan Waktu Output
Staf seks Pemerintahan menerima dan memeriksa Pemeriksaan berkas|15 menit |Diteruskannya
dokumen/berkas Surat Keterangan Rekomendasi [idak Lengkap Surat Permohonan

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dari
pemohon / Staf Desa

@& —

legalisasi surat

regestrasi, memberi cap stempel, menggandakan, dan
mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan kepada
pemohon / Staf Desa

Lengkap

Berkas usulan Surat Keterangan Rekomendasi F Surat Permohonan |15 menit |Diparafnya surat
Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di - Tidpk Lengkap permohonan
koreksi keabsahannya oleh Kasi Pemerintahan dan tengap | legalisasi
kemudian membeni paraf jika berkas memenuhi

kelengkapan persyaratan

Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Surat Permohonan |15 menit |Ditandatanganinya
Keterangan Rekomendasi Pengangkatan dan 0 surat permohonan
pemberhentian Perangkat Desa serta menyerahkan kepada Lengkap legalisasi

staf seksi Pemerintahan jika sudah memenuhi syarat

Staf seksl Pemerintahan menerima, memberikan nomor Surat Permohonan |15 menit |permohonan

legalisasi yang sah

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SKPD

JENIS KEWENANGAN
JENIS PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

KANTOR CAMAT PRAYA
SEKS| KESEJAHTERAAN RAKYAT
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

NO

KOMPONEN

URAIAN

[sistem Mekanisme dan

Dasar Hukum

Persyantan

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Naslonal

3. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahtraan Sosial

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa, Fotocopy KK dan
__Fotocopy KTP,

1. Staf seks| Kesejaht:raiinakyat menerima dan memeriksa

10 |Penanganan Aduan, Saran

dan Masukan

|lumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

Prosedur dokumen/berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemohon
2. Berkas usulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di koreksi
keabsahannya oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat dan kemudian memberi
paraf jika berkas memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan TidaK
Mampu (SKTM) serta menyerahkan kepada staf seksi Kesejahteraan Rakyat
jika sudah memenuhl syarat
4. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
e ___ | kemudian di serahkan kepada pemohon g e
4 |langka Waktu 40 menit
Penyelesaian
"5 |Biaya/Tarif RPO, - NSRRI
_ 6 |Produk Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) e
7 |Sarana/Prasarana dan/a: - ATK
Fasllitas - Buku Registrasi
- Cap Stempel
8 |Kompetensi Pelaksana Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Keterangan Tidak
[T T Mampu e I TS A
9 |Pengawasan Internal | K:n_ala Seksl Kes‘ej;hlra;n Rakyat

Sekretarls Camat
Camat
- Kotak Pengaduan
- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

— e e — —

Pelaksana Pe!avanan terdiri dari 1 orang :

1. Pengadmmlmasl Um um
Sesual standar pelay;nan

sesual maklumn pelay-anan

Evaluasi kinerja pelaksana

Setiap tahun

§03 200412 1001

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Keglatan

1 [Judul SOP Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

2 |Jenis Kegiatan Rutin

3 |Penanggung Jawab

a. | Produk Seks| Kesejahteraan Rakyat

b. |Kegiatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

4 |Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya

B. Identifikasl Keglatan —

1 |Judul Kegiatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Seks Kesejahteraan Rakyat untuk Menindaklanjut
Proses legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

3 [Langkah Utama Melegalisas| Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

4 |Langkah Akhir Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada
Staf/Pemerintahan Desa

C. Identifikasi Langkah

[Lungkah Awal 1 [Staf scksi Kescjahteraan Rakyat menerima dan memeriksa dokumen/ berkas Surat|
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemohon
|Langkah Utama 2 |Berkas usulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di koreksi keabsahannya
oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat dan kemudian memberi paraf jika berkas
memenuhi kelengkapan persyaratan
3 [Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) serta menyerahkan kepada staf seksi Kescjahteraan Rakyat jika
sudah memenuhi syarat
4 [Staf seksi Kescjahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor regestrasi,
memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon
D. Identifikasl Resiko
RESIXKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan slapa yang Tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan a. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
Offline/Down
4. Kegiatan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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S Nomor SOP 800/ / Kec.Praya / 2024
[Tanggal Pembuatan Juni 2024
[Tanggal Revisl
[ Tanggal Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
Disahkan oleh,
JI Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT Nama SOP

N bVJ "

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana ~ =% —

" Daerah Tingkat || Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahtraan Sosial

3
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial
5

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat

1. Pendidikan Strata 1

2. Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM)

3 Mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3 ATK

4. Buku Regestras|

5. Buku perundang undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Legalisasi Surat Zo.oiznnm idak Mampu tidak dilaksanakan, maka Administrasi akan
terhambat

Legalisasi surat keterangan tidak mampu sebagai Pedoman Admnistrasi
untuk mempercleh bantuan Jaminan Kesehatan Nasional

Dipindai dengan CamScanner

&
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Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

kepada pemohon

o b

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasl
KEGIATAN
Pemohon Staf Kese]ahteraan Camat Kelengkapan Waktu Output Setoumagne
Rakyat
Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima dan memeriksa Pemeriksaan berkas |15 menit (Diteruskannya
dokumen/berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) D | Surat Permohonan
dari pemohon I ok langiop legalisasi surat
Berkas usulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Surat Permohonan |15 menit |Diparafnya surat
koreksi keabsahannya oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat dan 0 Tidpk Lengkap permohanan
kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi Lengkap legalisasi
kelengkapan persyaratan
Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Surat Permohonan |15 ment |Ditandatanganinya
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta menyerahkan surat permohonan
kepada staf scksi Kesejahteraan Rakyat jika sudah Lengkap legalisasi
memenuhi syarat
Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan Surat Permohonan |15 menit |permohonan
nomor regestrasi, memberi cap stempel, menggandakan, legalisasi yang sah
dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan Lengkap

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN + SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
JENIS PELAYANAN : REKOMENDASI NIKAH
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (¢)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,
4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
. - ___|___Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
2 |Persyaratan 1. Surat Rekomendasi Nikah dari Kelurahan/Desa, Fotocopy KK dan Fotocopy

“|

|sistem Mekanisme dan Prosedur

KTP Calon Pengantin, Pas Foto Kedua Calon Pengantin

1. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima dan memeriksa
dokumen/berkas Surat Rekomendasi Nikah dari pemohon

2. Berkas usulan Surat Rekomendasi Nikah di koreksl keabsahannya oleh Kasi
Kesejahteraan Rakyat dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi

kelengkapan persyaratan
3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Rekomendasi

Nikah serta menyerahkan kepada staf seksi Kesejahteraan Rakyat jika

sudah memenuhi syarat
4. Staf seksi Kesejahteraan Rakyat menerima, memberikan nomor regestrasi,

memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk
kemudian di serahkan kepada pemohon

Kompetensi Pelaksana

4 |langka Waktu Penyelesaian 40 menit
W I!T;y;ﬂ arif RpO,-
6 |Produk Layanan Surat Rekomendasi Nikah i
"7 |sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas - ATK
- Buku Registrasi
- Cap Stempel

Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Rekomendasi Nikah

Pengawasan Internal

Penanganan Aduan, Saran dan Masukan

Kepala Seksi Kesejahtraan Rakyat

Sekretaris Camat

Camat

Kotak Pengaduan

- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksana Pelayanan terdiri dari 1 orang :

11 [fumlah Pelaksana
I AR ~ [1. Pengadministrasi Umum . ) K
"12 |)aminanPelayanan = [Sesual standar pelayanan i
13 |laminan Keamanan dan Keselamatan _ |sesuai maklumat pelayanan I
Pelayanan
14 EQJua;l'Ij;eTia_lae'thana S;!lap tahun e

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kena identfikas: Kegiatan

A Data Kegiagtan
1 L Aad SOP Sgeomencas Naan
1 [Jems Keganr Ruan
3 Ferargpury Jeead
a Pk Seawn Kesemrteraan Racym
Ly “goaa Seas Kesea teraan Racyat
455@;% Lacarmatn Prava
B hseeofias Keoatan _
1 AsoIm Ssaomencas hazh
T | mrgra Al merugasaar Kapais Seas Weseaiteraan Rakyat untuk Menndasiarysf

Sroses egaisas Reworrerdas Niah
J o Vaema Veregaisas Reacrendas Nian
4 _moean At Meryersruan Surst Rescmendas: Nikah kepada Pemohen
C Mera®ias] Largiah

[argar e 1 ks Kesoubirraan Fakyat menerma dan memerntksa dodumen,/ berkas Surat]
i \idad dan pemohon
(S | 7 | Serias wsulin Surat Redomendas \ikah & Loreksi keabsaharnya cleh Kass
Fersvanzan
3 memerma, memertisa dan merandatingars Surat Rekomendas Nikah
- seiks Kessabteraan Raikvat merermma, memberikan nomor regestrasi,
1 Cap stempel, enegzemdaian, dan mergarsipkun berbus entak
& seraiian kepada pemoion
O ke FRas Resiae
RESHD SOLUSI

1 Camat T Steoat

»

Sexretars, Tejatat e merghutung G3mat urtul artan siaca yarg Tarda targar

Merggurasae Tarca Targan Eestrork acelria memurganian

\le:gooran 2Teca prrpean 2amwa hstri cadam

JoerrTITaaT Jet oirtoran

[ 3
2 MG o 3
2 | Mergaratasn masearaiat k2 Mail Peiavaran Pubilic (MP9)
3 SstE D Ean & |VWermeiasian w=pada masyarsiat dergan tahasa yang sopan can dapat dimengery
Oime Dowe
4 tegamn e yarg

Dipindai dengan CamScanner
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PEMIRINTAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

J Dponegorn Nomor 34 Made Pos B2511

Dipindai dengan CamScanner

|SEWE KESEIAMTERAAN RAKYAT

Dasar Mukum

T Undang Unoang Nomor 69 1 ghun 1058 tertang Pembentukan Daerah-Daeran 1rghat Il Dalam Viayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali Nusa Tenggara Barat gdan Nusa Tenggara Timur

4 Peratyran Menten Agama Nomor 22 Tahun 2021 Perubghan Atas Pergturan Merten Agama Nomor M4
Tahun 2010 Tertang Organsas Dan Tata Kena Kantor Urusan Agama Kecamatan

£ Pemtyran Bupat Lombok Tengah Nemor 60 Tahun 2010 tentang  Keduduisn Dan Furgu Pemernintah
Faertamatan

€ Pgraturan Pemanniah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7 Persturan Bupat Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2010 tertang Pendeegasan Setagar Kewenangan

2 Unaang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2018 Perubshan stas Undangwndang Nomor 1 Tahun 1974 2 Mengusai adminisiras: dan prosedur legatisas Swurat Rekomendas

B.get vegads Camal
retorkatan S0P [Peratatan 1 Pertangkapan
1 Koamputer/Laptop
2 Printar
3 ATK
4 Bune Regoatiaa
3 Buwy perrdang urdangan
|Pencatatan dan Pendataan

CegRIEs Fion oo 0ES NBSh bosh Gubs burasan Mas 8 AD W 88 B AN Grorie ﬁirii‘;!ﬂ{.flt
PP T o ]
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{ Kasi | .
| T WII[I.:J.IE' ! Pemericsaan berkas 1S ment Desruskamys . .
e dokarmer, ek Sorat Tetomendas: Surat Pe-mohonan
T2 i s S Leomenies Mo & boraks [ Surt Permohcnan 30 ment  Doaatya o
.I'D_lu. emiben paref Fia berias memenmiy Lengias egalisas
T&‘ﬂ!g
3 ﬁllﬂ.ﬂll.lﬂlu&ﬂ.ilﬂ'llﬂ' Surat Permgcheonan mend Oncxanganrya
Feicemendas Nikah serz2 mervreahkan Srat pe~mohoran
larpads st seis Kesewbreaan Rainat fia sadah ’ iegalsani
Tn'ﬂlnn.q'l Lengizp
£ St seis Kesephtrraan Rakrat menerime, Surat Permohonan men2 permonhcnan
BN nomar regestas, memben cap legalsas: 2"
mengpandakan, den mengarsipian berkas DI- l =
kemudien & serahkan kepads pemchon _
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN ¢ SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
JENIS PELAYANAN ¢ REKOMENDASI PENCAIRAN DD dan ADD
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (¢)
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Ball, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendallan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

4, Peraturan Menterl Keuangan 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian,
penyaluran, dan penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2024.

5. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsl Pemerintah Kecamatan

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebaglan Kewenangan Bupati kepada Camat

2 Persyaratan Surat Pengantar darl Desa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTIM) darl Desa, Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama, buku

kas pembantu pajak tahun bersangkutan, laporan realisasl pelaksanaan

APBDes, Hasil Evaluasl penyerapan Dana Desa Tahun bersangkutan (DD).

3 |Sistem Mekanisme dan 1 |Pemohon/Pemerintah Desa menyerahkan berkas permohonan Surat
Prosedur Rekomendasl Pencairan DD dan ADD ke Petugas Loket Kecamatan

2 |Petugas loket menerima, membaca dan meneruskan/mengarahkan
pemohon kepada Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan
Masyarakat

3 |Pengadministrasl Umum Pemberdayaan Masyarakat menerima dan
Imemverlﬂl:asl kelengkapan berkas persyaratan pengurusan

4 |Pengadministrasl Umum Pemberdayaan Masyarakat mengembalikan
kelengkapan berkas kepada pemohon Jika belum lengkap dan
menyerahkan ke Kasi Pemberdayaan Masyarakat jika kelengkapan berkas
sudah benar

5 |Kepala Seksl Pemberdayaan Masyarakat menerima, membaca, memeriksa
kelengkapan permohonan dan memberl paraf Surat Rekomendasi
Pencalran DD dan ADD serta menyerahkan kepada Sekretaris Camat

6 |Sekretaris Camat menerima, membaca, memeriksa dan memberi paraf
Surat Rekomendasl Pencairan DD dan ADD serta menyerahkan kepada
Camat

7 |Camat menerima, membaca, memeriksa dan menandatangani Surat
Rekomendasi Pencairan DD dan ADD serta menyerahkan kepada
pengadministrasl Umum Pemberdayaan Masyarakat

8 |pengadministrasi umum Pemberdayaan Masyarakat menerima,
memberikan nomor regestrasi, member| cap stempel, menggandakan, dan
mengarsipkan Surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD

9 |Pengambilan Surat Rekomendasl Pencairan DD dan ADD oleh
pemohon/Staf Pemerintah Desa

Dipindai dengan CamScanner
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10

11

12
1

14

A

FENEN | ) P
langha Waktu
Penyelesatan

Produk Layanan
Sarana/Prasarans dan/slay
Favilitay

Konpetensl Felakvana

Pengawasan lnternal

Fenanganan Aduan, Saran
dan Masukan

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan
laminan Keamanan dan
Kevelamatan Pelayanan
Evaluasl Kinerja pelaksana

(¢

et

e,

Mehurmnidant Penealian D0 (Dana Dees) dan AU (Anggaran Lans ess)
ALK
Kommputer/Laptop
Frinter
Sternpel
Menguaal ailivinieteasl dan proesdur Persibuatan Surst fekomenidsy
Pentalian DO dan ALD
Keprala Sekal Femberdayasn Masysiakal
Sekretaris Camal
Carmal
Kotak Fengaduan

© Welilte Kecamatan F'raya Kabupaten Lambiok Tengah

Pelakeana Pelayanan terdiel dar 2 wiang |

1. Pengadministinsl Umum

2 Pengelola Pembsrdayaan Mavyatabat

Sesual tandaf pelayanan

vesual maklumat pelayanan

Setlap tahun

TTTTTT S

Dipindai dengan CamScanner
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A Data Kegiatan _

1 |Judul SOP Rekomendas: Pencairan DO dan ADD

2 | Jenis Kegiatan Rutin

3 [Penenggung Jewst

a |Produk Seksi Pemberdayaan Masyarakat

b |Kegatan Kepala Seks: Pemberdayaan Masyarakat

4 Swplm_w.p) Kecamatan Praya

B. Identifikasl = - .

[ Toudul Kegratan Rekomendas Pencaran DD dan ADD

2 |Langkah Awal Camat menugasean Kepala Seks Pemberdayaan Masyarakal untuk
Merndakianutl Proses sgatsas Surat Rekomendas Pencawan DO dan ADD

3 |Langikah Utama Meiegalsas: Surat Rekomendas Pencaran DO dan ADD

4 |Langxah Akhr Menyerahan Surat Rekomendasi Pencaran DD dan ADD epada

“taf sehsa Pembwrdaysan Masyarakat mererima dan memeniksa dokumen/ berhas
Rekomendas: Percaran DD dan ADD dart Staf Desa / pemobon

| Berhan uvuslan Rekomersdast Pencasran DD dan ADD di korekss keabsahanmya
heh Kast Pemberdayaan Masyarahat dan kemoadan membert paraf pha berias
mememaby bebwg bapan prrvy aratan

amat pwrwerima, memwrihas Jan menandatangani Surat Rehomendasi Pencairan
DO dan ADD werta meryerabban kepada etaf wiat Pemberdaysan Masyarakat

L4

Y e — po— e e
memberi (ap stempel, menggandakan, dan mengacnpham bertas untuk
Jb-ﬂ-‘-ﬂmbpﬁp*

SOLUS

Sewretans/Pe abat lan merghubung: camat urtull aratan wapa yarg Tarda targan

Menggunakan Tanda Tangan lectromi agatela memunghnkan

diperint a"han cheh prrmanan

b
2. Mats bampes 8 |MeLporan kepads pmpnan parwa 1R Dadem
b |Mengarahuan masyarakal ke Mad Peluvaran Pubii (WP9)
3 Sesten peigparan 2 |Merelanean kepads maiyarakat dergan Balfava yary sopan dan dapat d mengerty
Offne/ Do
4 egaten lon yarg

Dipindai dengan CamScanner
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Ownom Yo,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

JI. Diponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511

Nomor SOP 800/ / Kec Praya / 2024

Tanggal Pembuatan Juni 2024 "

Tanggal Revisl /i

Tanggal Efektif o

N\ AAAY, RAYA
7 :H/«A\ P O\~ N
\ @, z
Disahkan oleh, Q X

N A, S.STP.MA.P

’ ak = Pembing (IV1a)
~ \"eNIP] 19841003 200412 1 001

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nama SOP

Legalisasi Surat.Rekomehdasi Pencairan DD dan ADD

AN i

Dasar Hukum

|Kualifikasl Pelaksana ~——-

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat || Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

4, Peraturan Menterl Keuangan 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa pada tahun
anggaran 2024.

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsl Pemerintah Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Pendidikan Strata 1
2 Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Rekomendasi
3 Mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

-

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. ATK

4. Buku Regestrasi

5. Buku perundang undangan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Legalisasi Surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD tidak dilaksanakan, maka Pencairan
Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) akan terhambat

Legalisas| Surat Rekomendas! Pencairan DD dan ADD sebagai Pedoman
Admnistrasi untuk Pencairan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD)

Dipindai dengan CamScanner
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Legalisasi Surat Rekomendasi Pencairan DD dan ADD

No. KEGIATAN Pemohon / Staf
Desa

1 |Saf wksi Pemberdayaan Masyarakat menerima dan
memenksa dokumen/ berkas Rekomendas Perxairan DD U ;
dan ADD dari Staf Desa/ pemohon

2 |Berkas nsulan Rekomendasi Pencairan DD dan ADD &i
koreksi keabsahannya oleh Kasi Pemberdayaan Masyarahat
dan kemudian memberi paraf pka berkas memenuhi

kelengkapan persyaratan

Dipindai dengan CamScanner

3 |Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Surat

Rekomendasi Pencairan DD dan ADD serta menyerahkan
kepada staf seksi Pemberdayaan Masyarakat pka sudah
|memenulu syarat

4 |Staf scksi Pemberdayaan Masyarakat menerima,
memberikan nomor regestrasi, memberi cap stempel, U &

menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian

di serahkan kepada pemohon
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SKPD

JENIS KEWENANGAN
JENIS PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

: KANTOR CAMAT PRAYA
: SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
: SURAT KETERANGAN MASUK TNI/POLRI

NO

KOMPONEN

URAIAN

(b)

(c)

1

_|Produk L;yaoénf

Dasar Hukum

Persyaratan

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Jangka Waktu B
Penyelesaian

Biaya/Tarif
Sarana/Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Pengad;ﬁ‘lhls_tr;;lr Umum pa&; gdbbaigl;rTUr_nu};l dan Ke}egawalan

. ISuut Keterangan masuk TNI/POLRI '

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republikj

Indonesia
3. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia
4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang.
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
S. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
" Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
: Format Surat Keterangan masuk TNI/POLRI dari Kelurahan/Desa, Foto
Copy KK dan KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas Pajak Tanah

menerima dan memeriksa dokumen/berkas Daftar Susunan Keluarga dari
pemohon

2. Berkas usulan Daftar Susunan Keluarga di koreksi keabsahannya oleh
Subbagian Umum dan Kepegawaian dan kemudian memberi paraf jika
berkas memenuhi kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar Susunan
Keluarga serta menyerahkan kepada staf Subbagian Umum dan
Kepegawaian Jika sudah memenuhi syarat

4. Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
menerima, memberikan nomor regestrasi, memberi cap stempel,
menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan

7 kepada pemohon

40 menit

Rp 0,:

- ATK

- Buku Registrasi

- Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel

10

T

12
13

14

Kompetensi Pelaksana
Pengawasan Internal

Periangénan Aduan, Saran
dan Masukan

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelavanan
Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Evaluasi kinet]é peléksana

“|sesuai standar pelayéhan_

_ Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi administrasi Umum
Kepala Subba(lan Umum & Kepegéwalari o -
Sekretaris Camat

~ Camat
- Kotak Pengaduan

- Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
Pelaksané‘l’elnyar{ah terdiri dari 1 (;rﬂa"r'\g &

1. Pengadministrasi Umum

sesuai maklumat pelayanan

Setlap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1 |Judul SOP Surat Keterangan Masuk TNI/POLRI

2 |Jenis Kegiatan Rutin

3 |Penanggung Jawab

a. |Produk Subbagian Umum dan Kepegawaian

b |Kegiatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

4 | Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya

B. Identifikasi Kegiatan

1 [Judul Kegiatan Surat Keterangan Masuk TNI/POLRI

2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk

Menindaklanjuti Proses legalisasi Surat Keterangan Masuk TN/POLRI

3 |Langkah Utama

Melegalisasi Surat Keterangan Masuk TNI/POLRI

4 {Langkah Akhir

Menyerahkan Surat Keterangan Masuk TNI/POLRI kepada Pemohon

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima
dan memeriksa dokumen/berkas Surat Keterangan Masuk TNI/ POLRI dari

pemohon

Langkah Utama

Berkas usulan Surat Keterangan Masuk TNI/ POLRI di koreksi keabsahannya oleh
Subbagjian Umum dan Kepegawalan dan kemudian memberi paraf jika berkas
memenuhi kelengkapan persyaratan

Camal menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Masuk
TNI/POLRI serta menyerahkan kepada staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
|iika sudah memenubhi syarat

Pengadmirustrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima,
memberikan nomor regestrasi, memberi cap stempel, menggandakan, dan
mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan kepada pemohon

D. Identifikasi Resiko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda
tangan

Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan
Offline/Down

Ll Ll B 1

Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat
dimengerti

4. Kegiatan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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- |Nomor SOP
Tanggal Pembuata
Tanggal
(Tanggal Efeldif

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRA
Disahkan ole
Deponegoro Nomor 34 Kode Pos 83511
SUSBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN Nama SOP

1 Undang Undang Nomor 63 Tahun 1358 tentang Pembentukan Caerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Caerah-Daerah Tingkat
1 Baki. N3 Tenggara Barat dan Nusa Tengsara Trmwr 1. Pendidikan Strata 1

2 Uncang Uncang Nomor 2 Tahun 2002 Tetang Kepoiisian Negara Repubiic Indonesia 2. Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi Surat Keterangan

Masuk TNUPcIn

3 Undang-undang PUU) Nomor 34 Tahun 2004 temtang Tentara Kasional indonesia . Mampu mencan altematif pemecahan masalah

& Peraturan Pemermiah Regubik Indonesa lomor 62 Tzhwn 2017 Tentang Tata Periznan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian
Umigm, Kegatan Masarangt Lanmya dan Pembertahnan Kegatan Poitic

S Peamuren Buoat Lombok Tengah Momor 3C Tanun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungsi Pemenntah Kecamatan

€& Peratarn Pemermran [PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7 Prraturan Busat Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

vwa-_nﬂa / Periengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Buku Regestrasi
5. Buku perundang undangan
Pencatatan dan Pendataan
|Acznda S0P Legalsas: Surat Keterangan Masuk TNUPoln tidak dilaksanakan, maka Administrasi akan Legalisas: surat keterangan Masuk TNUPoin sebagal Pedoman Admnistras
te~zmsat

untuk mendaftar sebagai anggota TNIVPgin

Dipindai dengan CamScanner
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Legalisasi Surat Keterangan Masuk TNVPOLRI

berkas untuk kemudian di serahkan kepada pemohon

vm#).»m>z> MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kasl Ketentraman Keterangan
Pemohon Staf dan Ketertiban Camat Kelengkapan Waktu Output
1 |Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Pemeriksaan berkas|10 menit  |Diteruskannya
kepegaw aian menenima dan memeriksa dokumen/berkas D dak Lengkap Surat Permohonan
Surat Keterangan Masuk TN1/POLRI dan pemohon J legalisasi surat
2 |Berkas usulan Surat Keterangan Masuk TN1/POLRI di Surat Permohonan |10 menit |Diparafnya surat
korehsi keabsahannya oleh Subbagian Umum dan > ’ Tidpk Lengkap permochaonan
Kepegawaian dan kemudian memben paraf jika berkas Lengkap legalisasi
memenuh kelengkapan persyaratan
3 |Camat menenma, memenksa dan menandatangani Surat Surat Permohonan |10 menit |Ditandatanganinya
Keterangan Masuk TNI/ POLRI serta menyerahkan kepada surat permohonan
staf Subbagian Umum dan Kepegawaian jika sudah Lengkap legalisasi
memenuhi syarat
4 |Pengadmimstres: Umum pada Subbagian Umum dan Surat Permohonan |10 menit |permohonan
Kepegawaian menerima, memberikan nomor regestrasi, U I I legalisasi yang sah
memberi cap stempel, menggandalkan, dan mengarsipkan Lengkap

Dipindai dengan CamScanner
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STANDAR PELAYANAN

SKPD ¢ KANTOR CAMAT PRAYA
JENIS KEWENANGAN : SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
JENIS PELAYANAN ¢ DAFTAR SUSUNAN KELUARGA
NO KOMPONEN URAIAN
(a) (b) (c)
1 |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat |l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan

4, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang,
Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang

N R Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

2 |Persyaratan | Format Daftar Susunan Keluarga dari Kelurahan/Desa, Foto Copy KK dan

KTP Pemohon, serta SPPT Bukti Lunas Pajak Tanah

3 |Sistem Mekanisme dan 1, Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian

Prosedur menerima dan memeriksa dokumen/berkas Daftar Susunan Keluarga darl
pemohon

2. Berkas usulan Daftar Susunan Keluarga di koreksi keabsahannya oleh
Subbaglan Umum dan Kepegawaian dan kemudian memberi paraf jika
berkas memenuhi kelengkapan persyaratan

3. Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar Susunan
Keluarga serta menyerahkan kepada staf Subbagian Umum dan
Kepegawalan jika sudah memenuhi syarat

4. Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawalan
menerima, memberikan nomor regestrasi, member| cap stempel,
menggandakan, dan mengarsipkan berkas untuk kemudian di serahkan
kepada pemohon

4 |Jangka Waktu 40 menit
Penyelesaian
5 _|Biaya/Tarif RpO,- -
6 |Produk Layanan i 1.]Daﬂar Susunan Keluarga
7 |Sarana/Prasarana dan/atau| - ATK
Fasilitas - Buku Registrasi
- Buku Peraturan Perundangan
- Cap Stempel
8 |Kompetensi Pelaksana Mengusai administrasi dan prosedur legalisasi administrasi Umum
9 i’engawasan Internal | Kepala Subbagian Umum & Kepegawalan R
Sekretaris Camat
Camat

10 Péﬂ;&;’;’: Aduan, Saran | - Kotak Pengaduan
dan Masukan - Website Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

11 [lumish Pelaksana ~ |Pelaksana Pelayanan terdiri dari 1 orang :

f‘APengadmlnistTa_rsiUmum. i
12 |laminan Pelayanan  [Sesual standar pelayanan

13 |laminan Keamanan dan sesual maklumat pelayanan'
Keselamatan Pelayanan
14 |Evaluasi kinerja pelaksana |Setiap tahun

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Keglatan
1 |Judul S5OP Legahisasi Daftar Susunan Keluarga
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 [Penanggung Jawab
a_|Produk Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. |Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4 |Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya
B. Identifikas| Keglatan _
1 |Judul Kegiatan Legalisas Daftar Gusunan Keluarga
2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kasubbag Umum dan Kepegawaan untuk Menmndakianym
Proses legalisasi Daftar Susunan Keluarga
3 [Langkah Utama Melegalisasi Daftar Susunan Keluarga
4 |Langkah Akhir Menyerahkan Legahsasi Daftar Gusunan Keluarga kepada pemohon
C. Identifikasl Langkah
Langkah Awal 1 |Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa
dokumen/berkas Daftar Susunan Keluarga dari pemohon
Langkah Utama 2 |Berkas usulan Daftar Susunan Keluarga di korekst keabsahannya oleh Subbagian

Umum dan Kepegawaian dan kemudian memberi paraf jika berkas memenuhi
kelengkapan persyaratan

(Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar Susunan Keluarga
scrta menyerahkan kepada staf Subbagian Umum dan Kepegawalan jika sudah
memenuhi syarat

Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima, memberikan nomor
regestrasi, memberi cap stempel, menggandakan, dan mengarsipkan berkas
untuk kemudian di serahkan kepada pemohon

D. Identifikas Resiko

RESIKO

SOLUSH

1. Camat Tidak ditempat

Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan

Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Matl lampu

Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan
Offline/Down

|Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengert

4. Kegiatan lain yang

diperintahkan oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP
Tanggel Pembuatan
Tanggel Revisl
Tanggal Efextt
PEMERINTAM KABUPATEN LOMBOK TENGAM
KECAMATAN PRAYA
Disahkan oleh,
J Dpomegoro Nomaor 34 Kode Pos 83511
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |Nama SOP

Dasar Hukum

1 nggoc*g;ggaﬂg;ﬂisgg
Daerah-Daerah Tingkat | Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2 Ungang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Adminustrasi Kependudukan

3 Pergtyran Pemenntah (PP) Nomor 40 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan

4 Peraturan Memen Dalam Negert Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional prosedur di
Lingkungan Proving:, Kabupaten/kota

S Persturan Bupat Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungs Pemenntah
Kecamatan

€ Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7 Perawran Bupst Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegas:an Setagan Kewenangan
Bupst kepaca Camat

2 Mengusal administrasi dan prosedur legalisas Daftar Susunan

Keluarga
3 Mampu mencari alternatif pemecahan masalah

Feterkatan SOP

3
4 Buky Ragestias:
S Bukd perundang undangan

|Pencatatan dan Pendataan

Aoatie LUV Legaises Dafar Susundn Ketud'pa UCak CLAKS3NANE" M3kl ASMaist as pensaun PAS asan

Surat Duftar Susunan Raka g salagas Fedor an Admnedi s
PNS

Dipindai dengan CamScanner
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Legalisas! Daftar Susunan Keluarga

_

No. | KEGIATAN

“ ) _{1.; Umum pada Subbagian Umum dan
: 7\1.”}.5 menerima dan memeriksa dokumen/berkas
, ggﬂlén&:g

m 2 |Berkas usulan Daftar Susunan Keluarga di koreksi

3 [Camat menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar
Susunan Keluarga serta menyerahkan kepada staf
Subbagian Umum dan Kepegawaian jika sudah memenuhi
v arat

4 Pengadmimstrass Umum pada Subbagian Umum dan

legansasi yang wah
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 |Judul SOP - |Pengelolaan Administrasi Surat Keluar
2 |Jenis Kegiatan © |Rutin
3 |PenanggungJawab
A. Produk . |Sekretariat Kecamatan Praya
B. Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaan
4 |Scope (Ruang Lingkup) . |Kecamatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 |Judul Kegiatan - |Pengelolaan Administrasi Surat Keluar
Langkah Awal :  |Pengadministrasi Umum megetik surat dan memberikannya ke
2 Pengadministrasi Persuratan untuk selanjutnya diproses lebih lanjut
3 |Langkah Utama . |Pengadministrasi Persuratan Memasukkan surat ke Kepala Satuan
4 |Langkah Akhir . |Pengadministrasi Persuratan mendistribusikan surat sesuai dengan alamat

surat yang dituju atau kepihak - pihak yang terkait.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal 1 |Pengadministrasi Umum megetik surat dan membenkannya ke
Pengadministrasi Persuratan untuk selanjutnya diproses lebih lanjut
|Langkah Utama 2 |Pengadministarsi Persuratan menyerahkan surat ke Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian untuk dikoreksi dan diparaf, kalau benar diparaf dan selanjutnya
di serahkan ke Sekretaris, kalau salah akan dikembalikan untuk di perbaiki

3 |Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa, meneliti dan memaraf surat

4 |Sekretaris memeriksa, meneliti dan memaraf surat dan selanjutnya diserahkan
ke Camat
5 |Camat mengoreksi surat kalau disetujui akan ditandatangani dan kalau ada
kesalahan akan dikembalikan untuk diperbaiki
|Langkah Akhir 6 |Pengadministrasi Persuratan mengagendakan surat, memperbanyak surat

' sesuai banyaknya alamat tujuan, lalu menyiapkan surat untuk selanjutnya
dikirim ke alamat tujuan surat

D. Identifikasi Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan
. |[Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu . |[Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

W lole|o

3. Sistem pelayanan Offline/Down

4. Kegiatan lain yang diperintahkan

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
Alamat : "JI. Diponegoro No. 34 Praya Kode Pos 83511

Nomor SOP

800/ /KEC PRAYA/ 2024

Tanggal Pembuatan

Juni 2024

Tanggal Revisl

Tanggal Efektif

Disahkan oleh, if ‘
, ARA IR A-NEGHKE
W (- \| Pembina (1}/a)
- Z\NIP, 19841003 290412 1 001
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Pengelolaan Administrasi Qurat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasl Pelaksana

1 Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas

Kecamatan
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah

3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

1. Pendidikan SLTA-S.1
Memliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kearsipan Surat
2.
3. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Agenda Surat Keluar
4. Memiliki Kewenangan untuk Mengelola Arsip Surat Keluar

Bupati kepada Camat
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Meja dan Kursi
1. SOP Surat Masuk 2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Lembar Disposisi
4. ATK
5. Kendaraan / Speda Motor

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pengeloaan Surat Keluar tidak dibuat, maka akan mengganggu administrasi lainnya

Agenda Surat Keluar meliputi Penomoran Surat, Tanggal Surat, Isi Pokok

Surat dan Tujuan Surat

Dipindai dengan CamScanner

s
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Pengelolaan Administrasi Surat Keluar

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag
e MROEAAN vosoo_._n.“_:.ﬁaso_ v-:%h“ﬂhuﬁ_””__ﬁu_ Umum dan Sekretaris Camat Kelengkapan | Waktu Output
Kepegawaian

1 |Pengadministrasi Umum megetik surat dan |Konsep surat  |S menit |Draf surat
memberikannya ke Pengadministrasi Persuratan
untuk selanjutnya diproses lebih lanjut

2 |Pengadministarsi Persuratan menyerahkan surat ke = Draf surat Smenit |Draf surat
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk dikoreksi a
dan diparaf, kalau benar diparaf dan selanjutnya di y
serahkan ke Sekretaris, kalau salah akan

3 |Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa, |Draf surat Smenit |Diparafnya draf
meneliti dan memaraf surat , 4 surat

tidak ya
V.

4 |Sekretanis memeriksa, meneliti dan memaraf surat Diparafnya draf |5 menit |Diparafnya

dan selanjutnya diserahkan ke Camat tidak * surat konsep surat
4

5 |Camat mengoreksi surat kalau disetujui akan yya |Parafdrafsurat (S Ment |Penandatanga
ditandatangani dan kalau ada kesalahan akan tidak nan surat
dikembalikan untuk diperbaiki

1

6 |Pengadministrasi Persuratan mengagendakan surat, Buku agenda 10 menit |Buku agenda
memperbanyak surat sesuai banyaknya alamat surat keluar, surat keluar
tujuan, lalu menyiapkan surat untuk selanjutnya Buku ekspedisi
dikirm ke alamat tujuan surat surat keluar

Dipindai dengan CamScanner
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A. DATA KEGITAN

1 | Jdu SOP Pengeiolaan Admirsstras: Surat Masuk
2 |Jerws Kegeatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
Produk Sekretariat Kecamatan Praya
B Kegatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaan
Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 JJudud Kegiatan Pengelolaan Admunestras: Surat Masuk
2 |Langkah Awal Menenma Surat Masuk
3 |Langikah Utama Mengagendakan Surat Masuk
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
r.mgmm 1 [Menerima Surat Masuk dan Mengagendakan / Mencatatian Surat pada
Buku Agenda Surat Masuk
|Langikah Utama 2 |Menempel Lembar Disposis: pada Surat Masuk
3 [Memberikan Disposisy Petunjuk Arahan ke Bidang Pengolah, untuk Surat-
Surat yang Bersifat Rutin
4 |Memberikan Disposisv Petunjuk Arahan ke Bidang Pengolah, untuk surat-
Surat yang Bersifat Penting dan Membutuhkan Kebijakan
5 |Memilah Surat yang telzh diberikan Disposisi sesuai AraharV Isi Disposisi
Ime' 6 |Mendistnbusikan surat yang telah dipiah untuk didistnbusikan kepada
masing - masing bidang
D. Identifikasi Resiko

RESIKO

SOLwS!

1. Camat Tidak ditempat

a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan

b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan Offiine/Down | a. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang dipenintahkan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP

800/ /Kec. Praya/ 2024

vy

Tanggal Pembuatan

Juni 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN PRAYA
Alamat : “Jalan Diponegor No. 34 Praya 83511 Disahkan oleh,
7} 19841005 200412 1 001
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Administrasi SuratMasuk * § « 1%~

Dasar Hukum

Kualifikasl Pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas

2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Pendidikan SLTA-S.1

2. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kearsipan Surat

3. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Agenda Surat Masuk

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Keluar

1. Meja dan Kursi

2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Lembar Disposisi

4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pengeloaan Surat Masuk tidak dibuat, maka akan mengganggu administrasi lainnya

Agenda Surat Masuk meliputi Nomor Surat, tanggal Surat, Alamat Surat dan Tujuan
Surat

Dipindai dengan CamScanner
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Administrasi Surat Masuk
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadministrasi | Kasubbag. | Sekretarls Kepala Keterangan
Persuratan Umpeg Camat Camat Seksl Kelengkapan Waktu Output

Menenma Surat Masuk dan Mengagendakan / Agenda Surat 2 Menit |Registrasi

Mencatatkan Surat pada Buku Agenda Surat Masuk ﬂ Masuk Surat Masuk

Menempel Lembar Disposisi pada Surat Masuk Lembar Disposisi 1 Menit |Surat masuk
dan lembar
disposisi

Membernkan Disposisi/ Petunjuk Arahan ke Bidang Surat masuk dan 3 Menit |Maksud /isi

Pengolah, untuk Surat-Surat yang Bersifat Rutin disposisi disposisi

Memberikan Disposisi/ Petunjuk Arahan ke Bidang Surat masuk dan 3 Menit |Maksud /isi

Pengolah, untuk surat-Surat yang Bersifat Penting disposisi disposisi

dan Membutuhkan Kebijakan

Memilah Surat yang telah diberikan Disposisi sesuai Surat masuk dan 5 Menit |Surat diarahkan

Arahan/ Isi Disposisi disposisi ke bidang -
bidang

|

Mendistribusikan surat yang telah dipilah untuk Surat masuk dan | 10 Menit |Surat diarahkan

didistribusikan kepada masing - masing Kepala disposisi ke bidang -

Seksl dan Kasubbag bidang

Dipindai dengan CamScanner
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A DATA KEGIATAN

11 Jodd SOP Permohonan Renaatan Gan Bervala (KGB)
2 Nenis Kegeatan Rutn
3 [Penangoung Jawab
A Produk Sekretanat Kecamatan Praya
B Kegiatan |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaan
4 [Scope (Ruang Lingkup) |Kecamatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN —
2 [Langkah Awal Pengadminstras Kepegawaian menenma berkas usulan kepegawaan
3 [Langkah Utama Pengadmavstras: Kepegawaan membuat draf Surat KGB
4 [Langkah Akhir Pengadminstras Kepegawaan mendistnbusikan surat KGB kepada
l Pegawai yang bersanghutan dan Mengasrsipakan Saknannya
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
IﬁvuhAud 1 [Pengelold Repegawa:an MelakUAAN Ventansas! pegawal yang akan
menenma Kenalkan Gaji Berkala (XGB)
|Langkah Utama 2 |Pengelola Kepegawaian membuat draft surat Kenakan Gap Berkala (XGB)
dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaan untuk diteit
3 mmmwwmx@mmm
dikembdalikan kepada pengadministrasi kepegawa:an jka sudah sesual
diparal dan ch serahkan kepada Sekretaris
4 |Sekretans menelit draf KGB pka belum sesuai dkembaikan kepada
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, jka sudah sesuai diparaf dan
drserahkan kepada Kepala Satuan
§ |Camat menelih draf surat KGB, jka belum selesai akan dikembaikan
|kepada Sekretans, jka sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan
lxmmmmkmmmmmam
untuk diarsipkan dan ddistribusikan
7 |Pengelola Kepegawaian menggandakan dan mendxdstnbusixan surat KGB
\Mpﬂ)\&WMmemm
[Langkah Akhir 8 [Pengelola Kepegawaian mengarsipakan salinan surat KGB
D. Kdentifikasi Resiko
RESIKO SOLUSI
1 Camat Tidak ditempat a. [Sekretans/Pejabat lain menghubung! camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronuk apabila memunghinkan
2. Mati lampu a |Melaporkan kepada pimpinan bahwa bstrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mail Pelayanan Public (MPP)
3 Sistem pelayanan Offine/Down | a. [Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
4 Kegratan lain yang dipenntahkan
cleh pampinan

Dipindai dengan CamScanner
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4 Persturee Bupas Lombok Tengah Nomor SC Tahun 2018 tentang. Kecudukan Dan Fungs: Pemenniah 4 Memuiii Kawerangan urtuk memproses Kenaian Gap Servaa
Kacamazn Pegaax

S Persoursr Pemerntah (PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kacamatan

& Persturan Bupae Lombok Tergah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pencdeiegasian Sebagan Kewenangan

Bupas kepaca Camat
Ka®veamn SOF |Peralatan i Perlengiapan
\a can s
1 Permoborar Kemakan Pangiat 2 Buky Aominstas: Pegaaa
2 Pergsan P 3 Buku Pemagaan Bercaa
TX can an - an
Perngazan ?ﬂ"llg

Ao SOF Permaioran St Gy IV I02K CLSNTINAAIT, ™22 Araaa~ G3 Pegawa yarg g?!ﬁlf%#u’l
T‘g!ﬁ-i Karaaa~ Sup Pegawa

Dipindai dengan CamScanner
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Permohonan Kenatkan Ga)i Rarkala (KQR)

- ROGTAN K “”o: %.c-.“..-: xn_-.”..”- Bokretaris Camat Kelongkapan Waktu OQutput Ntmangen
Al wela Kepegawaian melakukan enlaisas Data Usulan J menit a Pegawal yang
pegawal yand ahan mene ima Kenakan Qajl Kepagawalan akan diterima KGR
Borkala (K(0)
¢ [Pengelola Kepegawaian membuat diaft surat |Data Pegawal yang |10 ment  |Draf Surat KGR
Keonakan Oaj Berkala (KOB) dan menyerahkan akan menarima KOR
[Nopada Kasutibag Umum dan Kepegawaian untuk ya
Uity
T4 |Kasubbiag Umum dan Repegawaia meneitl sural |Graf surat KGW Amenit | Draf Surat KOO yang
KGR jika belum sesual dhembalikan kepada diparal Kasubbag
pengadminislias kepegawaian jika sudah sesual Uclak ; Umum dan
_— diparal dan o serahkan kepada Bekrelars Kepegawaan
4 |Sehretaie menelit draf KGH jka belum sesual Draf surat KGH yang [3 menit  [Draf surat KGE yang
dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan d diparaf Kasubag diparaf Sekretaris
Kepogawaan jika sudah sesual diparat dan tdak y Y& lumum dan
diserahkan kepacda Kepala Saluan Kepagawalan
6 |Camat menelt dral sural KGH, jika belum selesal |Oraf surat KGO yang |3 menit  |Surat KGE yang telah
#kan dikembalikan kepada Sekretans, Jika sudah diparaf Sekretaris disahkan
sesusl ditandatangani dan diserahkan kepada tidak
Kasutibag Umum dan Kepegawalan untuk
aundatlani _
6 |Kasubbag Umum dan Kepegawalian menyerahkan Surat KOD yang telah |3 menit  |Srat KGH yang telah
surat KGB kepada Pengelola Kepegawaian urituk - < disahkan disahkan
charsaahan dan didistnibusikan
7 |Fengeiula Kepegawaian menggandakan dan Surat KGB yang telah [10 ment  [Surat KGH yang
mendidstribusikan surat KGR kepada pihak disahkan tergadakan dan
bervepentingan (Kesubbag Keuangan dan terdistribusikan
Perencanaan dan Pemachon)
b |Pengeiola Kepegawaian mengarsipakan salinan w Surat KOD yang telah |3 menit  |Saluran KBGO LSOV Proses
surat KGR disahkan terarsipkan Gajp Pegawai

Dipindai dengan CamScanner
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKAS| KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP Permohonan Kenaikan Pangkat
2 |Jenis Keglatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
A, Produk Sekretariat Kecamatan Praya
B. Kegiatan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
4 |Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 |Judul Kegiatan Permohonan Kenaikan Pangkat
2 |Langkah Awal Camat memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk mengontrol buku
penjagaan kenaikan pangkat dan membuat surat pengantar usulan
kenaikan pangkat.
3 |Langkah Utama Kasubag. Kepegawaian membuat konsep surat pengantar usulan kenaikan
pangkat dan diserahkan kepada Kabag. Umum untuk dikoreksi.
4 |Langkah Ahir Pengelola Kepegawaian mengagendakan, mendokumentasikan dan

menyampaikan ke BKPSDM Kab. Lombok Tengah dan pegawai yang
bersangkutan.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal

Camat memerintahkan Sekretaris untuk mengontrol buku penjagaan
Pensiun PNS dan membuat surat usulan Pensiun pegawai.

Langkah Utama

Sekretans Camat memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
mengontrol buku penjagaan Pensiun PNS dan membuat surat pengantar
Usul Pensiun.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan pengadministrasi
kepegawaian untuk menyiapkan buku penjagaan pangkat dan meminta
berkas persyaratan kenaikan pangkat kepada pegawai yang bersangkutan.

Pengadministrasi kepegawaian menyiapkan buku penjagaan kenaikan
pangkat dan menyerahkannya kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian
setelah persyaratan dilengkapi oleh pegawai yang bersangkutan.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian membuat konsep surat pengantar
usulan kenaikan pangkat dan diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk
dikoreksi dan divalidasi

Sekretaris mengoreksi konsef surat pengantar usulan kenaikan pangkat,
jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Camat, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk perbaiki.

Camat mengkoreksi konsef surat usulah kenaikan pangkat, jika disetujui
ditandatangani untuk diproses lebih lanjut, jika tidak setuju dikembalikan ke
Sekretaris Camat untuk diperbaiki

Sekretans memerintahkan Kasubbag Umum Kepegawaian untuk
mengagendakan, mendokumentasikan dan menyampaikan ke BKPSDM
Kab. Lombok Tengah

Kasubbag Umum dan Kepegawaian memerintahkan Pengelola
Kepegawaian untuk mengagendakan, mendokumentasikan dan
menyampaikan ke BKPSDM Kab. Lombok Tengah

Langkah Akhir

10

Penggelola Kepegawaian mengagendakan, mendokumentasikan,

menyampaikan ke BKPSDM Kab. Lombok Tengah dan pegawai yang

D, Identifikasi Reslko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan

. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan Offline/Down

wloje o

. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengert:

4. Keglatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner
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Permohonan Kenalkan Pangkat

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengelola Kasubbag. Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawalan Umpeg

1 |Camat memerintahkan Sekretaris untuk mengontrol buku ljazah, SKP, SK 5 menit |disposisi
penjagaan Pensiun PNS dan membuat surat usulan Pensiun ﬁU CPNS, SK PNS,
pegawai. SK Pangkat

2 |Sekretanis Camat memerintahkan Kasubbag Umum dan di disposisi 15 menit |di disposisi
Kepegawaian mengontrol buku penjagaan Pensiun PNS dan
membuat surat pengantar Usul Pensiun

3 |Kasubbag Umum dan Kepegawaian menugaskan pengelola M— disposisi surat S menit |disposisi surat
kepegawaian untuk menyiapkan buku penjagaan pangkat dan pengantar pengantar
meminta berkas persyaratan kenaikan pangkat kepada pegawai
yang bersangkutan

4 |Pengelola kepegawaian menyiapkan buku penjagaan kenaikan — 1jam
pangkat dan menyerahkannya kepada Kasubag Umum dan . - i !
Kepegawaian setelah persyaratan dilengkapi oleh pegawai yang disposisi disposis|
bersangkutan.

5 |Kasubbag Umum dan Kepegawaian membuat konsep surat berkas 15 menit |berkas
pengantar usulan kenaikan pangkat dan diserahkan kepada
Sekretaris Camat untuk dikoreksi dan divalidasi i

6 |Sekretaris mengoreksi konsep surat pengantar usulan kenaikan L — konsep surat S menit |konsep surat
pangkat, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Camat, jika tidak lerigkap .._ pengantar pengantar
tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan kenaikan pangkat kenaikan
Kepegawaian untuk perbaiki. _ lengkap pangkat

7 |Camat mengkoreksi konsef surat usulah kenaikan pangkat, jika b konsep surat 5 menit |konsep surat
disetujui ditandatangani untuk diproses lebih lanjut, jika tidak setuju tidak lengkap pengantar usulan pengantar usulan
dikembalikan ke Sekretaris Camat untuk diperbaiki ’AI kenaikan pangkat kenaikan

8 |Sekretaris memerintahkan Kasubbag Umum Kepegawaian untuk surat pengantar S menit |surat pengantar
mengagendakan, mendokumentasikan dan menyampaikan ke kenaikan pangkat kenaikan
BKPSDM Kab. Lombok Tengah pangkat

9 |Kasubbag Umum dan Kepegawaian memerintahkan Pengelola disposisi surat 15 menit |disposisi surat
Kepegawaian untuk mengagendakan, mendokumentasikan dan pengantar usulan pengantar usulan
menyampaikan ke BKPSDM Kab. Lombok Tengah kenaikan pangkat kenaikan

10 |Penggelola Kepegawaian mengagendakan, mendokumentasikan, berkas 15 menit |berkas
menyampaikan ke BKPSDM Kab. Lombok Tengah dan pegawai
yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP - |Permohonan Cuti
2 |Jenis Kegiatan : |Rutin
3 |Penanggung Jawab
A. Produk - |Sekretariat Kecamatan Praya
B. Kegiatan . |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaan
4 |Scope (Ruang Lingkup) : |Kecamatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 |Judul Kegiatan : |Permohonan Cuti
2 |Langkah Awal : |Pengelola Kepegawaian menerima berkas usulan kepegawaian
3 |Langkah Utama . |Pengelola Kepegawaian membuat draf Pengajuan Cuti
4 |Langkah Akhir : |Pengelola Kepegawaian mendistribusikan surat Cuti kepada Pegawai yang

bersangkutan dan Mengasrsipakan Salinannya

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah awal 1 [Mengajukan permohonan cuti kepada atasan lansung
Langkah Utama 2 [Menerima pengajuan permohonan cuti bawahan dan memberikan
persetujuan

3 [Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti bawahan yang telah
disetujui oleh Atasan Langsungnya
4 |Menerbitkan draft surat cuti

5 |Memvalidasi dan membubuhkan paraf surat keterangan cuti pegawai

6 |Memeriksa kembali dan menandatangani surat permohonan cuti

Langkah ahir 7 [Surat permohonan cuti dipedomani dan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diarsipkan

D. Identifikasi Resiko

RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. [Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan
. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu . |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

b
a
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
a

3, Sistem pelayanan Offline/Down . |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengenti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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— Nomor S0P 00/ /Kec Praya/ 2024
g Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisi y/)
Tanggal Efektil —/ |
271\,
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 74 < e
KECAMATAN PRAYA s/ i
Alsmat : “Julsn Diponegoro No. 34 Praya Kode Pos 83511 Disahkan oleh, [
W\ 7 LY Pambinafivia)
' ¢ NPy 1984100 200412 1 001
SUD BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP <"

Permohonan Cuti ~_ 4 . —

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1974 wertang Pokok-Pokok Kepegawaian

Kecamatan
S Persturan Pemernintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tertang Kecamatan

2. Ungang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

3 Pergturan Kepala BXN Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
4 Peraturan Bupat Lombok Tengah Nomor 00 Tahun 2016 tentang  Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah

& Peraturan Bupet Lombok Tengah Nomor 41 Tghun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

1 Pendidkan SLTA < 5.1
2 Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Posedur
Permohonan Cuti

3 Memiliki Kewenangan untuk memproses Permohonan Culi

3 Cut Skt

4 Cut Melaturkan

£ Cut Karens Alasen Pertting

€ Cuti Ditunr Tanggungan Negars

Bupat kepaca Camat
V.eterkaitan SOP Poralatan / Perlongkapan
1. Cut Desar 1. Maja dan Kursi
2 Cuti Tghunan 2 Buku Administrasi Cuti

3 Lembar Absensi
4 ATK dan lain - lain

Peringatan

|Pencatatan dan Pendataan

v eterRnGan

Foutia LUP Fermohonan Cub bask dibuat, maka Pegawal yang bersangkutan dianggap tdak masuk tanpa

Sebagai Pedoman dalam pengajuan parmohonan cull pegawa

Dipindai dengan CamScanner
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Permohonan Cuti

yang bersangkutan untuk diketahui dan
diarsipkan

keterangan Cuti

PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Yang
No. KEGIATAN PNS Yang Atasan .ﬂﬂu:_“_.__.uﬂm_ Sekretarls Berwenang Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Bersangkutan | Langsung . Memberikan grap pu
Kepegawaian Cuti
1 |Mengajukan permohonan cuti kepada atasan Surat permohonan | 30 menit |Surat
lansung A ) ya uti permohonan
1\ cuti
2 |Menerima pengajuan permohonan cuti bawahan Surat Permohonan | 30 menit [Surat
dan memberikan persetujuan tidak é Cuti permohonan
a ya cuti yang sudah
diberikan
3 |Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti \ Surat permohonan | 30 menit |Surat
bawahan yang telah disetujui oleh Atasan ) cuti yang sudah permohonan
Langsungnya tidak diberikan cuti yang sudah
_voamécm: diberikan
4 |Menerbitkan draft surat cuti _Ua* surat 45 menit [Draft surat
permohonan cuti permohonan
yang sudah cuti
diberikan
|Pertimbangan
5 |Memvalidasi dan membubuhkan paraf surat \ _D-mn surat 10 menit |Pencatatan dan
keterangan cuti pegawai permohonan cuti pengarsipan
ya surat
y keterangan cuti
6 |Memvalidasi dan membubuhkan paraf draf surat |Draft Surat 10 menit |Pencatatan dan
keterangan cuti pegawal keterangan Cuti ngarsipan
0 P tidak ya g mm_,mun P
keterangan cuti
7 |Memeriksa kembali dan menandatangani surat k Draft Surat 15 menit |Penandatanga
permohonan cuti . keterangan Cuti nan surat
tidak keterangan cuti
pegawai
8 |Surat permohonan cuti dipedomani dan kepada Menyerahkan Surat | 30 menit |Arsip

Dipindai dengan CamScanner
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Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. DATA KEGIATAN
Judul SOP Permohonan lzin Belajar
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
a. |Produk Sekretariat Kecamatan Praya
b. |Kegiatan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaan
4 |Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Praya

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1_|Judul Kegiatan

Permohonan Izin Belajar

2 |Langkah Awal

Camat menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
Meninaklanjuti Proses Permohonan Izin Belajar

3 |Langkah Utama

Membuat surat pengantar

4 [Langkah Akhir

Menerima Surat Izin Belajar

C. IDENTIFIKAS| LANGKAH

Langkah Awal

Menerima surat Permohonan Izin Belajar

Langkah Utama

Memeriksa Kelengkapan Persyaratan lzin Belajar

Membuat Surat Pengantar Permohonan Izin Belajar

Meneliti dan Membubuhkan Paraf Surat Pengantar

Menandatangani Surat Pengantar

Mengirim Surat dan Berkas lzin Belajar ke BKPP Kabupaten Lombok
Tengah

Menerima Surat Izin Belajar dan BKPP

Langkah Akhir

Menyerahkan Surat |zin Belajar kepada PNS yang Bersangkutan

D. Identifikasl Resiko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

. |sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan

Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Matilampu

_[Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan Offline/Down

o I|T|e o

. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor 8OP 800/ /Kac. Praya/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisl
Tanggal Efektil J—
*A BRAYA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH &
KECAMATAN PRAYA = >
Alamat | *Jalan Diponegoro No. 34 Prays Kode Pos 03611" Disahkan oleh,
\ 4] Poi
\ ¥ N\fup o 2 siht2 1 00
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama S0P |Permohonan lzin Bajdlas ~{}—<¢  /

" B

Dasar Mukum

Kualifikas| Pelaksana

1 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor B Tahun
3 Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenalkan Pangkat Pegawal Negeri Sipil

4 Peraturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan

5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

6 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat

1. Pendidikan 51
2 Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara

3 Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Izin Belajar
Pegawai
4. Memiliki Kewenangan untuk Memproses Izin Belajar Pegawai

Kotorkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Permohonan Ujlan Dinas
2 Permohonan Penyesuaian |jazah

1. Meja dan Kursi

2. Buku Administrasi Pegawai
3. Buku Penjagaan Pangkat
4, ATK dan lain - lain

Peringatan

_v!.nuf.!.. dan Pendataan

Apabila SOP Permohonan Izin m-.-_! tidak dilaksanakan, maka Izin mo_-_! Pegawai yang bersangkuatan
akan terhambat

Permohonan Izin Belajar Pegawai digunakan sebagal dasar pengajuan
Penyesuaian ljazah serta analisis jabatan berdasarkan kepangkatan pegawai

i1 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Permohonan lzin Belajar

MUTU BAKU
No. KEGIATAN PNS Yang Pengelola Kasubbag. Sokretarls Camat Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Bersangkutan Kepegawaian Umpeg
1 |Menerima Surat Permohonan Izin Belajar Menerima berkas [1jam  |Surat
U surat permohonan permohonan
2 |Memeriksa Kelengkapan Persyaratan lzin Surat permohonan |1 hari  |Kelengkapan
Belajar syarat
3 |Membuat Surat Pengantar Permohonan Kelengkapan 45 menit |[Konsep surat
Izin Belajar l\ syarat pengantar
4 |Meneliti dan Membubuhkan Paraf Surat Konsep surat 10 menit |Draft surat
Pengantar > ya pengantar pengantar
4
5 |Meneliti dan Membubuhkan Paraf Surat Konsep surat 10 menit |Draft surat
Pengantar tidak ya pengantar pengantar
4
6 |Menandatangani Surat Pengantar v Draft Surat 30 menit |Penandatang
tidak Pengantar ani surat
pengantar
7 |Mengirim Surat dan Berkas Izin Belajar ke Surat pengantar 1 hari Pengiriman
BKPP Kabupaten Lombok Tengah e dan berkas surat dan
persyaratan berkas
persyaratan
8 Jz_wawa_.:m Surat Izin Belajar dari BKPSDM Pengiriman surat Penerimaan
dan berkas surat izin
belajar
9 [Menyerahkan Surat Izin Belajar kepada Surat izin belajar |1 jam |Penyerahan
PNS yang Bersangkutan surat izin

belajar

Dipindai dengan CamScanner

cs


https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP - |Permohonan Ujian Dinas
2 |Jenis Kesatan . |Rutin
3 |Penanggung Jawab
A. Produk . |Sekretariat Kecamatan
B. Kegiatan . |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaan
4 |Scope (Ruang Lingkup) : |Kecamatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 |Juduk Kegiatan - |Permohonan Ujian Dinas
2 (Langkah Awal . |Menerima surat pemberitahuan ujian dinas
3 |Langkah Utama - |Merekap daftar nama pegawai yang akan mengikuti ujian dinas
4 |Langkah Akhir - |Pengelola Kepegawaian mendistribusikan surat pengantar dan berkas
syarat pegawai yang akan mengikuti ujian Ddinas

C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal 1 [Menerima surat pemberitahuan ujian dinas

|Langkah Utama 2 |[Merekap pegawai yang akan mengikuti ujian dinas

3 [Menerima persyaratan ujian dinas dari pegawai

4 |Merekap daftar nama pegawai yang akan mengikuti ujian dinas

5 [Membuat Surat Pengantar

6 [Meneliti dan membubuhkan paraf

7 [Menandatangani Surat Pengantar

Langkah Akhir 8 [Mengirim Surat dan Berkas ke BKPP Kabupaten Lombok Tengah
D. Identifikasi Resiko
RESIKO SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat a. [Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arzhan siapa yang Tanda tangan

b. |[Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu a. [Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. [Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan Offline/Down | a. Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

]
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN PRAYA
Alamat : "Jalan Diponegoro No. 34 Praya 83511°

Nomor SOP 800/ /Kec. Praya/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisi A

Tanggal Efektif

=71

Disahkan oleh,

/ Y4 RAYA
-\ : ' 3 (:A
‘ - ( |

\¢ % .s. g&
/ 49841003 21001

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP

Permohonan Ujian Dirtas 0 » « ¢

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Uncgang-uncdang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Kecamatan
S Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Bupat kepada Camat

2 ggsn?_cvzgxxhqu 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
3 ggumxzzgﬁ. Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

4 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah

€ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

1. Pendidikan S.1 v

2. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara

3. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Ujan Cinas
Pegawai

4. Memiliki Kewenangan untuk mempreses Ujian Dinas Pegawai

2. Permohonan Penyesuaian ljazah

Keterkaitan SOP |Peralatan / Perlengkapan
1. Meja dan Kursi
1 Permohonan Lzin Belajar 2. Buku Admiristrasi Pegawai

3. Buku Penjagaan Ujian Dinas
4. ATK dan lain - lain

‘!&ga

Pencatatan dan Pendataan

akan terhgmbat.

gﬁmOvSs:?qunﬁgg.gvlgsggnglgggg

vgsggglggigt!
Penyesuaian ljazah sera analis:s jabatan Derdasanan kepangiatan pegawe

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Permohonan Ujian Dinas

MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengelola Kasubbag. Keterangan
Kepegawalan Umpeg Seckretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima surat pemberitahuan ujian dinas Diterimanya surat |1 Jam Surat
A V pemberitahuan pemberitahu
an
2 |Merekap pegawal yang akan mengikuti ujian Surat 1 harl Jadwal dan
dinas R pemberitahuan syarat ujian
- dinas
3 |Menerima persyaratan ujlan dinas darn Surat dan berkas 1 hari Kelengkapan
pegawal *\ berkas
4 |Merekap daftar nama pegawal yang akan Kelengkapan berkas|1 jam Rekap daftar
mengikuti ujian dinas pegawai
5 [Membuat Surat Pengantar Menyusun surat 45 menit (Konsep surat
pengantar pengantar
ya
6 |Menelitl dan membubuhkan paraf \ Konsep surat 10 menit |Draf surat
\idak ’ - |pengantar pengantar
A
7 |Meneliti dan membubuhkan paraf Konsep surat 10 menit  |Draf surat
pengantar pengantar
tidak y e
8 |Menandatangani Surat Pengantar Draft surat 30 menit |Penandatang
pengantar ani surat
tidak + pengantar
9 [Mengirim Surat dan Berkas ke BKPP - Surat pengantar dan|1 hari Pengiriman
Kabupaten Lombok Tengah berkas surat
pengantar
dan berkas

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. DATA KEGIATAN _
1 | Judul SOP Permohonan Ujpan Penyesuaian ljazah
2 |Jenis Kegiatan Rutin o
3 |Penanggung Jawab
a |Produk Sekretariat Kecamatan
b [Kegiatan |kepala Bagian Umum dan Kepegawaan
4 [Scope (Ruang Lingkup) . |Kecamatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 JJudul Kegiatan Permohonan Ujian Penyesuaian ljazah
2 |Langkah Awal Camat menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
Meninaklanjuti Proses Permohonan Ujlan Penyesuaian ljazah
3 |Langkah Utama Membuat surat pengantar
4 |Langkah Akhir Menerima Mengikuti Ujian Dinas
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal 1 [Menerima surat Permohonan Ujian Penyesuaian |jazah
|Langkah Utama 2 |[Memeriksa kelengkapan persyaratan penyesuain jazah
3 [Membuat surat pengantar permohonan penyesuain jjazah
4 |[Meneliti dan membubuhkan paraf
5 |Menandatangani surat pengantar
6 [Mengirim surat dan berkas penyusuaian {jazah ke BKPP Kabupaten
Lombok Tengah
7 |Menenma surat keputusan untuk mengikuti penyesuian {jazah
Langkah Akhir 8 |[Menyerahkan surat keputusan penyesuaian (jazah kepada yang

bersangkutan

D. ldentifikasi Resiko

RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang Tanda tangan
Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu . |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan Offline/Down

. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP 800/ /Kec. Praya/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisl

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
Alamat : "Jalan Diponegoro No. 34 Praya 83511" Disahkan oleh,
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Kecamatan
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Bupati kepada Camat

2 Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

4 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah

6 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

1. Pendidikan S.1
Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara
2
3. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Penyesuain
ljazah Pegawal
4. Memiliki Kewenangan untuk Memproses Penyesuain ljazah Pegawal

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Permohonan Ujian Dinas
2. Permchonan Izin Belajar

1. Meja dan Kursi

2. Buku Administrasi Pegawal
3. Buku Penjagaan Pangkat
4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

yang bersangkuatan akan terhambat.

Apabila SOP Permohoenan Ujian Penyesuain ljazah tidak dilaksanakan, maka mmsv.nm:mwm: jazah Pegawai

Permohonan Permohonan ljazah pegawai digunakan sebagai dasar pengajuan
Penyesuaian ljazah serta analisis jabatan berdasarkan kepangkatan pegawai

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

FPermohonan Ujian Penyesuaian fjzzah

FEGIATAN

1 [Wenerma syt Permohonan Ujan

[Fenvesua@r mreh

2 |Wemericse kaiengkapan petsyar@ian

[peEnyeSUAM jEIAt

3 [Wembuat sural penganiar permohonan

penyesuan yazah

& [Weneiit dan membubuhkan paral

5 |Wenelith dan membubuhkan paral

10 menit Draft surat

6 |Menandatangani surat pengantar

7 [Mengiim surat dan berkas penyusuaan

jazah ke BKPSDM Kabupaten Lombok

8 |Menenma surat keputusan untuk

mengikuti penyesuian jjazah

LR,

9 |Menyerahkan surat keputusan

penyesuaian jjazah kepada yang
bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP Permohoren Barang
2 |Jens Kegatan Rutn
3 |Penanggung Jawzb

A Produk Seiretarat Kecamatan

|B. Kegatan ¥=paia Sub Bagan Umum dan Kepegawaan
4 |Scope (Ruang Lingiup) Keczatan Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 | Judd Kegiatan | Permotonan Barang

Langeah Amzl Camat menugaskan Kepaia Bagan Umum can Kepegaeaan Uk
2 Venrdakiarys Proses Pergefiuaran Barang
3 |Langkah Utama Membuzt Surzt Pengantar
4][:“&1' \ienerma Barang
C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Awzi 1 |Mengrventansy barang
|Langizh Ltama 2 | Membuat reczpauies barang
3 |Membust daar ketutuhan barang

4 |Menyerahian dafter ksbutunan barang Utk persetpaan

5 [Menyetaa dan menandstangars dafiar kehutuhen barang

6 |Menenma daiar kebutuhan berang yang t=izh dsetgpa

|Langikah Ak 7 |Memasukian rencana kebutuhan barang dalam peryusunan RKA
selarptya
D. identFlasi Resiko
RESINO SoLUS

1. Camat Tidsk ditempat

w

Seiretars/Pejabat lan menghubung amat untuk aratan seoa yang Tanda tangan)

Mergpunaen Tanca Tangan Beaonit 333093 me—urgoman

b
2. Mati ampu 2 | Melzporian tepaca prmpanan babwa stk padam
b. | Mengarathan masyaraiat we Mal Pelayanan Pubo (MPF)
3. Sistem petayanan OFine/Down a | Memyeiashan kepada masyaaat dengan bahasa yang sopan dan canat dmengen
4 Kepatan lam yang Sperintahian

Cieh prpnan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e Nomor SOP 800/ /Kec Praya/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
[Tangqal Revis|
Tanggal Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA Disahkan oleh, _
Alamat - "Jalan Diponegoro No. 34 Praya Kode Pos 83511" \ A,
N\ e \e /\ mbina (V&)
© NiPi /9841003 200412 1 001
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Permohonan Barang el

Dasar Hukum

|Kualifikas| Pelaksana

1

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat || Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pendidikan S.1

2. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang

3. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Barang Milik

3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah Daerah
¢ Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 4. Memiliki Kewenangan dalam Pengelolaan Barang Milik
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Daerah
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi
Pemenntah Kecamatan
6 Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer
1 Pengeluaran Barang 2. Meja dan Kursi
2 Penghapusan Barang 3. Buku Administrasi Barang

4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabia SOP Permohonan Barang tidak dilaksanakan, maka Administrasi Pengelolaan Barang
Pemenntah akan Terhambat

Permohonan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai Pedoman Pengadministrasian Barang dan
Menjadi Dasar dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang/ jasa Selanjutnya

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Permohonan Barang
MUTU
Pengelola
’ Pemanfaatan CAMAT Kelengkapan Wa
BMD v
Mengnventansir barang Buku Inventaris 1jam Tennventansumya
o =
barang Buku Rekapitulasi |1 jam T
Barang Rekapitulas: Barang
3 [Membuat daftar kebutuhan barang | Daftar Barang 1jam | Tersecianya Daftar
Kebutuhan Barang
~
4 |Menyerahican dzfiar kebutuhan barang untuk \ |Daftar Barang 1@am Diserahkannya
; Daftar Ketutuhan
/
5 |Menystupa dan menandzatangars daftar kebutuhan y |Daftar Barang 1jam Citandatangannya
Daftar Kebutuhan
)
£ |Menerima caftar kebutuhan barang yang telah |Daftar Barang yang |1 jam Ditenmanya Da®tar
Talzh Disetujul Kebutuhan Barang
7 |[Mermzsuxian rencana keoutunegn barang calam [Dzfar Barang RKA (1 jam 7
peryusuran RYA sezngsnya Rencana Ketutuhar
Barang calam R¥A

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

A. DATA KEGIATAN

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

1 | Judul SOP

Penghapusan Barang

2 |Jenis Kegiatan

Rutin

3 |Penanggung Jawab

A. Produ

Sekretariat Kecamatan Praya

B. Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4 |Scope (Ruang Lingkup)

Kecamatan Praya

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

-

Judul Kegiatan

Penghapusan Barang

2 [Langkah Awal

Camat menugaskan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
Menindaklanjuti Proses Pengeluaran Barang

3 |Langkah Utama

Membuat Surat Pengantar

4 |Langkah Akhir

Penghapusan Barang yang sudah sesuai dengan Inventaris

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal

1 [Pengelola Barang Memeriksa barang inventaris kantor, Membuat

rekapitulasi kondisi barang yang rusak, serta melaporkan hasil rekapitulasi
kondisi barang untuk dihapus

Langkah Utama

1 [Membuat surat permohonan penghapusan barang

2 |Mengecek, memeriksa dan memaraf surat permohonan penghapusan

barang

3 |Menandatagani surat permohonan penghapusan barang

4 [Mengirim surat permohonan kepada Setda Kab. Lombok Tengah

5 |Menerima surat persetujuan penghapusan barang

Langkah Akhir

1 Penghapusan barang dalam buku inventaris barang

D. Identifikasi Resiko

RESIKO

SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

. |[Melaporkan kepada pimpinan bahwa fistrik padam

. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

olols e

3. Sistem pelayanan Offline/Down Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT PRAYA
Alamst ; "Jalan Diponegoro No. 34 Prays Kode Pos B3511° Disahkan oleh,
'SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |Nama SCP
Dasar Hukum ua laksana
Ungang-undang X T i
1 (UU) Nomor 89 Tahun 1858 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam 1. Pendidikan S 1

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Lembaga Kebyakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah

Invertansasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

§ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungsi
Pemernntah Kecamatan

€ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7 Peraturan Bupat Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendeiegasian Sebagan
Kewenangan Bupat kepada Camat

e Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, | 4

2. Meml ki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang

3. Memliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Barang Wik
Daerah

Memiliki Kewenangan dalam Pengelclaan Pengeiolaan Barang Milk
aerah

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1 Permchonan Barang
2 Pengeluaran Barang

1. Komputer

2. Meja dan Kursi

3 Buku Administrasi Barang
4 ATK dan lain - lain

Peringatan
Apabia SOP Penghapusan Barang tidak diaksanakan maka Administrasi Pengeiciaan Barang

Pencatatan dan Pendataan

Pemennmtah skan Terhambat

[Penghapusan Barang/ Jasa Pemanntan sebaga Pedoman bengad et anan Da: ag

[dan Menjadi Dasar dalam Menyusun Rencana Kebutuhan Barang/ asa Selanuimya

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CamScanner

kantor, Membuat rekapitulasi kondis: barang yang
rusak, serta melaporkan hasi rekapitulasi kondisi

4 |Membuat surat permchonan penghapusan barang

Dipindai dengan

S |Mengecek, memeriksa dan memaraf surat

6 |[Mengecek, memeriksa dan memaraf surat

7 |Menandatagan surat permohonan penghapusan

8 |Menginm surat permohonan kepada Bidang Aset



https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP Penyusunan Laporan Keuangan OPD
2 |Jenis Kegatan Rutin
3 [Penanggung Jawab
A Produk . |Sekretanat Kecamatan Praya
B. Kegiatan . |Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
4 |Scope (Ruang Lingkup) +  |Camat Praya

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1 |Judul Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

2 [Langkah Awal IMenenma Perintah Camat untuk membuat Laporan Keuangan
3 |Langkah Utama Menandatangani hardcopy laporan Keuangan

4 |Langkah Ahir Menggandakan dan mengarsipkan dokumen laporan Keuangan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

|tangkah Awal 1 |Menenma Perintah Camat untuk membuat Laporan Keuangan

[Langkah Utama 2 |Menyiapkan undangan Rapat pembahasan Laporan Keuangan
3 |Melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Keuangan
4 [Mengumpulkan materi laporan Keuangan
5 |Menyusun laporan Keuangan softcopy maupun hardcopy
6 [Memberi paraf hardcopy laporan Keuangan
7 |Meyerahkan hardcopy laporan Keuangan untuk ditandatangani
8 [Menandatangani hardcopy laporan Keuangan
9 |Hardcopy laporan Keuangan selesai dan diserahkan
10 |Menginmkan laporan Keuangan softcopy dan hardcopy ke BKAD

|Langkah Akhir 11 [Menggandakan dan mengarsipkan dokumen laporan Keuangan

D. Identifikasi Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu 2. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan Offline/Down a. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
4, Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

800/ 7 Kec Prayw/ 2024

e vmma Nomor SOP
w Tanggal Pembuatan

Juni 2024
Tanggal Revisi
PEMERINT Al KABUPATEN LOMBOK TENGAH Tanggal Efektil
KECAMATAN PRAYA
Alamat - “ Jalan Diponegoro No. 34 Praya 83511 * 3 PRAYA
N
S s
2
XY
Disahkan Oleh, )
\ BALY NE.
\ ¢ A4y, nqﬂzvn}ﬁ a)
s @ l1b-19841003200412 1 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keuangan OPD .~ Oft
Kualifikasl Pelaksana ]

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat I Dalam Wilayah Daerah- |1. Pendidikan S.1 \
Dacrsh Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Laporan Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi 3. Memiliki K gan untuk meny Lap Keuangan.
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daersh
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
S. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada
Camat
Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan OFD; 1. Sepeda Motor
2. Komputer dan Printer
3. Meja dan Kursi
4. ATK dan lain - lain
Peringatan P dan Pendat
Apabila SOP Penyusunan Laporan Keuangan tidak dilaksanakan maka akan mengganggu kel pelal kegi SOP Penyusunan Laporan Keuangan menjadi dasar dalam melakukan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

enyusunan Laporan gan :
Pelaksana Muto Bakn
. Tim (terdiri
Kegiatan dariKasi/ | Sekretaris CAMA _wnn.ﬂ_ln Staf Kelengkapa Waktu Output
Kasu
eneruma Permeah Camat entuk membuat Laporan Keuangan Nota Dinas 1 jam Diterimanya Permtah
' Kepala Satuan
L
femyepkan Rapat pembah Laporan K gar m_m urat Undangan 1 jam | Tersedianya dan
terkinmnya undangan
felaksansian Rapat Pembahasan Laporan Kevangan 6 Daftar Hadir, Notulen, 3 jam Terlaksananya Rapat
4 Mengumpulkan maten laporan Keuangan ﬂ * Notulen, TOR, Dokumen |1 bani Terkumpulnya maten
1
5 Menyusun laporsn Keuangan softcopy masupun hardcopy * Dokumen Laporan 3 bari Tersusunnya lzporan
|
[} \Memben peraf hardcopy lzporan Keuangan l Dokumen Laporan 1 jam Terparafnya laporan
Mcyerahkan hardoopy lzporan gan untuk ditar gani Dokumen Laparan 1 hari UBQ”._.”“».Q-F?.!
* yang
ya
Menandatangani hardcopy lap v Dokumen Laporan 1 jam _Eggrvﬂl
_:..._-w I‘ keuangan
{ardcopy laporan Keuangan sclesai dan diserahkan é Dokumen Laporan 1 hari _95...3!.«“.-””53
laporan yg
(B | dtacdangasi
10  |Mengirimkan laporan Keuangan softcopy dan hardcopy ke BKAD Dokumen Laporan 1 hari iﬂgg
l keuangan
1" Menggandakan dan mengarsipkan dokumen laporan Keuangan -_- Dokumen Laporan 1 hari Tersimpannya dokumen
laporan keuangan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP Penyusunan Laporan Bemesteran OPD
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 [Penanggung Jawab
A. Produk . |Sekretarial Kecamatan Praya
B. Kegiatan . |Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
4 |Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 |Judul Kegiatan . |Penyusunan Laporan Semesteran OPD
2 [Langkah Awal — [Menerima Perintah Camat untuk membuat Laporan Semesteran
3 |Langkah Utama . |Menandatangani hardcopy [aporan semesteran
4 |Langkah Ahir |Menggandakan dan mengarsipkan dokumen laporan semesteran

C. IDENTIFIKAS| LANGKAH
Langkah Awal 1 [Menerima Perintah Camat untuk membuat Laporan Semesteran
Langkah Utama Menyiapkan undangan Rapat pembahasan Laporan Semesteran
Melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Semesteran
Mengumpulkan materl laporan semesteran
Menyusun laporan semesteran softcopy maupun hardcopy
Memberi paraf hardcopy laporan semesteran untuk
|Menentukan Rekanan
4yenanduhngnnl hardcopy laporan semesteran

9 |Hardcopy laporan semesteran selesal dan diserahkan
10 [Mengirimkan laporan semesteran softcopy dan hardcopy ke BKAD
Langkah Akhir 11 [Menggandakan dan mengarsipkan dokumen laporan semesteran

~Njojov|alwN

D, Identifikasl Resiko
RESIKO SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

b. [Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Matl lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

b.

'}

|Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
[Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

3. Sistem pelayanan Offline/Oown

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nemor SOP ;000 1+ Kec Praya 2024
m Tangza! Pembuatan Juru 2024
Tangzal Revisi
PYMERI®T ARl KABIPATEN LOWBOK TENGAN Tanggal Efekoif
ECAVMIATAN PRA
ama jslan Teormegn o Pra
Vs
N
£
Disabkan Ote, &
1]
o e, STy
r'\\/v.r@ g Yoo
SUB BAGIAS PERENCANAAS DAN KELANGAN sor ﬁ!lnlggs //&Q e,
~ .\\\\\

,_“ " ndang-sndang " 17} Nomer 6 Tahon | 798 nentung Pembentikan Daerab-Daeran Tingkat Il Dalam Wilayah Dacrah
Tmein Tongeas | Rale “urs Tenggar Rarwm dan “uss Tenggans Timur

_N Paratursn Pemerintall (PP lomor 8 Tisun 2008 entang Tahapan Tata Cars Penyusunan Pengeadalian Dea Evaluasi |3

,_E.l-lclvﬂl.l.n..ll.g

| Pemmonan Pomertiuady (PP, womar 11T dwn 2519 wntang Pengiolaan Kesangan Duerah
A Praem Vemer, Kesangar Yomor 42 Tahun 2077 erang Porocanean Anggaran. Pelakeanaan Anggaran, wma
A sartarn Ge Prlacrrn Keniegan

2 Pouuran Ruostl Lambok Tongah “Somor 90 Tadun 2014 evtarg, Kedudukan Dan §ungsl Peamerimah Kecamatan
Tv;wiw»jinqﬂguqngf

W Pergaran Bapatl [ampek Toagan Somar 4§ Tahus 27 wntang Pondeleganan Schagan Kowsnargar Pupat
N{\l

_nllltll eratatan / Pelengiapan

11 P Pecosunan Lagnem Semeseran (P17 . Sepeda Motor

_ Kaerputer dan Printer

| . Meia dam Kars

L e ATK e i - -n

Foriagpens dan Pend.

Aparia WP Pay aovrem [ aporm S Tl L o W Tl AR VT P LT KA T i T SO Pexy Lagrewm Lanal Calam Meldl i Ve 20w 27 Gan O bty Lo alar.

L

Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner
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A. DATA KEGIATAN

LEMBAR KERJA IDENTIFIXAS! KEGIATAN

1 | Judul SOP Penyusunan RENSTRA OPD
2 |Jens Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
A Produk Sekretanat Kecamatan Praya
B Kegiatan Kepala Bagan Perencanaan & Keuangan
4 [Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKAS! KEGIATAN
1 [Judul Kegiatan Penyusunan RENSTRA OPD
2 |Langkah Awal Menenma Perntah Penyusunan Renstra gen Camat
3 |Langkah Utama Menandatangan dan menetapkan Drs® rancangan Renstra hasi revis
menjad Renstra dengan SK Camat
4 |Langkah Ahr Menggandakan dan menginmian Renstra ke pihak tlarkal
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal 1 |Menenma Penntah Penyusunan Renstra dan Camat
Langkah Utama 2 |Menyapkan undangan Rapat Penyusunan Rensta
3 [Melaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan
Renstra
4 MWMWM
5 [Menyusun rancangan Renstra
6 |Memben paraf Draft rancangan Renstra
7 (Melaksanakan Rapal Pembahasan Draft rancangan Renstra
8 |Merevis: Draft rancangan Renstra berdasarkan hasi rapat
9 ¢an menetapkan Drat rancangan Renstra hasi revs
menjadi Renstra dengan SX Camat
Langkah Akhir 10 |Menggandakan dan menginmkan Renstra ke phak lenat
D. Wentifikasl Resiko

RESIXO

SOLUSI

1. Camat Tidak dtempat

»

Sekretans/Pejabat lain menghubung C3mat urtuk arahan sapa yang tanda tangan

Menggunakan Tanda Tangan Elextrond apabua memunglurian

b.
2. Mati lampu 2. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa lstrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mzl Pelayanan Publk (MPP)
3. Sisten pelayanan Offine/Down | a. |Menjelaskan kepada masyarakal dongan bahasa yang sopan dan dapat cimengerd
4. Kegiatan lain yang diperintahkan

oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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W Tanggal Pembuatan Juma 2024
Tungzal Revisi
PEMERINT AR KABUPATEN LOMBOA TENGAH Tangeet \M
KECAMATANPRAYA = | — =G FrRATA
Amst  * Jalae DpoecgoroNomar © 3 Prpya 3810 = o~
\. S Us
/ hw.
Disabkan Oleh, . [~
o ~
_. "M
| ONTP. 198410 ool
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan RENSTRA OP! /Jh /u —
¥ i
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Ladang-uncang (LUL) Nomor 69 Tabun 1958 tentang Pembentukan Dacrab-Ducrah Tingkat Il Dalam Wilaysh Dacrah- 1. Pendidikan S.1
Dacrsh Tingkx I Bali, Nosa Tenggars Barat dan Nusa Tenggana Timur 2. Mcmiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Penyusunan Renstra:
2. Poruzuren Pemenimizh (PP) Nomor § Tahua 2008 tentang Tabspan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi 3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun Renstra

Poraturas Pomcrimsh (PP) Nomor abun Dacrah
4. Porssuran Menten Kesangan Nomor 62 Tabun 2023 wotang Perencanaan Anggarsn, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akgnans dan Pelaporsa Keuangan
£ Perazuran Bupati Lombek Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Keduduksn Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
16 Porasuren Pemerimad (PP) Nomor 17 Tabun 2018 tentang Kecamatan
7 Persswran Bupan Lombok Tengah Nomor 41 Tehua 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan Bupati kepada
Ca—mt
Keterhaitan Peralatan / Pelengkapan
1 SOP Peoyusunman Laporam RFK 1. Scpeda Motor
= SOP Pervusunan RKADPA OPD 2. Komputer dan Printer
3. SOP Permyusunan LAKIP Mcja dan Kursi
4. ATK dan lain - lain
Periagatan dan Pend

SOP Penyusunan Renstra menjadi dasar dalam pelaksanaan kegratan OPD

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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Dipindai dengan CamScanner
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP . |Penyusunan RENJA OPD
2 |Jenis Kegiatan ¢ |Rutin
3 |Penanggung Jawab
A. Produk :  |Sekretariat Kecamatan Praya
B. Kegiatan :  |Kepala Baglan Perencanaan & Keuangan
4 |Scope (Ruang Lingkup) . |Camat Praya
B. IDENTIFIKAS| KEGIATAN
1 |Judul Kegiatan : |Penyusunan RENJA OPD
2 jLangkah Awal . |Menerima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun RENJA
3 |Langkah Utama - |Menandatangani Dokumen RENJA
4 |Langkah Ahir : |Menggandakan, mengarsipkan dan mengirim dokumen RENJA
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal 1 |Menerima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun RENJA
Langkah Utama 2 |Mengumpulkan data pendukung RENJA
3 |Penyusunan RENJA
4 |Melakukan Telaahan dan memparaf Dokumen RENJA
5 |[Menindaklanjuti Koreksi Dokumen RENJA
6 [Menandatangani Dokumen RENJA
Langkah Akhir 7 |Menggandakan, mengarsipkan dan mengirim dokumen RENJA
D. Identifikasl Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan Offline/Down a. [Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP 800/ / Kec.Praya/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

PEMERINTAN KADUPATEN LOMBOK TENGAN

KECAMATAN PRAYA
Alamat . “ Jalan Diponcgoro No. 34 Praya 83511 *
Disahkan Olch,
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan RENJA OPD

Dasar Hukum

Kualifikasl Pelaksana

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2, Peraturan Pemerintah (PP’) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dacrah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan K euangan

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Pendidikan Stara I/sederajat
Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Penyusunan Renja;
3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun Renja.

4. SOP Penyusunan RENSTRA

Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan RFK 1. Sepeda Motor

2. SOP Penyusunan RKA/DPA OPD 2, Komputer dan Printer
3. SOP Penyusunan LAKIP 3. Meja dan Kursl

4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Penyusunan Renja tidak dilaksanakan maka Renja akan disusun berdasarkan keglatan scksi yang telah dilaksanakan pada
tahun schelumnya

SOP Penyusunan Renja menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan OPD

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pezymsumas RENJA :

=
Sekretaris Kasubag Perenkes CAMAT Keleaghapa Ostput
1 Monerzma srm perimzh don Pedoman entid memyusaa RENJA - tm.llnl.w&asl Dsterimanya Swrat dan
RENJA Pedoman Pemyusunan
_ RENJA
2 Mengumpulios dea penduiorg RENJA v Komputer, Plafond, Terkumpulnya data
* Renja, pendukung RENJ.
3 [Pecyusmmen RENJA v |Komputer, Plafond, |3 Tersusunnya Dokumen
vl Renja, RENJ.
TIDAK
& Meizlckes Telzshan d2n memparaf Dokumnea RENJA YA Dokumen REN. Tersedianya Dokumen
’\ RENJA
S Meomdallanut Koreks: Dolomen RENJA Dokumen RENJ Terkoreksimya Dokumen
[RENJA
R -
A
Meamndatengan Dokumen REND Tidak] Dokumen RENJ Ditandatangamnys
‘ Dokumen RENJA
7 Menggandskan, mengarsipkan dan mengirim dokumen RENJA _ Dokumen REN, a

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

UPMBAR KERJA IDENTIFIRASI KT GIATAN

V| Juhd 5OP [Feryosunan RKATFA OFD
T [Jene Ragann [
) [Ferargpery Jemb
o || Sesretarit Kacamaten Prays
A Kegersn [xepaia Pagan Pererncanaan & Keuangan
4 [Berge (Rusy Lingeep) JCarmat Praya
B IDENTIFIASI KEGIATAN
V [ Dot Mgt " RKADPA OPD
7 | Leegean Awal Menerrma Plaford Anggaran HSU. SBUYSBX dan Pedoman
Peryusuran RKADPA
3 [Langeah Utema ~ [Camat Menandatangas RKADPA
4 [Langhah Abw _[Menggandakan mengr dan mengarsiphan RKADPA
C. IDENTIFIXASI LANGMAH

[Langeah Utama 2 |Marxas Pafond Anggaran dengan Renja OPO
3 [Pewpusuran RKADPA
4 820 Rexaptias RKADPA Kaw dan Kasubag
$ REXADPA
§ |Assionss RKADPA
7 [Menandatangary RKADPA
8 [Mengoandasan mengrim dan mengarsipan RKA/IDPA
Abter 10 [Menggandakan mengrim dan mengarsipkan RKA/DPA
D tderthad Resibo
S350 SOLUSH
1 Camat Vidoh Gtempat i) Imum“Mummm
b |Mengponaran Tenda Tangan Ceitronik apabila memungkinkan
2 Mz lempy 8 [Meaporian brpads pempnan bahwa istrik padam
b [Mengarahion masyaratat ke Mad Pelayanan Pubiik (MPP)

3 Sstem pewyenan Offine/Down | & l:mmwwvu'mmm

& Lig ot an lam parg Cpw intabban
wdeh purignran
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et Nomor SOP 800/ / Kec Prays/ 2024
a Tanggal Pembuatan Juni 202
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif \.\lwﬁr
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAR ===
KECAMATAN PRAYA W YA
Alamat ~ Jalan Diponcgoro No. 34 Praya Kode Pos 83511 * \xrv ..),/..
N \“ kL
= A
Disahkan Oleh, — )
e
N 9% 100
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan RKA/'DPA OPD Nh—
Dasar Hukem Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat II Dalam Wilayah Dacrah-Daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelo laan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

6. Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Penidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Penyusunan RKA/DPA;
3. Memahami Renstra dan Renja ;

4. Memiliki Kewenangan untuk menyusun RKA/DPA OPD.

3. SOP Penyusunan RENJA
4. SOP Penyusunan RENSTRA

Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan RFK 1. Komputer dan Printer
2 SOP Penyusunan LAKIP 2. Mcja dan Kursi

3. Pedoman Penyusunan RKA/DPA
4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

RKA/DPA akan dijadikan bahan penyusunan anggaran dan sebaga dasar pelaksanaan kegatan OPD

Apabila SOP Pengusunan RKA/DPA tidak dibuat,maka RKA/DPA Kecamatan akan disusun berdasarkan kegiatan seksi yang telah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya
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Kesthep Perenben
HSU, S Demarva |
‘Mionorms Plalond Angzwrae HSE. SBU SBK daz Pedomas SBU SBK. Pedoman W\IPHi Plalmd t
rﬂ.“,.iiﬂh.v P REKA DPA “il |
o= ==
Peyusanan
— REKATPA
Kizfiices Plefond Anpraran deneas Rema OPD Kompuner, Plafond,  |D=a Roalses Tl Tiasen |
Reoja sk Kegaom a2 Plafond
J 2emgzn Remja
|Peovusuman RKA TP b. X omputer, Pedoman Tersusmeva
A Dokzmena RKA
e ora
Verifiasi dan Rekoapinatasi RKADPA Kasi dan Kasubag ._\ Dokumen RKA/DP Tesccama
Rekepoulas
= RKADPA
v K T ervalidasirva
’ Dokumen RKA
DPA
Asistensi RKADP. Terkorcksonys
- Dokmen
AN RKATDPA
Menandatangani RKADP, Tidzk Duandatangzn
ma Dokumen
RKATDPA
Menggendakan, mengirim dan mengarsipkan RKA'DPA Tersumpansya
Dokumen
RKADPA
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LEMBAR KETUA IDENTIFIKAST EFGIATAN

A DATA KEGIATAN

V [ ol oo ‘ 'lgvlyuolnvllun T KR l' HI_!I)_
:r Jenia Wmm‘-_-'“"g_ ;: "!!illﬂ L' "' o -
‘L*Nnmﬁgunﬁ‘.]u\;ur—mdr . N . )
A Prodik | ‘-‘:?njaunt K dmalm!j!"l
{0 Kagiatan S Kepaa iagian Verencanasn A Keuangan
4 [icopa (mﬁmﬁ'}"‘"’ “NCamal Praya '
0, IDENTIFIKASI KEGIATAN
(8 L T— T I
anghah Awal . Menerima s sural porintah dan Pedoman univk menyusn LAKII
3 [Canghah Utama Menandatangani LAKIIY
4 [Langkah Ahir V-n“nmlaaml mengirim dan mengarsipkan dokurmen | AKIF
O, IDENTIFIKASI LANGKAW
l'?nqk.ﬁ Awal T IMenetima sural perintah dan l'edoman untuk menyusun LAKIP
urighah \Narma ¥ [Mengumpikan data perndukung LAKIE
5 [Panyusunan LAKIP
4 [Melakukan Koreksl Dokumen LAKID
b [Menindakianjuti Kareks) Dokumen | AKIP
§ 8 |Memaral Dokiumen LAKIF
7 [Menandatangani LAKIP
I'ﬁnghh Akhir | Menggandakan_ mengiim dan imengarsiphan dokumen CAKIP
0. dentifikasl Resika
NESIKG SOLUSI
1, Camat 1idak ditempat . |Sekretaris/Vejabat lain menghubung camat untuk arahan siapa yand tanda tangan
i, |Mengaunakan Tands Tangan |lekironik spabila memungkinkan
2. Matl lampu a. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b, |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sistem pelayanan Offline/Dawn | &, |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerts
4, Keglatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP
Tangre! Prmbustan
Tangrwl Hevisd

Dipindai dengan CamScanner

aagrsl [feknl
PEMERINT AN AAR PATEN | OMBOA TINGAR
CAMAT FRAYA = g
Al dekee Dypeemgpern Scomen 34 Pegyy 235101 ¢ ‘a.uuu
IA
‘TN
Disabkan Oleh, -
¥ 8 J
AN
SUE BAGIAN PFERINCANAAN DAN RELANGAN Namas SOP Peryusuman LAKD® OFD
Hakam Kualifikasi Peluksana
1 Umiang wndang (177) Nomor 89 Tatwn 1998 tentang Pembentuban Dacrsh-Deerall 1ingha U Dslam W dayah Deerad Daemad I Memiliki Pengetaian dan rontang Pery e !
Tagha ! Bl “ass Tenggors Baw dar Nusa Tenggare Tiewr T Memiliki Kewenangan urtuk menyusun | AK
+ Porzaran Pemenyrtah (TPF) Some § Y ahun 2008 wetang 1shapan Taa Cers Penvisunan Pengendalian Dan | valued Polsd weaan
| Remass Pemdanguner Deerat
¥ Peestaren Pesmarustah (P17 Nomor 12 1ahen 2019 wntang Pengulolean Keuangan Decrah
< Perasren Memeor bewangsn “omor 62 Tahun 2027 teniang Perencansan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran wris Absrsam, dan
A ruangsr
Perauran Nupat L omind T engah 90 Tahan 2016 weniang Aeduduban Dan Fangs Pemerinih Koo amatan
Poreteran Pernerimah (I Nomor |7 1abun 2018 tomang Kecamaian
1 y

SO Pevvusasar Lagorss RFK -

L2 % Porpusenar RIN '

[ SOP Pempesmer RINSTR Pusaran Pery maan !
T'l Feacalaras dan Pradatann



https://v3.camscanner.com/user/download

Penyusunan LAKIP :

Pelaksana

utn
Sckretaris Kasubag Perenkeu C Kelengkapan Welen Output
1 Mencrima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun LAKIP Surat dan Pedoman |1 hari Diterimanya
LAKIP Surat dan
Pedoman
Penyusunan
LAKIP
\Meogunmpulkan das pendukung LAKIP i Komputer, Plafond, |1 hani Terkumpulnya
I Renja, SPJ data pendukung
_ |Lakip
Peavesunan LAKIP ¢ Komputer, Plafond, han Tersusunnya
Renja, SPJ Dokurmen
|LAKIP
< Nelaiuion Koreksi Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 1 hani Tersedianyz
E Dokumen
LAKIP
S Menindekisapti Koreks: Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 1 bani Terkoreksinya
== —
e N S ¥ Dokumen LAKIP |10 mesit [ Terkorcksima
‘ LAKIP
Meomadatneas LAKIP Dokumen LAKIP 1 han Dxt=ncaangan
Tid |ya Dokumen
LAKIP
8 Memgreadaion mensrim dan mensarepioan dolumes LAKIP Dokumen LAKIP 1 hari ersampETye
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A DATA KEGIATANM

LEMBAR KERJA IDENTIFIMADI KEGIATAN

1 | Juoud SOP Penganan SPP-GPM TU
2 |Jens Fegatan Putin
3 |Penanggurg Jawab
A Produs Sewserzrad Vecamatan Praya
B Kegatan Vepaia Bagan Perencanaan 4 Veuangan
4 |Scope (Ruang Lingrup) Camat Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 |Judd Kegatan Pengapan SPP-6FM TU
2 |Langeah Azl Wengamil SP20 yang sudah dierbitcan ke BPYAD
3 |Langkah Utama Wenandatangan berkas dropng ¢3na anggaran kegatan
4 |Langiah A Wenggandaan dan mengaryipkan dokumen 672D
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
|Langiah Awal 1 |Mengambil SP2ZD yang sudah dtertatican ke BPFrAD
Ve 2 |Mienandatangani cex untk pencaran 5P2D
3 [Mencarkan 6P2D Gengan cek ke Bank yang GRunjuk
4 [Menyimgan anggaran yang dicairkan dalam Brarkas
5 |Mengnformasikan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran
6 _[Menyizpkan berkas droping dana untuk kegiatan
7 |Menyerahkan dana kepada Bendahara Pengeiuaran
8 |Menandatangani bervas droping dana anggaran kegiztan
Langeah Akher 9 |Menggandaian dan mengarsipian dokumen SPZD
D. identifikasi Resiko
PES¥O SOLUS!

1. Camat Tidak ditempat

~

Mengzunaian Tanca Targan Blerronk apadda memungianian

b.
2. M2ti lampu 2. |Melzporkan kepada pimpinan bahwa lstrik padam
b. |Mengarankan masyarakat ke Mal Petayanan Public (MPP)
3. Sistem peizyanan Offfine/Down | 2. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4 Xegizten lzn yarg Giperntatian
Gheh prepinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomer SOP
ﬂ Tangzal Pembestan Jum 2024
Tanggel Revisi
MIRINTAR AR PATTN LOMBOK TENCAR Tanggs! Efektil pom—
KECAMATAN PRAYA PtV
Alsm * Jular Diponcgore Ne W Praos 83511 ' —— PRA
> 5 \ ¥ ”,
[ A1
Disahkaa Oleh, 3
)
o 3400412 ) 00
SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANG. Nama SOP Pengajuan SPP-SPM TU -
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Dessr Huksm Kualifikasi Pelaksana
ndang-undang (1 1) Nomor 69 Tahun 1958 1emang Pembentukan Dacrab-Daerah Tinghat [l Dalam Wilaysh Dacrab-Ducrah |1, Pendidikan S.1
mghat | Bali. “osa Tenggara Barwt dan Nusa Tenggars Timur 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemanaman tentang SPP SPM TU
Perasturan Pemenrtah (PT) Nomor 8 Tahun 2008 wemang Tahapan 1ata Cars Penyusunan Pengendalian Den L valuas 3 Memiliki Kewenangan untuk menyusun Pengs aan SPP SPW T
Pe s sarean Rencaca Pembangunan Daerah
3 Persturan Pemerinush (PP) Nomor 12 Tahun 2019 ientang Pengelolaan Keuangan Dacrah
14 Peraturan Memen Keuangan Nomor 62 Tahun 202] wentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanasn Anggaran, sea Ak untans)
| Lar Pclaporar Keuangar
5 P Bopats Lombeok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 wntang Kedaduban Dua Fungsi Pemerintan Kecamatan
7‘!'!'?'!2.1.?!5—!!»2-1!!"
Bupe. Lombos Tengah Nomor 41 Tahun 201V lentang Pendelegaan Sebagian Kewenangan Bupati kepada
| Camnar
hrtorkaiise J?lll:wlluf‘-
1 SOP Pengayuse SPP-SPM LS 1 Sepeda Mator
2 Peuges F! Pangs 2 Komputer dan Pricter
1 SOP Pengyuan SPP-APM (LU ). Maje dun Kurs
ﬁ ATK dan e - lun
Pesncaiatan das Pendataan

Dipindai dengan CamScanner
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Pengajuan SPP-SPM TU :

Pelaksana

Mutu Baku

A . Scksi/ Ket
- g ..mhﬂ.ina. Sekretaris CAMAT | Kasubbag Prenkeu | Dendabars Kelengkapan | Waktu Output
1 Mengyukan RPU sesual DPA DPA dan Anggaran |2 jam Diajukannya RPU
i M e
2 Mengevaluasi dan meneliti RPU DPA Seksi dan Subag RPU 2 jam Terevaluasinya RPU
3 Memyerablan dana kegiatan kepada Seksi dan Subag RPU hasil evaluasi |3 jam diserahkannya uang
tunai
4 Melaksanakan Kematan — RPU hasil evaluasi |1 jam Terlaksananya
Kegiatan
brankas
S Menbuat SPJ Kegiatan Berkas SPJ 1 hari Tersusunnya SPJ
= | = o
6 Nlenyerahkan SPJ kegiatan Berkas SPJ 1 jam Diserahkannya SPJ
| e
7 Memverifikas: SP) kegiatan - Berkas SPJ 1 hari Terverifikasinya SPJ
m Kegiatan
Tidak
8 Mcepandstangan SPJ Kegiatan Ya Berkas SPJ 1 jam Ditandatangarinya
SPJ Kegiatan
] Menggandsian dan mengarsipkan dokumen SPJ Kegiatan Berkas SPJ 1 jam Tersimpannya SPJ

(kegiatan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner

E-: SPP-SPM TU :
Pelaksana Muto Baka
J iata
ezt _-M”.ud._.-..—.wn-“ Sekretarls CAMAT Bendahara Kelengkapan Waktn Output
1 Mengambil SP2D yang sudah diterbitkan ke BPKAD Berkas SP2D 1 jam Diterimanya SP2D
2 Menandatangani cek untuk pencairan SP2D |Berkas SP2D 1 jum Ditandatanganinya
cek pencairan SP2D
3 Mencairkan SP2D dengan cek ke Bank yang ditunjuk \ 4 Berkas SP2D dan Cek |3 jam Diterimanya uang
E=8 »
4 Menyimpen anggaran yang dicairkan dalam Brankas Uang tunai 1 jam Tersimpannya uang
tunai ke dalam
i brankas
5 Menginformasikan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran SP2D 1 jam Terkirimnya
F Informasi
6  |Menyiapkan berkas droping dana untuk kegiatan 6 SP2D 1 jam Tersedianya berkas
' administrasi
7 Menyerzhkan dana kepada Bendahara Pengeluaran m_m Uang Tunai 1 han Discrahkarnya dana
Tidak
8 Menandatangani berkas droping dana anggaran kegiatan Ya Surat tanda terima |1 jam Ditandatanganinya
, uang berkas administras;
8 Menggandskan dan mengarsipkan dokumen SP2D Surat tanda terima |1 jam Terumpannya berkas
uang administrasi
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAMN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP Pengajuan SPP-5PM GU
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
A Produk Sekretarial Kecamatan Praya
B Kegatan Kepala Bagan Perencanaan & Keuangan
4 |Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 [Judul Kegiatan Pengajuan SPP-SPM GU
2 [Langkah Awal Menerima SPJ darl Pengguna Anggaran/PPTK
3 [Langkah Utama Menandatangani SPP-SPM GU
4 [Langkah Ahir SPP-SPM GU ditandatangani dan diserahkan
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
[ungkan Awal T [Menerima SPJ danl Pengguna Anggaran/PPTK
|Uangkah Utama 2 |Meneliti, mengevaluasi dan memverifikasi berkas SPJ Pengeksaran
3 [Menyiapkan SPP-SPM GU
4 |Memberi paraf SPP-SPM GU
5 |Mengajukan SPP-SPM GU kepada PPK untuk ditandatangani
: 6 |Menandatangani SPP-SPM GU
|Langkah Akhir 7 |SPP-SPM GU drtandatangani dan diserahkan
D. identifikasi Resiko
RESIKO i SOLUSI
a. [sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

1. Camat Tidak ditempat

b. [Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apatila memungkinikan

2. Mati lampu

2 Imlawﬁlnmadi,' pinan bahwa listrik pad.

b. [Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3 Sistem pelayanan Offline/Down

a WMmjehsbﬂ kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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S—— Nomor SOP 800/ / Kec.Prayw 2024
ﬂ Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisi -’
PEMERINTAN KABUPATEN LOMBOK TENGAN Tanggal Efektif
KECAMATAN PRAYA D
Alamat - * Julan Diponegoro No. 34 Prays 83511 < /14! EPRAYA
= T\
Q )
Disahkan Oleh, e ;
“
* A, Dﬂs . <,.I'
& NIP-1984 003 200412 1 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan SPP-SPMGU [T ¢

| —

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelnksana

S T e i =

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat [I Dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat 1

2. Peruturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tehun 2008 tentang Tahap
Rencana Pembangunan Dacrah

Pelaporan Keuangan

Tata Cara Peny

3. Peruturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteni Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan

P dalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

e

S. Persturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomaor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Pendidikan S.1
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemabaman tentang Penyusunan LPJ Pengeluaran,
3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun LPJ Pengeluaran

Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan
1. SOP Pengajuan SPP-SPM TU, 1. Sepeda Motor

2. SOP Pengajuan SPP-SPM LS; 2. Komputer dan Printer
3. Pengesshan LPJ Pengeluaran 3. Mejadan Kursi

4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pengajuan SPP-SPM GU tidak dilaksanakan maka SPP SPM GU tidak dapat ditandatangani oleh Camat

SOP Pengajuan SPP-SPM GU menjadi dasar dalam Pencairan Anggaran Kegitan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pengajuan SPP-SPM GU :

Pelaksana Moutu Bake
No Kegiatan
Bendahara Sekretarls Kasubag Perenkeu CAMAT Kelooghupun e g
1 Menerima SPJ dari Pengguna Anggaran/PPTK Berkas SP)J I jam Diterimanyun SPJ
' Penggunaan Kegata
Anggaran
2 Meneliti, mengevaluasi dan memverifikasi berkas SPJ Ya Berkas SPJ 2 jam Terverifikasinys SPJ
Pengeluaran Tidak Penggunaan Kegiatan
* Anggaran
3 Menyiapkan SPP-SPM GU Berkus SPJ 30 menit | Tersedianya SPP-
Penggunnan SPM GU
Anggaran
4 Memberi paraf SPP-SPM GU Berkas SPJ 1 jam Terparafnya SPP-
Penggunaan SPM GU
>_..E..=u:
§ Mengajukan SPP-SPM GU kepada PPK untuk ditandatangani SPP-SPM GU 10 menit |Diajukannya SPP-
< SPM GU kepada
* Kasat
Tidak
6 Menandatangani SPP-SPM GU SPP-SPM GU 10 menit | Ditandatanganinya
SPP-SPM GU
7 SPP-SPM GU ditandatangani dan diserahkan SPP-SPM GU 1 jam Diterimanya SPP-
SPM GU

@ <

Dipindai dengan CamScanner
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A DATA KEGIATAN

LEMABAS I FUA WO WTIWEWASE VT GATRN

[ er Ty PP DU TS
4 Lo Vaguan
i Same
e g__ T st Vo o Py
¥ Vapaa Bugan Peercanasn b Keusrgen
T:ﬂ‘lw Carmid Prays
B DENTEFAS KEGIATAN
A e OPP oW L
7 |Canghan Awd Vi azrwg Ver vid Carmal Urie memis st Qe smen brtr e
U gean S b%mm
4 i ey sen Z

C. IENTF WASI LANGYAN

Mhererena Perrtah Carmat urtsn memiuet Gowumen horex

=] 1

\parra 7 |Menpapean dster tetsfihan baang/asa Pemerniah
1 | Memts sl dan manyapran Coumen Lomsk
4 |Mengumumian kegatan pengacaan barerg/psa Pemenniah
§ | Mengurasng revanan urix memawiran 00nSmen penawaian
6 [Merngera sas GOk yTen penawalan
7 |Merentscan Feranan
B | WMenandatargsn kiriae pengadasn barang/psa Pemenntah
9 |Menyerstinan hasd @an aghan pemnayaran

[ otorvyisg s an [

D i * vl basivn
w1l SO

1 Camat Vidah grempat

ks earn/Feystat Lon mengnDung amat urtuk arshan sape yang Larvda Langan

Wergparaban 1enda largen Lieels Pt o

[
2100 hempy 2 | Medogorten bepade perganan bishwa bits i padar
b |Mengaratian masyarskat ke Mall Pelayanan Putik (M57)
} Swstawn petayanan (Ftane/Upen | 8 |Wenetaskan kepada masysrshat dengan behasa yang sopan dan dapat dimengert
A Vapaian low yong Operintethan
Giat gt an

Dipindai dengan CamScanner
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Dacruh Tingkat | Ball, Nusa Tenggars Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Persturan Pemerimtah (PP) Nomor B Tahun 2008 1entang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencara Pembangunan Daerah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

4. Perzturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Aiuniansi dan Pelaporan Keuzngan

S Peraturan Bupati Lombok Tengsh Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

16 Permuran Pemnenintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. P Bupati Lombok Tengsh Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada

— Nomor SOP 800 / Kec Praya’ 2024
ﬂ Tanggal Pembustan Juni 2024
Tanggal Revisl
FEMERINTAN RABUPATEN LOMBOK TENGAR Tanggal Efektifl
KECAMATAN PRAYA
Alamal * Julan Diponegore No. 34 Praya 83511
Disahkan Oleh,
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan SPP-SPM LS

Dasar Hukom Kualifikasi Pelaksana
|. Undang-undang (UUU) Nomer 69 Tahun 1958 Pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat II Dalam Wilayah Dacrah- |I. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang SPP SPM LS,
3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun Pengajuan SPP SPM LS

Reterhaitan Peralatan / Peleagkapan
1. SOP Pengwuan SPP-SPM LS, 1. Sepeda Motor

2 Peagrsaban | P) Pengelusran 2. Komputer dan Printer
1 SOP Pengajuza SPP-SPM GU; 3. Meja dan Kuni

4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agabiia SOP Pengajuan SPPSPM LS tidek diisksanskan maka SPP SPM TU tidal dapst ditandatangani oleh Kepala
Satar

SOP Pengajuan SPP-SPM LS menjadi dasar dalamn Pencairan Angguran Key atan.

—_—

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pengajuan SPP-SPM LS :
Pelaksana Mota Baku
No Keglatan
’ ._.M-h.__.__....m Sekretarls CAMAT PPRJ Rektgan * | Bendubarn Kelengkapan Wakts  [Output
1 Menerima Perintah Camat untuk membuat dokumen kontrak Berkas SP2D 1 jam Diterimanya SP2D
2 Menyiapkan daftar kebutuhan barang/jasa Pemerintah 6 Berkas SP2D | jam Ditandatanganimya cek
e o

3 Membuat dan menyiapkan dokumen kontrak v Berkas SP2D dan Cek |3 jam Diterimanya uang
1 o

4 Mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa v Uang tunai I jam Tersimpannya uang

Pemerintah tunai ke dalam

J —

5 Mengundang rekanan untuk memasukkan dokumen penawaran 6 SP2D 1 jam Terkinimnya [nforman
1 penawaran

6  |Mengevaluasi dokumen penawaran v SP2D 1 jam Tersedianya berkan
J administrasi

7 Menentukan Rekanan * Uang Tunai 1 hari Diserahkannya duna
3 o

8  [Menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah @ Surat tanda terima uang |1 jam Ditandatanganinya
l E herkas administras

] Menyerahkan hasil pekerjaan dan tagihan pembayaran berkas administrasi Serah terima hasil

| jam pekerjaan
10 Mengajukan SPP-SPM LS ke BKAD Serah terima basil Pengirman SPP-SPM
a» S

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP Pengesahan LPJ Pengeluaran
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
A. Produk Sekretanat Kecamatan Praya
B. Kegiatan Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
4 |Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1 |Judul Kegiatan Pengesahan LPJ Pengelvaran

2 |Langkah Awal Mengajukan berkas LPJ Pengeluaran

3 |Langkah Utama Menandatangani LPJ Pengeluaran

4 |Langkah Ahir Menginm dan mengarsipkan berkas LPJ pengeluaran

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal 1 [Mengajukan berkas LPJ Pengeluaran

Langkah Utama 2 [Menelit, mengevaluasi dan memverifikasi berkas LPJ Pengeluaran
3 |Memben paraf LPJ Pengeluaran
4 |Memvalidasi memberi paraf LPJ Pengeluaran
5 |Menggandakan dan mengagendakan berkas pengeluaran
6 |Mengajukan berkas LPJ Pengeluaran untuk ditandantangani
7 |Menandatangani LPJ Pengeluaran

|Langkah Akhir 8 |Mengirim dan mengarsipkan berkas LPJ pengeluaran

D. Identifikasi Resiko
RESIKO SOLUSI

1. Camat Tidak ditempat

. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda

tangan

. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan Offline/Down

wlo|e|o

. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat

dimengerti

4. Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

Tanggal Ffekur

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP

Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrab-Dacrsh Tinghat I] Dalam Wilayah Daerah-Dacrah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Peryusunan Pengendalian Dan Fvaluasi
Pelaksanzan Rencana Pembangunan Daersh

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolasn Keuasngan Dacrsh

4. Peraturan Menten Keuangan Nomor 62 Tshun 2023 temang Perencansan Anggaran, Pelaksanzan Anggaran, sera Akuntans:
dan Pelaporan Keusngan

S. Persturan Bupati Lombok Tengzh Nomor 90 Tahun 2016 1entang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerinuah Kecamatan

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Talwun 2018 wntang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengsh Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sehagian Kewenangan Bupati kepada Camat

I. Pendidkan § |
2 Memlii Pengetabuan dan Pemabaman tentang Penyusunan LPJ Pengeluaran,
3. Memiliki Kewemangan entult menyusun LP) Pengchann

Keterkaitan

Peralatan / Pelenghapan

| SOP Pengzjuan SPP-SPM GU, . Sepeda Motor
2. SOP Pengajuan SPP-SPM TU; 2 Komputer dan Primer
(3. SOP Pengajuan SPP-SPM LS 1 Meja dan Kursl

4. ATK dan lun - Jun

Peringatan

Pencatatun dao Pendataan

Apebila SOP Pengzsahan LPJ Pengeluarsn tidak dilaksanakan maka LP) Pengeluaran tidek dapat ditandatangan: oleh Camat

SOP Pengesahan LP) Pengeluaran menjadi dasar dalam melakukan pengawasan dan evaluas) kegiatan sera
[

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Przgeadan SPJ Pexgelnaras
| Pelaisana - Mats Baka
- e Bemtanars Sekmrars __-.Il-a_ conr | Kelenglapas a Ot "
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Juoudl SOP Porgajuan Pencaran Gaj Pegawal
2 [Jens Kegatan Rubn
3 |Penanggung Jawab
A Produk Sekretanal Kecamaltan Praya
B Kegatan Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
4 [Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKAS!I KEGIATAN
1 [Judul Kegeatan Pengajuan Pencairan Gaji Pegawal
2 |Langkah Awal Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penenmaan gaji pegawal
3 [Langkah Utama Menandatangani Daftar Penenmaan Gajl Pegawai
4 |Langkah Akhir Mentransfer Gaj ke dalam rekeming Bank masing-masing pegawai
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
[Langkah Awal 1 [Menyapkan SPP-SPM dan daftar penerimaan gajl pegawai
Langkah Utama 2 [Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerimaan gajl pegawai
3 |Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gajl Pegawai
4 [Menenma SP2D dan daftar Pembayaran Gajl Pegawal
5 [Menandatangani Daftar Penerimaan Gaji Pegawal
Langkah Akhr ® [Mentransfer Gaj ke dalam rekening Bank masing-masing pegawal
D. identifikasl Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat 2. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2 Mati lampu a |Melaporkan kepada pimp bahwa listrik pad
b. |[Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sstem pelayanan Offine/Down | a. [Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengern
A Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP 800 / Kec Praya’ 202
ﬂ Tanggal Pembuatan uni 2024

Tanggal Revisl

PFEMIERMTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAR .—.Iln‘ Efektif

KECAMATAN PRAYA
Alama “ Julan Diponcgoro Mo 34 Praye 83511 =
Disahkan Oleh,
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP

|Dasar Hakem

| Dacrab-Dacrab Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2 Permturan Pemerintah (PP) Nomor § Tahun 2024 temtang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

3 Permuran Pemermish (PP) Nomor 12 Tahun 2019 wentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

4 Permaran Menter) Keuangan Nomor 62 Tahum 2023 ientang Perencanaan Anggaran, Pelaksansan Anggaran, scrta

6 Peraturan Pemenmush (PP) Nomor 17 Tahun 2018 wntang Kecamatan
7 Perszuran Bupati Lombok Tengab Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Schagian Kewenangan Bupati

krnads Camad

1 Undang-ndang (UL') Nomor 69 Tahun 1958 temtang Pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat Il Dalam Wilayah 1

2 Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Laporan Keuangan:
3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun Laporan Keuangan.

Krterbazan

Perslatan / Pelengkapan

| SOP Pengzjuan Pencaran Gajl Pegawai,
W SOP Pengajuan Pencaran Tambahan Penghasilan,

1 Scpeda Mot

2 Komputer dan Printer
3. Mcja dan Karsi

4 ATK dan lain - lain

Pencatatan dan Peadaraan

ﬁyﬁg‘v&lﬁe.gliniill%}}.l!.
pama

SOP Pengajuun Penaran Gaj Pegae s men;adi dusar dalom molakubkan Moo firing a0 ovauas Penge ciess ko gon

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pengajusn Pencairan Gaji Pegawai ¢

Dipindai dengan CamScanner

m Pelaksana Muta Baka
| e Keglatan ha Kasv/
Bendabars | conretaris | Kasubbag | K™% | covar | Bam Kelenghapan Waktu Outpat
Gaji Staf Perenkew
Memyapsan SPP-SPM dar daftar penerimaan gaji pegawai Dokumen SPP-SPM 7 hari Tersedianya SPP SPM
dan Daftar Perermaan
> Gagi
i a Menandatangan: SPP-SPM dan daflar pencrimaan gaji pegawai v Dokumen SPP-SPM | jam Dutandatangarny s SI'P-
) SPM dan
Daftar Gapi
1
3 |Mengajukan SPP-SPM dan daflar Pembayaran Gaji Pegawai v |Dokumen SPP-SPM |3 jam Terlaksananya Perga wan
4 Menerima SP2D dan dafiar Pembavaran Gayl Pegawai h SP2D 1 hari Detrimanya SP2D Gl
1 Pegawai
$  [Mecnandatangan: Daflar Penerimaan Gaji Pegawai v @ |Daftar Penerimaan Gaji |3 hart Ditandatangan irys Dajlar
I | I N . o rem—_—e
L Mentransler Ga): ke dalam rekening Bank masing -masing pegawai v SP2D dan Daftar I jam 1 o7 ik sanuny & trarsfer
' Penerimaan Cajl g peguwas
Pegawm
L



https://v3.camscanner.com/user/download

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A DATA KEGIATAN
1 | Judud SOP Pengajuan Pencairan Gaji Pegawal Non ASN
2 |Jena Kegatan Rutin
3 |[Penanggung Jawab
A Produk Seretanatl Kecamatan Praya
B Kegatan Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
4 | Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 | Judul Kegatan [Pengajuan Pencairan Gaj Pegawai Non-ASN
2 [Langkah Awal [Menyapkan SPP-SPM dan daftar penerimaan gaj Pegawai Non-ASN
3 |Langkah Utama Menandatangani pencairan Gajl Pegawai Non-ASN
4 |Langkah Ahw Menerima Gaj Pegawai Non-ASN
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal 1 [Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerimaan gajl Pegawai Non-ASN
[Langkah Utama 2 [Menandatangan SPP-SPM dan daftar penenmaan gajl Pegawai Non-ASN
3 [Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gajl Pegawal Non-ASN
4 |Menerma daftar Pembayaran Gaji Pegawal Non-ASN
5 |Mengajukan Pencairan Gaji Pegawal Non-ASN ke Bank
6 |Mencairkan dan menyerahkan Gaji Pegawai Non-ASN
7 [Menandatangani pencairan Gajl Pegawai Non-ASN
8 |Menyerahkan Gaj Pegawal Non-ASN
Langkah Akhr 9 [Menerima Gaji Pegawai Non-ASN
D. dentifikasi Resiko
RESKO SOLUSI
1. Camat Tidak citernpat 2. [Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan
b |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan
2. Mati lampu 2. |Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam
b |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Sstem pelayanan Offline/Down 2. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti
4 Kegatan lan yang diperintabkan
oleh prmpinan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

et Ve Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Alamat : * Jalan Diponegoro No. 34 Praya 83511

Disahkan Oleh,

800/ / Kec.Praya/ 2024
Tanggal Pembuatan Juni 2024
Tanggal Revisl
Tanggal Efektif
\‘l'/
AT DA T PRAYA
S
& =
3 ¥ DA\
W AN
AV

k.

- -
: - -

. EWARANEG {RA, S.STP.M.A.P
N4 | Pembina AV/f)
Y s NI 19841003 200412 1 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP

Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai Non-ASN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-Dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksannan Rencana Pembangunan Dacrah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan Bupati
kepada Camat

1. Pendidikan S.1
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Laporan Keuangan;
3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun Laporan Keuangan.

Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan

1. SOP Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai Non-ASN; 1. Sepeda Motor

2. SOP Pengajuan Pencairun Tambahan Penghasilan; 2. Komputer dan Printer
3. Meja dan Kursi

4. ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pengajuan Pencairan Gaji Pegawal Non-ASN tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses
_vnawuw!-a gaji Pegawai Non-ASN

SOP Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai Non-ASN menjadi dasar dalam melakukan Monitoring dan evaluasi Pengelotass Kewangas

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai Non-ASN @

Pelaksana Mutu Bakn
No Kegiatan Bendahara Kasubbag | Staf Pegawai | Sekretaris MA ka
gaji Perenkeu Non-ASN Camat c ¥ Baxk Kelengkapan — Ouipet
Menyiapkan SPP-SPM dan daflar penerimaan gaji Pegawal Non- Dokumen SPP-SPM 1 hari Tersedianya SPP-SPM da Daftar
ASN 4 b _1n=n13!5 Gaji
Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji Pegawai Dokumen SPP-SPM 1 jam |Ditandatanganinya SPP-SPM dan
Non-ASN Daftar Gaji
Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai Non- - Dokumen SPP-SPM |3 jam Terlaksananya Pengajuan
ASN *
Menerima daftar Pembayaran Gaji Pegawai Non-ASN v SP2D 1 hari Diterimanys SP2D Gaji Pegawai Non-
- >
Mengajukan Pencairan Gaji Pegawai Non-ASN ke Bank I SP2D 1 hari Terlaksananya pengajuan Pencairan
Mencairkan dan menyerahkan Gaji Pegawai Non-ASN Bukti Pencairan 3 jam Terlaksananya Pencairan Gaji Pegawai
Non-ASN
Menandatangani pencairan Gaji Pegawai Non-ASN Bukti Pencairan 10 |Ditandatanganinya Buku Pencairan
menit
Menyerahkan Gaji Pegawai Non-ASN * Daftar Penerimaan Gaji |3 hari Diserahkannya Gaji Pegawai Pegawa
I Pegawai Non-ASN Non-ASN
Mencrima Gaji Pegawai Non-ASN Daftar Penerimaan Gaji |3 jam Diterimanya gaji pegawai Pegawai
Pegawai Non-ASN Non-ASN

Dipindai dengan CamScanner

cs


https://v3.camscanner.com/user/download

LEMPAR KERUJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KFGIATAN
[ Jwt BOR ajuan Fﬂnaumﬂnmhhm Tranghasian Peqawal (1777)
'}; Jorvn Keguatan Tutin
3 [Penanggung Jawat
A Produk {ekrelanat Kecamatan Praya
'_—_lﬂ' tan Kepala agian Perencanaan A Keuangan
ﬁmp- (Kuang Tinghup) [Camat Praya
1. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 [ hsiul Kegiatan waaW wmbanan Penghasian Iegawa (117)
| 2 [Langkan Awai enenima Perhitungan Kinerja Pegawa
3 [Langkan Lama [Menandatangani pencairan Tambahan Penghasian
4 [Langkah Ahr Menerima 1ambahan Penghasilan
C. IDENTIFIKASI LANGKAN
angh. 7 [Menenma Perhitungan Kinerja Pegawal
Langkah Utama ¥ [Merekap Perhitungan Kinerja Pegawai
3 [Mengajukan SPP-SPM dan cﬁﬁu Pembayaran Tambahan
Penghasilan
4 |Menerima daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan
6 |Mengajukan Pencairan Tambahan Penghasilan ke Bank
0 [Mancairkan dan menyerahkan Tambahan Penghasian
7 |Menandatangani pencairan Tambahan Penghasilan
8 [Menyerankan Tambahan Penghasilan
(Langhah Akhir 0 [Menerima Tambahan Penghasilan
D, identifikasl Resiko
RESIKO SOLUSI

1. Camat Tidlak ditempat

. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungl camat untuk arahan siapa yang tanda tangan

. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

. [Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

. |Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

1. Sutem pelayanan Offline/Down

slolsle

. |Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengert

oleh pimpinan

4. Kegiatan lain yang diperintahkan

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

300/ J Kec Praya/ 2024

Ty Nomor SOP
ﬂ Tanggal Pembuatan

Juni 2024

Tanggal Revisi

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Tanggal Efcktif
KECAMATAN PRAYA

Alamat . “ Jalan Diponegoro No. 34 Praya 83511 *

Disahkan Oleh,

U

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP

b33 fuba200412 1 001
Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TRRJ!

Dasar Hukum

Kualifikas! Pelaksana -

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Dalam Wilayah
Daerab-Dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Pernturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pega
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencansan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

S, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tehun 2018 tentang Kecamatan

7. Persturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
kepada Camat

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang prosedur Pencairan Tambahan Penghasilan;
i[3. Memiliki Kewenangan untuk mengajukan pencairan Tambahan Penghasilan.

Keterkaitan

Peralatan / Pelengkapan

I. SOP Pengajuan Pencairan Gaji Honorer;
2. SOP Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan;

1. Sepeda Motor

2. Komputer dan Printer
3. Meja dan Kursi

4. ATK dan Lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pengajuan Pencairun Tambahan Penghasilan tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses
pembayaran Tambahan Penghasilan

SOP Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan menjadi dasar dalam melakukan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pengajusn Pencsiran Tambshan Penghasilan Pegawai (TPP) :

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksana Mutu Baku
No Kcgistan KasV/ ]
Bendahara Kassubag " Sckretaris
Gaji Perenken -‘M.“wun\ Camat CAMAT Bank Kelengkapan Waktu Qutput
1 Menerima Perhitungan Kinerja Pegawai Dokumen SPP-SPM 1 heri Tersedianya SPP-SPM da Daftar
Penerimaan tambahan penghasilan
2 Mcrekap Perhitungan Kinerja Pegawai Dokumen SPP-SPM 1 jam Ditandatanganinya
t SPP-SPM dan Tambahan
penghasilan
3 Mengejukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Tambahan Dokumen SPP-SPM 3 jam Terlaksananya Pengajuan
Penghasilan
4 Menerima daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan 6 SP2D 1 hari Diterimanya SP2D Tambahan
l penghasilan
5 Mengajukan Pencairan Tambahan Penghasilan ke Bank SP2D 1 hari Terlaksananya pengajuan Pencuiran
8  |Mencairkan dan menyerahkan Tambahan Penghasilan A 4 Bukti Pencairan 3 jam Terlaksananya Pencairan Tambah
== bududi
7 Menandatangeni pencairan Tambahan Penghasilan b Bukti Pencairan 10 Ditandatanganinya Bukti Pencairan
8 Menyerahkan Tambahan Penghasilan v v Daflar Penerimaan 3 han Diserahkannya Tambahan
* * l I Tambahan penghasilan penghasilan
|
[) Menerima Tambahan Penghasilan v e @ Daftar Pencrimaan 3 jam Diterimanya Tambahan penghasilan
- a e e
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN
1 | Judul SOP |Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK)
2 |Jenis Kegiatan Rutin
3 |Penanggung Jawab
A Produk Sekretariat Kecamatan Praya
B Kegiatan Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
4 |Scope (Ruang Lingkup) Camat Praya
B. IDENTIFIKAS| KEGIATAN
1 [Judul Kegiatan Penyusunan Laporan Realisas! Fisik Kegiatan (RFK)
2 |Langkah Awal Penyampaian Perkembangan Kegiatan dan LPJ Bendahara Pengeluaran

3 |Langkah Utama

Penandatanganan Laporan Realisasl Fisik Kegiatan

4 (Langkah Ahir

|Penyampaian Laporan Realisasi Fisik Kegiatan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

lunguh Awal 1 |Poﬂwsunan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK)
|Langkah Utama 2 |Mengolah Data Perkembangan Kegiatan dan LPJ
3 |Verifikasi dan Validasi Data
4 |Penandatanganan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan
Langkah Akhir 5 |Penyampaian Laporan Realisasi Fisik Kegiatan
D, Identifikasi Resiko
RESIKO SOLUSI
1. Camat Tidak ditempat a. |Sekretaris/Pejabat lain menghubungi camat untuk arahan siapa yang tanda tangan
b. |Menggunakan Tanda Tangan Elektronik apabila memungkinkan

2. Mati lampu

a. [Melaporkan kepada pimpinan bahwa listrik padam

b. [Mengarahkan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

3. Sistem pelayanan Offline/Down

a. [Menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti

4, Kegiatan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP

800/ / Kec.Praya/ 2024

Juni 2024

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

) Tanggal Efeckti
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAR

KECAMATAN PRAYA

r

Alamat : “ Jalan Diponcgoro No. 34 Praya Kode Pos 83511 =

Disahkan Oleh,

‘GQN”N\EA /a)
Yoy NIA-19841003 200412 1 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP

LFsil K, (RFK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana N

Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

1. Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat Il Dalam Wilayah
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan

3. Permturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta

S. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

7. Peraturzn Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman temang Penyusunan RFK;
3. Memahami Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Memiliki Kewenangan untuk menyusun RFK

3. SOP Penyusunan RENJA

kepada Camat

Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan
1. SOP Penyusunzn RKA/DPA 1. Komputer dan Printer
2. SOP Penyusunan LAKIP 2. Meja dan Kursi

3. Pedoman Penyusunan RFK
4, ATK dan lain - lain

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dipindai dengan CamScanner
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Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) :

Pclaksana
No Keglatan Kasubag Ket
EEERfan Perencanann & FENISEE CAMAT Kelengkapan Waktu Output
Bendohara Camat
Keuangan
Data Realisasi Fisik |10 menit Tersedianya data
Kegiatan dan SPJ (paling lambat |dan SPJ
4 Penyampaian Perkembangan Kegiatan dan LPJ ' Administrasi tgl. 10 setiap
Bendahara Pengeluaran Bendahara bulannya)
Pengeluaran
2 . Data Realisasi Fisik |1 hari Tersusunnya
Mengolah Data Perkembangan Kegiatan dan LPJ Keglatan dan SPJ Laporan RFK
A Administrasi
l Bendahara
Pengeluaran
3 Verifikasi dan Validasi Data Draft Laporan RFK |5 menit T_.ﬁ.:nrmu. dan
tervali dasinya
data
Ya
4 o it . Tidak A Laporan RFK yang |10 menit Ditandatangani
Pcnandatanganan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan A sudah diparaf nya Laporan RFK
Laporan RFK yang |1 hari Terkirimnya
/—\ sudah ditandatangani Laporan RFK
5 Penyampaian Laporan Realisasi Fisik Kegiatan

] Dipindai dengan CamScanner

Cs
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LPVDAR KT AUA IDENTIFIRASH K (IATAN

A DATA KFOTAN
' | et BOS TPemtsanan Trvias | arpd Temuan inspetiorat
e R
L) Jmmat
A PerhA Sk retanat Kecamatan Prays
Kepats Bagean Perercaraan § Keuargan
4 [Benge | L rageup) Carnat Praya

B OINTEFWASI KEGIATAN

TTieiah 38" 1 rosk LargA Temuan mspeRtorat

2 [Langhah Aw

f\i-vm Laporan Hasl Pemerksaan (LHP)

Verandstangs™ haraoopy jaeaban peryelasan atas L aporan Hasd
Pemerigaar (LHP)

4 [Langhah At

Vengoandatan dan Mengaripian jrwaban peryelasan atas Laporan Hasd
Pemaricsasn (L HP)

[Caroran Aaw

Wierervma Laporan Hast Pererksaan (LHP)

((argean Lrama

| -

Meryapean uvisgan Rapat pemoahasan Laporan Hasi Pemerkaaan (LHP)

Visiak saranan Aagsl Pembanasan Laporan Hasd Pemerksaan (LHP)

Mergumpusan maten graaban 2433 Laporan Hasd Pemenksaan (L HP)

Weryuson praatan feryeiasan 8tas Laporan Hasd Pemerksaan (LHP')
sofenpy maupun hardoopy

Wuﬁmmmumwm

Meyer annan hardorry pFaatan per@asan a'as L aporan Hasi Femerk saan

o] = =w o v aw

Permerkaaan (1 WP)

Jreatan pergeanan etas L agoran Hasd Pemenk LHP) selosa
’0:.“ saan (

Wheorge e [waban fereasan atas Laporan Hasd Pemenkaaan (LHP)
SORCOPY (3N AardooDy be Nsgelionat

Iwnm-

Mengpanashsn 4an mengar ypaan jawaban penjelasan atas Lagoran Masd
Pemernsaan (L HP)

SOLUS

) Comot Tt Stempa

Setretan Pepatat e merghubung (AMat urtul arshan s.apd yang Landa Langasn

Mergawrsnan Tands Targad Lesuona spatus grk

| -

BN peTgcan

L
1 et wmgny 8 | Meaporien Lepeds prmpe U s padar
B | Mengaathan masya 32t ke Mal Peayanan Pubik (UPF)
B S peuy anat UTen e -r——“mwwmmuww
4 brgosist e yorg e OLaTASN

Dipindai dengan CamScanner
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—— [ Nemor SOP S00/ / Kec.Praya’' 2024
u i Tanggal Pembuatan Juni 2024

[ Tangzal Revisi
PEMIRINT plrrl:.:. LOMBOK TENGAH [ Tanggal Efektif
KECAMATAN PRAYA
Alemmy : * Jalae Dipomcgore N 100 Prays 6511 e TPRA
7

-m.u‘

/

.f/\ o

I

AQ 3 1003
'SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Pelaksanzan Tindak Lanjut Temuan
Dasar Hulam ualifikasi Pelsksana

Undang-andang (UU) Nomor 69 Talum 1958 eatang Pembentulsn Dacrab-Dasrab Tingkat [l Dalam v._.-wnri-v._ Memiliki Pengetshuan dan Pemahaman teatang prosedur Pemeriksaan;
ﬁ'l Tingkm | Bali, Nusa Teaggara Barst dan Nusa Tenggera Timar 2. Memiliki Kewenangan untuk menjawsb temuan pemeriksaan.
2. Persturan Pemerinesh (PP) Nomor 8 Tabzm 2008 tentang Tabspan Tata Cara Peay Pengendalian Dan Evaluasi
Pelsisanass Rencana Pembangean Dacrah
3. Persturan Pemeninzh (PP) Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Deerah
4. Peranuren Memion Keuangaa Nomaor €2 Talem 2023 tentang Perencanaan Angparan, Pelaksanaan Angganan, serma
Ak=tans dan Pelaporan Keusngan
Peraturan Bupasi Lombok Teageh Nomor 90 Tabuz= 2016 tentang. Kedudukan Dan Fungsi Pemenintsh Kecamatan
Piiﬂlgg_qﬂigungﬂg
7. Pemzmuran Bupeti Lombok Tengah Nomor 41 Tabun 2019 teatang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
{ﬁ!
Keterhaitan Peralatan / Pelengkapan
1. Scpeda Motor
N. Komputer dan Printer

za-.ruﬂ.au.
ATK dan lzin - lain

|Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pelaksangan Tindak Lanjut Temuan Inspekiora: tidak dilaksensken maka akan menghambat proses tindak |SOP Pelaksansan EEE Temuan Inspektorat menjadi dasar dalam melakukan Monstoring dan evaluasi
znna temaan dan dapet mengakibatkan resiho bukum Pengelolaan Keuangan,

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat :

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim (terdiri Kasubbag Sekretaris
dari Kasi/ | Perencanaan C CAMAT Staf Kelengkapan Waktu Output
amat
Kasubbag) keuangaan
1 |Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nota Dinas 1 jam Diterimanya Perintah
4 e
2 |Menyiapkan undangan Rapat pembahasan Laporan Hasil Surat Undangan 1 jam Tersedianya dan
Pemeriksaan (LHP) ’ terkirimnya undangan
3 |Meclaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Daftar Hadir, Notulen |3 jam Terlaksananya Rapat
(LHP) TOR
4 |Mengumpulkan materi jawaban atas Laporan Hasil Pemeriksaan Notulen, TOR, 1 hari Terkumpulnya materi
(LHP) Iu Dokumen
5 |Menyusun jawaban penjelasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Laporan 3 hari Tersusunnya laporan
(LHP) softcopy maupun hardcopy Keuangan
6 |Memberi paraf hardcopy jawaban penjelasan atas Laporan Hasil Dokumen Laporan 1 jam Terparafnya laporan
Pemeriksaan (LHP) Keuangan
7  |Meyerahkan hardcopy jawaban penjelasan atas Laporan Hasil Dokumen Laporan 1 hari Diserahkannya laporan
Pemeriksaan (LHP) untuk ditandatangani (a yang diparaf
8 |Menandatangani hardcopy jawaban penjelasan atas Laporan Hasil Dokumen Laporan 1 jam Ditandatanganinya
Pemeriksaan laporan Keuan
(LHP) TIAK po gan
©® |Hardcopy jawaban penjelasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Laporan 1 hari Diterimanya dokumen
(LHP) selesai dan discrahkan laporan yg sudah
ditandatangani
10 |Mengirimkan jawaban penjelasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan v Dokumen Laporan | hari Terkinmnya laporan
(LHP) softcopy dan hardcopy ke Inspektorat l Keuangan
11 |Menggandakan dan mengarsipkan jawaban penjelasan atas Laporan Dokumen Laporan 1 hari Tersimpannya laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan

Dipindai dengan CamScanner
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MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Dipindai dengan CamScanner
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